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PELAKSANAAN PROGRAM KABINET KTRDJA
DALAM BIDANG PEMERINTAIIAN,

§ 1.
MASALAH MENGENAI
PHUETAPAT PRESIDEN NO 6 TAMUN 1959.-
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Disamping tindakan drastis terhadap moneter jang baru2 ini die
ambil oleh Pemerintah, FPemerintah dalam sidang2 berikutnja memulai
membit jarakan tindairan2 lain jang akan diambil dalam bidang Pemerintahan,
Dalam salah satu éidang Kabinet jang diadakan pada tanggal 8 Sep-
tember malam, telah mendengar laporan Menteri Dalam Negeri & Otonomi
Daerah tentang perdjalanannja ke Tg. Finang baruZ inl untuk melaporkan
dan minta pengesahan Tresiden mengenai suatu rantjangan Penetavan Pre-
siden tentang Pemerintaoh Daecrah, jang telah diterima baik oleh Kabinet
Kerdja dalam sidangnja pada tgle. 1 September 1959,

Pemerintah pada tgl, 9 September 1952 pagi, telah menjiarkan Nas~-
kah Penetapan Presiden no, 8 tohun 195¢ tentang Pemerintah Daerah be=-
serta pendjelasannja jang terdiri dari 23 pasal (lihat lampiran).

Didalam Penetapan Presiden itu, dikemukalkan pula bahwa penetapan
tsb. ditanda~tangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 September
1959 di Tg. Pinang.=-

Pidato radio Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah,

Menteri Dalam Negori #* Otonomi Daerah, Ipik Gandamana dalam pidae-
to radionja a,l, mengatakan, diadakannja Penetapan Presiden no, 6 th'59
ialah karena éistim pemerintahan dacrah jang kita miliki dewasa ini
Jaitu jang termuat dalam Undang2 no. 1 tahun 1957, tidaklah mengandung
azas demokrasi terpimpin dan tidak mendjamin harmoni dalam kelantjaran
Pemerintah diseluruh Noegara, djadi tidek hanja dipusat tetapi'djuga di
daerahZ2, Dalam Undang2 no, 1 th'57 tidak memberikan kedudukan jang kuct
kepada Kepala Daerah, kcdudukon mana djustru sengat diharapkan untuk
dapat mendjalankan pomerintehan jang stabil dan effilsien,

Berhubung dengan itu maka didalam rangka lrembalil ke U,U,D. 45 dan
pelaksanaan demokracsi terpimpin, sistim pcmerintahan tsb, perlu diganti
dengan sistim jang lebih mendjamin stabiliteit dan effisiensi jang
kita tjitaZkan itu, Sistim inilah jeng terkandung dalam Penetapan Pre-
siden no, 6 th., 1959 1tu,

Disamping itu ada dua mosalah penting, jang harus mendapat per-
hatian sepenuhnja dari Pemcrintoh, jaitu: ' '

l. bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus
dengan mend Jundjung faham desentralisasi territorial, den

2. bahwa dualisme dalam pimpinan pemerintohan didaerah harus di-
hapuskan,
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Konpcrensi pers Menteri Dalam Negeri & Ctonoml Deerah,

Menteri Dalam Neperi & Otonomi Daerah dalam konporensi pers pada
tgle 10 September!59 atas pertanjaan2 mengenel Penetapan Presidon
no, 6 th'59 menerangkan, bahwa penetapan tsb, adalsh landjutan dari
pada pelaksancen dokrit Presiden dnn morupakan djembatan kearah ter-
tjapalnja idamZ2an rakjat didzerah2 mengenni pelakeanaan otonomi daerah,

Sebagoi kelandju‘an darl pelaksanaan dekprlt Presiden, Penetapan
Presiden tsb, tidak alian diadjukan kepuda Parlcmcn, tetapi akan di-
pertanggung=d jawabkan olech Presiden kcpada Madjelis Permusjawaratan
Rakjat.

Atas pertenjaan2 lain diterangkon selandjutnja bahwa Kepala Daece
rah menurut Penetapan Presiden no, 6 th!'59 itu, bukenlah merupalan
tokoh jang absoluut, karena pada dacarnja ia horus bekerdjs sebaiknja
dengan DPRD dan ia adalah tenaga jang diodjukan DPRD sendiril, Kekune
snan Presiden untuk menrangkat seorang ¥cpola Daerah jang bukan di-
usulkan oleh DPRD, hanjalah mcrunckan suatu tindakan koreksi untuk
mendjaga sup2ja Kepela Daerah 2dalah memang "the rigcht man",

Uraian Departemen Pencrangan tentang P,”. no, 6 th, 1959,

Dimuka tjorong R.R.1. Sabtu malam, tgl, 12/13 September 1959
Departemen Penerangan menjatakan, bahwa dengan diumumkannja Penetapan
Presiden no. 6/1959 jong menctcopken bentuk dan susunan scrta kekua-
saan, tugas don kewadjiban pcmerinteh daerah, moka Pemerintah sudah
mad ju selangkah lagi dalam uczahanjo untuk retooling disegale bideng,
sebagai kelandjutan dari dekrit Presidon/Panglima Tertinggi tgle. 5
Djular '59 untuk kembali kepada U,U,D,'45, mengadakan penjusunan baru
dibidang executief,

Pemerintah menganggap sangat ponting revolusi ketatanegaraan
jang telah diloksanakan niveau pusat segera diikuti oleh struktur
vertikal, jang berarti revolusi ketatancgaraan harus berlangsung pula
di-daerah2, Kedjadian inl sebonarnja harus sudoh berlangsung aedjak
lama, tetapi persoalannja bukan merupal-an hal jong hie=a diseleseilan
dencan begitu sadja, Perumusan peraturannje memerlulan waktu don pemie
kiran sc-mosak2nja, severti sckarang sudah dapat diumumkan hasilnja,

Djadi edalah tidak benar bohwa Penetapan Presiden tentang pero-
banan struktiur pemcrintahan daerch ini dikeluorkan sctjara teregesa2,
behkan sebenarnja sudah agak lombat. Karena pemsrintahan di pusat sue
dah digesuaiken dulu susunannja sesus. dengan U,U.D.'45 dan pslaksa-
naan demokrasi terpimpin sedang dacrahZ belum; tegasnja kelandjutan
dekrit Presiden herus segera dilakukan djupa di-daerah2,

Peraturan ini bukanlah peraturan Menteri Dalam Negeri dan Qtonomi
Daerah sce-mata2 tetapi adalah psraturan jang dikeluarkan oleh Pemerin-
tah beruna Fenctapan Presiden, Pelaksanaan retooling pemcrintahen dace
rah ini tidak dapat di-pisah2kan dengan apa jang sudah didclritkon
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@csiden, jang nantinja skan dipcrtanggungedjawabkan kcpada Madjelis
crmusjawaratan Ralkzjat,

Tindakan dibidang pemerintahan deerah ini didaserkan kepada ke-
pentingan jang vokok, selain untuk mentjiptelan keselarasan dikalangan
pemerintah daerch djuen unink merdbak hal2 jang bertentangan densan
maksud stabilisasi pemcrintahan,

Dalam peda itu Pemerintch tidak mengabaikan suatu masaloh jang
penting jakni bahwa politil: dekonscnirasl dan desentralisasi harus ber-
djalan terus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial,

Dasar ini terdjiamin dalem stiruktur Pemerintahan jang altan datang
dimena Kepala Daerah diangkat dari ontara tjalon jang diadjukan'oleh
DPRD jang bcrsangkutan,

Kalau dalam pcnetopan itu disebut Presiden dan Menteri Dalam Nee
geri 72 Ctonomi Daerah bolech mcnetavlan penranckatan Kevala Dacrah di-
luar pentjalonan DPRD, hal ini adalah se-mato2 untuk menengaehi djika
sisalnja timbul psrtentanganZ mengenal pentjalonan didaerah, Dan kira-
nja tidak akan terdjadi pongangkatan diluar ventjalonan itu, apabila
gudah ada kebulatan dan daerahf sudch mempunjoi djogo2 jang sudaoh me-
rupskan "the right man in the right ploce”.

Peplu diketahui pula bahwa kckuasaan Kepnla Daerah dehgan berlae
kunja Penetapan Presiden tcrmaksud tidaklah absoluut. Karena beresamaZ2
DPRD Kepala Dacrah bekcrdja mcnunaikan tugnsnja,

PIDATO RADIOQ MFNTERI IPIK CANDAMANA
- MENGEWAY PiNLTArAN PRESIDEN TENTAIG PEM.RINTAH DAERAH, -

Pidato selengkavnja dari menteri dalam ncpori/otonomi dacrah ter-
sebut adaloh sbb,: ,

Pada hari ini telah diundanglzan Penetavan Prcsiden no., 6 €ahun 159,
jang menetapkan bontuk dan susunon, scrta kekuanssan, tucas dan kewad jib-
an Pemcrintah Dacrah,

Olen karena Penectanan Presiden terscbut mombhawn merobohan jang
prinsipil dalam pimpinen sarta kekwasaan Temerintah Daecrsh, malre kami
menganggap perlu menjampaikan scpatah dua patah kata kepada SaudaraZ
sekalian, sebasni penanpgung djawab tertinggi dibiddng psmerintahan
didaersh Caudarn2 mosing-masing,

Sedjak dikeluarkannja Dckrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959,
maka pemerinteshan dipusat sctjara berangsur-anssur, telah disesuoikan
dengan ketcntuan-lctentuan dalan U,U.D. 1945 dan azas demokrasi tor-
pimpin. Jang terpentine dianteranja,ialahs

1, pembentukan Kab.nst Yerdja, jang Menteri-Menterinja merupskan

pembantu dari dan hanja bertanggung djawab kepada Prosiden, dan

2. penjumpahan kembali anggote2 DPR sebagai anggota2 DPR, jang

mendjalankan tugas kcwadjibannja berdasarlan U,U,D, 1945,
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Radan2 pemerintahan dipusat, setelah mengalami "retooling", teleh
rulail mensgerakkan rode pemerintahan dalam bidangnja masing-masing
dengan segala kekuaton jang ada padanja.

Apabila kita monghendaki kelantjaran pemsrintanan diseluruh Negara
djadi tidak hanja d:pusat tetapi djuga didacrah-dasrah, maka untuk ke=-
lantjaran itu, antara pusat dan dacrah harus ditjiptakan suatu harmoni.

Harmoni ini harus berupa kecseragaman dalam bentuk den susunan scre
ta kekuasaan tugas dan kewadjiban pemcsrintahan dipusat dan dideerah,
Dengan demikian badan-badan pcmerintahsan didaerahpun, harus disesuallkan
dengan kctentuan-ketentuvan dalanm U.U.D, 1945 dalam rangka pslaksanaan
demokrasi terpimpin.

Disamping itu ada dua masalah penting, jong harus mendopatkan per=-
hatian sepenuhnja dari Pcmcrintah, jaitu:

1, bahwa politik deckonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus

dengan mendjund jung faham desentralisasi territorial, dan

2. bahwa dualismoe dalam nimpinan pcmer-ntahan didaerah harus di-

hapuskan.

Melandjutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasl berartl me-
landjutkan pemberian hak kcpada Deerah untuk mengatur dan mcngurus rue
mah tangganje sendiri,.

Akibatnja ialah, bahwa urusang, Jjang kini termasuk kewenangan pe-
merintah pusat, setjara berangsur-angsur akan beralibh mend jadl kewe-
nangan pemcrintah daerah,

Sudah barang tcntu tinda2kan2 mengalihkon kcewenangan itu harus die
sesuaikan dengan kermampuan dan kcsanpggupan doaerah masing2. U.U, no. 6
th. 1959 dapet didjadikan dasar landasan untuk menudju kearah realisasi
politik dekonsentrasi dan desentralisagi itu.

Adapun jeng dimaksud dongan duallisme dalam pimpincn pemerintahan
daerah ialeh, bahwa didaerah pada waktu ini ada dua pimvinen jang bere
diri terpisah, mengenai dua bidang pckerdj2an, iang pade hakelkatnja sae-
ngat erat hubunsannja satu sama lain, jaitu:

1. bidang pemerintahan umum pucat didaerah, jang didjalankan oleh

» corps pegawal pemcrintah pusat didaerah, jans lazim disebut
corps Pamong pradja dan

2. bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan (medee

bewind) jang didjalankan oleh Pemerintah Daerah, ‘

Adanja dualisme 1ni sering mcnimbulkan pertentangan antara fihak
jang satu dengan fihak lainnja.

Pertentangan ini tidaklah diczecbablran karena ada salah satu fihak
Jang tidak atau kurang bersedia untuk mengadelan kerdja sama, akan te-
tapi keadaan jang demikisn itu scmata-mata discbobkan karensa sistim
pemerintohan jang bersirat dualistis itu sendiri, jong dalam banjak hal
tidak dapat menentukan batas2 jang tegas mengenail kewenansan mooinge-
masing fihal, '

Dijeloslah, weesess
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Djclaslah, bahwa keadasnn ini sanrot monghembat roda pemecrintahan,
ian oleh kerena 1tu nerlu segera ditjarikan djolon penjelesaian,

Sistim vem.rintahan daerah jang kita miliki dowasa ini, jeitu
jeng termuat dalan Undeng-undang Noe. 1 tahun 1¢57, tidaklah mengsandung

azas demokrasi tcrpimpin den tidak mendjamin harmoni jang kami scbut
iiatas, Undang-undaneg o, 1 tohun 1957 tidak membcerikan kedudukan jJang

" lmuat kepada Eepela Dacreh, kcdudulan mona djustru sangat diharapken

untuk depet mcndjelankan pemerintaran jong stabil dan effigien,
Berhubung denpan itu maks delam rangla kembali ke U,U.D, 1945

dan pclaksanaan domokrasi terpimpin, sistim pemcrintahan tersebut per-
lu diganti dengran suatu sistim jeng lebih mendjamin stabiliteit dan

effisiensi jang kita tjita-tjitakan itu, Sistim inilah jang terkandung
dalam Penetapan Presiden no, 6 tahun 1¢52, jang teleh diundangkan pada

aari ini, :
Dalam Penetapan Presiden tcersebut ditetapkan bentuk dan susunan

szrta kekuasaan, tugas dan kewadjiban Pemerinteh Daerah, jang pokok-

pckoknja adalah sebagai berilut:

1,

pimpinan dalam bidang pemcrintabhsn umum pusat didaerah dan pim=-

. pinan dalem bidang pemerintehan daeran diletakkon ditangen sc-

2,

Se

4.

orang ¥Fenala Daerah; denran domilian hapuelah adanja dralisme
dalam pemeorintahan didagcrah,

berhubung pentingnja kedudukan Kepald Daerah sehacal pemusatan
pekerdjean, ba.k pada bidang pcmer.ntah pusat, maupun pada bi-
dang ncnerintah daerah, Kepala Daerah diangkat olech Pemerintah
Pusat dan diberi kedudukan scbagai pegawvai Negara,

- Penganglkatan itu dilakukan dari antara tjalon-tjalon jang
diadjukan oleh Dawan Terwalilan nakjat Daerah jeng borsangkuton,
tjalon-tjalon mana harus memenuhi sjarat-sjorot pendidikan, ke
tjakapan dan penzoalaman dalanm pbmarintahan. Namun Présiden, Men-
teri Dalam Hegerli dan Ctonomi Dacrah dapat menentukan pencang-
katan diluar pentjalonan tersebut, '
Kepala Daerah tidal bertangcsung djawab kepada Dewan Perwakilan
Kalkjat daeran dan oleh korena itu tida cdapnt diberhentikan,
karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Lakjat Daerah,

Sebagar alat pomsrintah pusat, EKecpela Decrah:
a, mengurus ketertiban dan kcamanan umum didaerah;

" be monjzlenggaralan koordinasi antara djawetan-djewatan pnemce.

rintah pusat didacrah cden antara djowatan-djawatan tersebut
dengan pocmerintah dacrsh;
c. melakukan pengawasan atas djalannja pémerintahan dacrah;
d. mendjalanken lain-lain kewenangan urunm jang terletak dalanm
bidang urusan pemerintah pusat;
2 s/d d menurut perundangan jang berlaku, dan jang hinecga kini
did jalankan oleh Gubernur bagi Daerah tingkat I dan olch Bupatiy
Wwalikota bagi daerah tinglat IT,

5, Sebagai sése
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7.
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Sehagal olat pemcrinteh daerah Kepala Daerah bertindak sebagai
nemegang kekuasaan eksekutip, baik dibidang urusan rumah tangga
dacrah (otonomi), meaupun dibjdang tugas pembantuan dalam peme=
rintahan (medebewind),

Dalam mendjalankan tugasnja dibhidang urusan pemerintah daerah,
Kcpala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemcrintah Har.an;
Anggota-anggota badan ini sedapat-danatnja diangkat dari tja-
lon-tjalon jang diadjuken oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daorah;
Kekussaan cksckutip jone d.djalankan olch Kepala Dacrah tidak
lagi bersifat kolegial, akaan tetapi sebnliknja djuga tidak me=-
ninggalkan dasar pormusja%aratan dalam sistim pemerintahan;
Anggota-angpota Badan Temorintah Harian merupakon pembantu Kee
pala Dacrah dan harus bchas dari koangcotaan partai politik,
Dewan Perwakilan Ralzjat Dacrah mendjalankan kekuesaan, tugas
dan kewadjiban pemcrintahan deerah menurut peraturan per-
undangan jang borlaku, sclema tidek bertentangan dengan ke-
tentuan~kotentuan dalam Pcnctapan Presiden ini, '
Penjelenggaraan pcmcrintahan daerah dibidang otonomi dan tugas
pembantuan cdalam pumcrintahen, tetap dilalukan berdasarkan ke=
tentuan-ketentuan dalam Undang-undang No, 1 tahun 1957, ketjuall
apabila bertcntangan dengan secuatu ketentuan dalam Penctavoan
Prcsiden inti,

Selandjutnja mcngenai penjelesaian kedudukan Kepala Dacrahj Dewan

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalilan Ral"jat Daerah jang sekarang ada,
ditentukan sebagai berikut:

1.

2

Dewan Perwakilan Ral-jat Daerah jang ada mendjadi Dewan Pecrwae
kilan Rakjat Daerah menurut P:nctepen Prcsiden ini,
Anggota~-anggotanja diwadjibkan mencangkat sumpah ateu mengutjap-
kan djandjl dihadapan Mentcra Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah
atau pendjabat jang ditundjuk olehnjaj

Dewan Pemerintah Dacrah jang ada dibubarkan dan bckas anggota
Dewan tersebut diangkat mendjadi angrota Badan Pemerintah Hae-
rian, ketjuall mereka jang menjastakan tidak bersedia,

Djuga (bekas) Kepala Daerah jang tidak diangkat kcmball sebagai
Kepala’Daerah menurut Penetapan Presiden ini dapat diangkat men-
djadi anggota Badan Pencrintah Harian, epabila 1a menjatakan ke=-
sediaannja untuk itu, '

Demikianlah dalam garis becser pokok-pokok jong termuat dalam Pene=
tapan Presiden no, 6 tahun 1959,

Denpan sistim pemecrintahan ini diharankan, bahwa program kabinet

iordja,

Joang terdiri deri 3 pasal jone telab terkenal itu, alkan dapat

iilaksanakan dengan seboik-baiknja,

Untuk mclaksanakan Penetancn Presiden tersebut oleh Departcmen kami
1zan sercra dikeluarkan instrukeieinstruksi dan disamping itu alran di-
"irimkan pula pendjabat-pendjabet kcdasroh-daerah untuk memberikan

pendjolagan= 4eebeses




~-ndjeclassn-pcndjelasan disekitar peloksanaan tersebut,
Kami mengharnan@an hantuan jone sebesar-hesarnj]a dari SaudaraZ see~

kalian, agar supaja instruksi-instruksi itu dapat dilaksanalkon dengan
tertib, dalam wal'tu jang sesingketesinckatnja.

Dalam pada itu kaml menpharapkan kolchlasan dan nulo pengertian
sepenuh=ncnuhnja dari sovdara2 sclalian akan kcluhuran tudjuan, Jang
ingin ditjapei dencan mendjalankan sistim pemcrintahan dacrsh jang ter-
muat dalen Penctanan Presiden ini. ,

Tudjuan terscbut tak lain, ialob i{crwudjudnjn suatu pemerintahan
daerah jang stabil den effision, ;g sanggup membawa rakjat kepintu
gerbang kcmgkmuran dan kes-.? culeraan, Dengan adanja kcichlasan dan
nengertien jang demikian itu, maka kami portjaja, bahwa masingz akan dae-
nat dan bersedia menjampingkan kepentingan poerseorangan dan/atau go-
lonsennjn.

i vl jakin, bahwa denran bantuan Saudara2 sckalian, rcorganisasi
dari pcm:crintahan deecrah ini akan danat disolesaikén dalam waktu Jang
singkat, untuk kebahagiaan ralkjet, janm pada waktu ini kita bersama
mendapatkan kehormatan melaksanakannja, (PIA, 10-9-1959),

Presiden/Ketua D.,P.A, tclah menentukan, D,P.A, dalam sidangnja ke
3 tanggal 20 s/d 22 Cltobor 1959 nanti aban membitjarakan PP No,6/1959,
(Sulindo, 28 Sopt.'59),

INSTRUKSI PEM:LRINTAN PUSAT KEPADA GUBZRNUR DJAWA TENGAH,

Sckretaris Gubernur Djawa Tengah, ¥Mr. Sutarmo, menjatakan bahwa
telah ditcrima iInstruksi dari Pemcrintah Pusa2t j.l., antara lain menja=-
takan tidak bolech membitjarakan lagi PP No. 6/'59, baik oleh Pemerintah
Daerah Otonom maupun olch pedjabat resmi lainnje,

INSTRUKSI MERETOOL PEMERINTAH DAfHAD + URUTAN PROSEDURE,

Departemeon Dalam Negeri & Ctonomi Daerah delam keterangannja kevade
Sk. "Pedoman" mengatekan bahwa Mentori Inti Dalem Nogeri & Otonomi Daca
rah Ipik Gandamana teleh menginstruksikan dalam bulan September !59,
agar semua DPRD Swatantra tingkat I diseluruh Indoncsia suseh harus di-
retool dan disesuaikan dencon U, U.D, '45,

Dalam instruksi ini sslondjutnja dinjatalan, bahwa DPRD=2 Swt,.I dan
DPRD-2 II diseluruh Indonessia sudah harus disumpah berdasarkan PP No., :/
59 dan DPRD-2 lama akan dibubarkan. , |

Diterangkan, bahwa setelah DPRD-2 Swt, I dan II disumpah berdonars
kan PP No, 6/59 sesuni dengon kembalinja ke UUD '45 dan demokrasi ter-
pimpin meka DPRD=-2 jang sudah dirctool itu mengadalkan sidangnja untuk
memilih kepala2 daerahnja berdasarkan PP No, 6/59 tsb, | ‘

DPRD=2 o« .olse
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DPRT-2 Swt. I memilih kembali beberapa tjalon kepala daerah/gu-
bernur sesuai dengan sjarat2 jang ditentukan dalam PP No.6/59 dan ke~
mudian tjalon2 tsb. diadjukan kepada Menteri Dalam Negeri & Otonom Dae-

rah,
Seland jutnja Menteri memilih tjalon2 tsb., dan mengadjukannja kepa-

da Kabinet untuk disetudjui dan kemud.an diadjukan kepada Presiden un-
tuk diangkat,

DPRD-2 swt., II dalam suatu sidangnja pula harus memilih kembali
beberapa tjalon jang sjarat2nja seporti ditentukan oleh PP No.6/59,
Tjalon2 kemudian diadjukan kepada Gubernur/Kepala Daerah Swt. I jang
kemudian diadjukan kcpada Menteri Dalam Negerl jang memilih diantara
tjalon2 tsb., untuk kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri mendjadi
Bupati, kepala daerah Swt, II. (Pedoman, 14 Okt.'59).

DAERAH2 MULAI LAK3ANAXAY P.P. o, 6/1259,

Menurut berita2 jang sampai di Djakarta, beberaps daerah Swt, I
dan II misalnja Riau, Djawa 2arat dan Sulawesi, sudah mcnetapkan tang-
gal?2 sidang kilat istimewa DPRD masing2 untulr memenuhi instruksi Men-
terl Dalam Ncgeri & Otonom Daerzh guna pelaksanaan PP o, 6/59,

(Abadi, 15 Okt,.'59).

KONPERENSI DINAS MENTERI DALAM N:EG:RI DENGAN PAXA GUBTRNUR, KEPALA
DAERAH SWT. I DAV KXETUA DPRD SWT., I TELAHY DIMULAY DI BANDUNG,

Menuvrut keterangan jang diperoleh "Antara'" djawaban Menteri itu
tidak akan bersifat rolitis jang berupa pertancgungaen djawab, oleh ka-
rena Menteri sekerang ini tidak bertanggung djawab kepeda Parlemen atau
Instansi lainnja, mclainken kepada Presiden, (Duta Masjarakat, 16/10!'5¢

Mentefi Dalam Negcrl & Otonom Daerah, Ipikaandamana, dalam Kon-
perensi Dinas antar Kepala Dacrah/Kctua DPRD/Gubernur se Indonesla, te=-
lah menjetudjul penundaan dari masa berlakunja kegugurah seorang anggo-
ta DPRD jang bclum disumpah sesual dengan iklim jang beru, kembali ke
UUD 1945 dari tgl, 28 Nop. mcndjadi 7 Des. 1959, .

Selandjutnja Menteri meniatalan bshwe Dacrah2 tidak dibenarkan mem-
bahas segi politis dari PP No., 6/1959 itu, dan menjerahkan persoalan
itu pada taraf jang lebih tinggi, jaitu D.P.A. dan D,P,.R.

(Abadi, 16/10-1'59),

GUBEENUR SUMATRA SETATA KIRIM INSTRUKSI KEDAERAH SEYITAR PP No,.6/'59.

Saberrnar Sumatre Sclaten Husein selaku penanggung djeswab dolam pe-
Taxigcan, pamnentnkan Pemerintahan Decrah tingkat I, II dan Xotapradja
dv furaurae S»laten tgl, 10 Clkctober jl. telah mengirim instruksi kepada
pasA Asziden, Truani, P4, Bupati, Kepala Pemerintahen Umi'm d- henala2
Dasiad virgant O i IT Iotapradja di Sumatra Selarern, “cntamg namben-
taican Posicrintehan didacrah menurut PP No., 6/1959. DUOl wrenes
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Dalam instruksi tsb. diminta agar sedapat-dapatnja DPRD=-2 tgl, 19
Cktober mengadakan sidang kilat istimewa, jang mcmbitjarakan pcnpgalihan
status DPRD, kemudian mcreka dilantik dan disumpah mendjadi angcgotaZ
DPRD baru,

Pada umumnja, sidang kilat istimewa DPRD=-Z2 ini, per-tama2 akan me=-
minta pendapat para ang-ota, ara’ah mereka bersedia atau tidak bersedia
nend jadi anggota DPRD baru, sesual dengan penetanon Presiden Vo, 6/1959,

(Duta Masjarakat, 16/10-'59),

IPIK ALAN LAPCR SEFITAR PP No. 6/1059,

M.Pe Djuanda meneranglan kepada pers bahwa psraturan Presiden No.
6 akan dibitjarakan oleh DPAZ dalam sidangnja j.a.d, jong akan dihadiri
pula oleh kalangan Pemerintah,

Sebelum 1tu, Mentcri Inti Dalom Hegeri/Ctonom Deerah Ipik Gandamana
akan memberikan laporannja kepada M.P, Djuanda tentang hasil2 rapat
daswati2 tingkat I jang baru2 ini diadal’an di “andung tentang peraturan

Fresiden No, § itu, (Sulindo, 18/10-'59),

INSTRUKSI PEPERDA TT, II,

Penguasa perang dacrah Swt, I Sumatra Sclatan dan Djambi Kolonel
Harun Sohar telah menginstruksikan kepada pefugas2 didaerah hukum TT.II
Sriwidjaja untuk mengadakan pencawasan terhadav adanja kegiatan2 pollitik
didaereh ini, '

Dalam hubungan ini Ketua Pecperda telah mclarang DPR=-2, PartaiZ2 vo-
litik, organisasi2 dan badanZ lainnja untuk membitjarakan soal materi
dari PP No, 6/1959 karena hal tsb, mcrupalan suotu keginatan politik.

(Avadi, 20/10-'59),

DPA BITJARAKAN PP No, 6 TAHUN 1959,

Roeslan aAbdulgani, Wakil Kotua D.P.d. dalam keterangannja pada
Antara menjatalan, bahwa mulai hari Selasa hari ini Presiden akan me-
mimpin sidang?2 Dewan Pertimba-ngan agung jong alkan berlahgsung sampai
hari Kemis j.a.d.

Pada sidang harl jang pertama akan dibitjarakan persoalan PP No. 6/
1959 dimana Mentcrli Dalam Negeri dan Ctonom Daerch Ipik Gandamana mung=-
kin akan memberilan pendjeclasan sekitar penetavan Presiden No, 6 tsb,

Atjaraz lainnja jang mosih harus diselesaikan oleh DPA ialah masa-
lah tata tertib DPA, masalah Front Nasional dan sistim kepartaian,

(3ulindo, 20/10~159),

DASWATI I IEEEEXK]

-~
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DASWATI I DJAWA TENGAH DAPAT MULAY LaKSANAKAN PP No, 6/1959 PADA
O Bl R \

Xetua DPRD Djawa Tcngah Imam Sofwen setibanja di Semarahg atas per=
tanjaan PIA menerangkan, setelah 1a bertemu dan mengadaken pembitjaraan2
dengan Menterl Dalan Nereri don Otonom Daerah, sertae mengiluti konperene-
g1 antar daswati I den pfra Gubernur se indoncsla di 2andung, bervpens-
dapat tidak ada dialan lain ketjuaell horus melaksanelan Penetapan Pre-
siden No. 6/1959,

Mcnurut perkirsamnia, untvk Daswati I Djawa Tengenh akan dapat mu-
lai melaksanakan peanetapan Pres:den tsb, pada lI'ira2 awal bulan Hopember
1959 dan kemudian menjusul peleksenaan di daershz,

~ (Pedoman, 20/10-'59).

DPRD DJAWA BARAT BURDASARVAN PP NC., 6 DILONTIK H.ARI INI,

Wartawan Pedoman manginturlelnllkan dari 3andung, bahwa Menteri Inti
Dalam Negeri dan (Qtonom Deerca, Ipik Gandemana, heri ini okon melantik
DPKD SWT, I Djawa Bartt Berdasarkan PP o, 6/1959,

Pd, Gubernur Djawa Barat kd. 3Bacerah Adiwinata ketika melantilk
DPRD Swt., II Kabupatcn Sandung mengatalan, bahwa DPRD jang baru ini
merupakan konsekwensi far:ipada gagasan kcembalil ke UUD'45 didalem usaha
kita mewudjudvan demokrasi terpimpine ,

Dikatakannja, bahwa UU No, 1/1957 sudsh tidak sesual lagi dengan
keadeaan sekarang, disfna kita sudah berada didalem UUD!4S dan didalam

mengudjutkan.demokrasi terpimpin tsbe.- (Podoman, 20/10-159),

DPRD DJAYA BARAT SELESAT D L ANT#K RBIORDA AR™AN PENTTATAN PRES, NO, 6.

DPRD Swt, I Djawa Barat, poda tan~=al 29 Cktober telah dilontik
berdasarkan PP No, 6 dan meruvpaltan DPRD Tingkat I jong pertama diselue
ruh Indonesia jong telah menjesuallan dirinja dengnh peraturan jang ba=-
ru itu,

, . Pelantikan dilakukan oleh Gubernur d.perbantukan pada Fcmenterian
Dalam Negeri/Otonom Dacrah lr, T, Hassan, jang bertindak mowakili Mene
teri Dalam Negeri,

Dalam pidato peclentikannja Mr, T, Hassan menjatalan, bahwa dalam
rangka kembali ke UUD'45, dan gagasan dcmokrasi torpimpin, perobahan2
sep-rti ini tak dapast dielakkan.,

Panglima TT, II Kol, Kosasih dalam kata sambutannja mencgaskan,
bahwa perobahan status DPRD ini sama sekall tidak merobah lemba aga dari
demokrasil daerah, dan sifatnja tetap sebagai lcmbaga demokrasi,

(Pedoman, 2£2/10-'59).

PU’]U::}‘X:\I oo 0000 0
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“UIUSAY PRESIDEN TTG. PP, 6/!'59 SIDANG DIRUMUSKAN.

Mentcri Muda !°212di atas partanjran tentang mascleh keputusan
Prcsiden tentong PP 6/'59 jang discmnai¥en dimula sideng DPA kntolan,
behwa hel itu kini sedang dirumuslan dan hosil nerumusan itu alan die-
umumkan pada ochir bulen ini djure,

Dikataliannja, bhahwa nerumusen mengenai hal ini diserahlkan kcpada
wakll Ketua DPA Ruslon asbdulgani dan lenter: Dalem Negeri/étonom Daerah
Ipik Gandamana, jong mernpakan panitya nerumus dori kenutusan Presidon
itu, (Duta Masjarakat, 30/10-'59)

MASALAH PP No, 6 DI-DAERAHZ2 TELAH RE¥DA,

\

Menteri Dalam Negeri/Otonom Dacrah Ipik Candamana menerangkan ates
purtanjaen pers di Medan, bahwa suasana (masalah) di-dacrahf mengenal
penetapan Presiden No. 6/'59 kini teloh reda, don menurut Menteri kini
sudah ada DPKD=-2 1tu kelall danat mengadjukan tjalonZ Kepala Daerehnja.

Kcdatangan Mcnteri Ipik Gandamena di Mednn 12loh untuk m2mberikan
pendjelasan2 tentang Penctapan Presidon No., 6 tsb, didalasm konperensi
pera Gubsrnur seluruh Sumatra, (Pedorman, 31/10-159),

PP No, 6 TIDaX BCLTY DIBITJARAKAYN DI DJAVA TIMUR,

Ponguaéa Perang Dacrah Djewa Timur telah memutuskan menetankan
berlakunja Pcraturan Poperda Djatim tentang laran~an venjiaran, nemberi-
taan atau pcmbitjaraan densan tulisan lison oton dencan tjare apapun
jang dapat ditafsirkan borsifat menentang terhadap Penetapan Fresiden
Ho, 6/1952 dan Peraturan Pelalsanasnnja.

Peraturan Pepsrda Djawe Timur Yo, P3«1-1G59 ini berlaku sedjak
tgl. 20 Oktober 1959, Siapa jangs molokukan pelangcearan dientjam dengan
hukuman kurunyan se=lamaZnja 3 bulan atau hukuman denda sctinggi-ting-
ginja Rre 300, - (Merdeka, 31/10-'59),

TIMBULNJA PP Yo, 6/1959 SALAT XITA SENMUA,

Ipik Cendamana, Menteri Dalam Negori/Otonom Dacrah, dalam tjera-
mahnje digubernuran dihadapan 5 orang gubosrnur sc Sum&tera, anggotal
DPRD tingkat 1 dan Il serta pare pembosar sipil dan militer didaerah
ini mcngatakan "Timbulnja Pcnotapan bresiden No. 6/1959, bukanlah kosa-
lahan saja, bukan djuga kesalahan Bung Karno, tcetapi adalah kesalahan
kita semua jang mengingini dan memints kemboli k¢ UUD'45, m~ka Penc=-
tepan Presiden No. 6/1659 tsb, meruvpal/an follow-up dari kembali ke UUD
1945 itu jaitu mengodakan retooling semun bedan2 pemerintahan setjara
revolusioncr dan radi%2l",- ( Duta Masjarakat, 2/11-'59).

KEPUTUSAN 4aouses
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KEPUTUSiM PRESIDEN MCNGENAI PP No, 6/1959,

Menteri Muda Penerangan Maladl hari Kemis siang mengumumkan ke-
putusan Presiden mcngenal PP No, 6/1959, dimana dinjatakan, bahwa Pre=-
siden gkan menrangkat Fepala Daerah Tinpgkat I diluar pentjalonoan DPRD,
djika DPRD telah dua kali mengadjukan tjalon2 jang ternjota tidak me-
menuhi sjarat,

Djuga Presiden aksn mecngangkat Kepala Dagrah Tingkat II, djika
DPRD teleh dua kalil mengadjuken tjnlonZ2 jang ternjata tidok memenuhi
sjarat untuk diangkat djadi Kcpala Dacrah tingkat II oleh Menteri Dalar
Negeri/Otonom Daerch dcnzan persctudjuan Presiden,

Pengumuman Keputusan Presiden tsb, diberikan oleh Mcntori Muda Pe=-

nerangan Maladl diistana Bogor,. (Mordeka, 6/11-159),

WEWENANG JANG LEBIH BESAR RAGI KeP .LAZ DAERAH,

Dengan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daersh Ipik
Gandamana, kemarin pagl Konpercnsi Kerdja para Pengunsa Scmentara Dasge
wati II Pekuper=SST dan Pcperda Kodam=SST, dengan resmi telah dibuka
bertempat di Gubernuran Makassar,

Monteri Ipik Gandamana dalam kata ssrbutannja memberikan pandangan
sekitar kecadnan dalom negerl s.le mcngenal Peraturan Presidcn No., 6/195¢
sistim demokrasi dalam negara kita sedjsk revolusl 1945 serta segala
porsoalan jang dihadapi olch Pemorintah die-waktu2 lampau, soempal die-
dekritkannja UUD'45 sebagaoi Dasar Necgara,

Selandjutnja menguraikan, bahwa sesuail dengan UUD'45 dan Manifesto
Politik Presidcn, maka dalam waktu jang singkat ini Prcsiden mengingine
kan penjelesaian segera dan menchapuskan sistim dualisme dalam pimpinan
Pemerintahan, '

Menteri mcndjelaskan bahwe pada Kepala2 Dacrah sekarang ini dalam
usaha2nja menstabilisasi kcadaan deorahnja masing2, termasuk usaha2
koordinasl urusan penertiban dan keamanan, telah diberikan wewcnang
jang lcbih besar dan lebih luas daril waktu jang sudah2,

‘ (Merdcka, 24/12-159),

PEMZRINTAH TET.PKAN DJALANKAN PP No, 6/1959.

Kepala Direktoret Pemcrintahan Umum pada Departemen Dalam Negeri
dan Otonom Deerah, Roeckadi, mencrangkan kepada "Antera™ bnhwa dengan
sjarct2 jang telah diletakkan didalomnja berdasarkan Manifesto Presiden
dalem pcngangkatan Kepalal Daerah Daswati II itu nanti, Pemerintah akan
tetap konsekwen mendjalankan Penctapan Presiden No, 6/1959,

Rockadl menambahkan, bahwa kundjungan Menteri Ipik ke Makassar,
adalah djuga dengan maksud ingin melihat dari dekat perkembancan di SST.

(Merdeka, 24/12'59),

HENK NCANTUNG . o o «




- l3 =

IENK NGANTUNG TAXK PENUHI SJARAT.

Ketua DPRD Kotapradja Djekarta Raya abdullah Salim selakg Ketua
Panitia Teknis pcntjalonan Kepala Dacrah meneranglan, bahwa Henk Ngan-
tung satu2nja tjalon jang dikcmulkakan PKI untuk djabatan Kepala Daerah
Djakarta Raya ternjate tidalt memenuhi sjarat dalam pcndidikannja.

(Abadl, 19/12-59),

APA DEFINISI "ORANG FUAT",

Ketua DpRD Djawa Barat Kosasih menerangkan bahwa jang dimaksud
oleh Pemerintah Pusat dengan "orang kuat" buat tjalon kepala daerah
Djawa Barat adalah orang jang "acceptable" untuk scluruh lapisan masja-
rekat Djawa Barat dan orang jang capable untuk mcndjalanlkan pckerdjaan=
nja sebageai seorang kepala/gubernur,

Pemerintah Pusat, menginginkan seorang jang bcnar2 "the right man
on the right placc" itu atau "orang jang tepat untuk djabatan jang tepat?

Tetapi kesulitannja ialah dalam soal pcnilaian dari jong bagaimana
orang jang acceptable dan capable mcnurut pandangan Pemerintah Pusat itu.

Oleh karena itu antara Pemorintah Pusat dan Dacrah Djawa Barat ha-
ruslah ditjari "titik pertemuan" mengenai soal penilecian ini,

' (PIA,

MILITER & POLISI DIANGKAT DJADI Ki&PAL.aZ2 DAFRAH.

Menteri lMuda Peneranzan Maladi mencrangkan kepnda "Sulindo" bahwa
pengangkatan orang?2 militer dan polisi untuk djabatan kepala dasrah
adalah se-mata2 didasarkan atas pertimbangzan kapasitet dan ket jakapan

jang dimilikinja, (Sulindo, 22/1-160),

RESIDEN MCCHTAR KEPALA DASWATI I DJaYA TENG.H.

Ketua DPRD Djawa Tengaoh, Imam Sofwan menjatakan kepada koresponden
"Sulindo" bahwa dongan Keputusan Presiden tcrtanggal 29 Djanuari 1950
Residen Mochtar dari Surakarta mulai 15 Djanuari 1960 diangkat memdjadi
Kepala Daerah Tingkat I Djewa Tengah dengan gelar Gubernur,

Sujono Atmo anggota Dowan Pcrtimbangan .gung Sementara mulai 1 Pe-
bruari 1960 dengan Keputusan Prcsiden diangkat mendjadi Wakil Kepala. Das
wati I Djawa Tengah dengan golar Wakil Gubcrnur.

Sulindo, 2/2-'60).

KEPALA DAN WAKIL FEFALS DAERAH DJAKARTA RAVA SABTU DILANTIK.

abdullah Salim Ketua DPRD Djakarta Raya dalam ketcrangannja menga-
takan bahwa pnda saat pelantikan kcpéla deerah jarg baru itu, maka DPD
Jang lama dinjatakan bubar dan pcmhentuban 3PH gsharesimana jang dimoke-
sudken oleh PP 6/1959 sudah harus tcerben®uk dalam woktu seminsgu sesudal
pelantiizan kepala daerah,
. Solandjutnjo..e..




Sclandjutnja dikatekan bahwa setjare rcsmi telah diberitahukan ke-
pada Kkol. Sumarno tentang hari pclantikannja mendjadi Kepala Dacrah

Djekarta Raya.- (Pedoman, 3/2-160),

PELAKSANAAN PP o, 6 TAR DIMAKSD UNTUE TTMAULZAN PERSCALAN "NON" DAN

9
—— e

Menteri Dalan Nogeri dan Otcnom Daerah, Ipil Gandamana mesncrangkan
didzpan Parlemen, bohwa dalam nepgpangketan kepale dacrah menurut PP No,
6/1952, Pemerintah tide: bermaliud membangkitkan soal non dan co.

Keterangan ini dibtrr_kan scbagel djawaban Tomerintah dalam bemane
dangan umum babak pertama DI'n tentang RAB 19¢60. '

Seland jutnja Merteri menegasken, bahwa sjarat begl kepala daeerah
seperti jang tertjsatum dalem PP No, 4/1959 adalah merupalan "podoﬁan
urmun" dengan maksud. bisa momportemukan sjarat akseptabel politis dan
ket jekapan tehnis.

Selandjutnja ditegaszon, bahwe sistim Pemerintahan Daerah menurut
PP 6/1959 didasarkan pula pada musjawarah dengan seorang Kepala Doerah
sebagal "sesepuh" (ketua) jang memimpin Pemerintahan don tidak mendike

tatori,
(Pedoman, 4/2-160),

GUBERNUR ACEMAD BAST.ARI:

- SAJA DIDUTUKLAN SEBAGAT KEPALA DAFR H BUEAN KARENA KEPENTINGAN
POLITIK,

Pada tanggol 1 Pebruari jl. Kepsla Daerah Swatantra I Sumatera Se-
latan Gubcrnur dcamad Baastari, pada suatu pertemuan chusus, sebhagal pere

temuan perkenolan pertams densan para pemimpin serikat buruh jong di-
1angsuﬁgkan digedung 3alnl Pertemuan Djalnrn Sekanak, menjatakan bahwa
anggotal buruh maupun scrikatZ buruh tidak dilarang untuk mcnganut se-
suatu 1ldiologi, akan tetapi dalam segala gerak kerdja dan tudjuen beker-
djg wad jiblah mengutamakan kepentingan negara Republik Indonecsia Kesae
tuan, jang berpentjasila.

Selandjutnja ia monekankan tentang pendiriannje, bahwa ia buken
orang jang pandal bcerpolitik dan tidek begltu gemar kepada politik,

"Saja didudukkan sebagal Kepala Daerah buken karesna atau untuk ke-
pentingan politik, Saja tidek akan meu kombali kedaerah inl untuk men-
djobat pckerdjaen saja jang sckarang djike kedudulan saja akan divere
politisecer",

Mcngenal pendirian menghadapi soal sckarang, dimana kcadasn ekono=-
mi tampak agak menjulitkan penghidupan sehari-hori, kepada hadirin di-

’ a ;ng i ja od
larapkon adanja pengertian jang boik, (Musontara, 4/2-160).

TAIXK USAH eeo0 00000
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' 3K USAH DISESALKAN.

RACHMAN SAINAN Wakil Ketua III DPRD Swt. I Djowa Barat berpendapat
behwa pengangkatan Lot, Mashudl sebagal Kepala Dacrah tingkat I Djawa
3arat tidak usah discsolkan, sebab ia mempunjal suara pendukung jang
t jukup memenuhi sjarat,

MR., ACHMAD ASTRAWINATA, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung jang
pada tanggal 1 Pebruari jbl, telah diangkat mcndjedi “akil Gubernur/Ke=-
pala Daerah Tingkat [ Djawa 3Barat menerangkan, bahwa Wakil Gubernur/Wa-
kil Kepala Daerah itu adalah djabatan pegawal negarae. :

(Duta Masjarakat, 6/2-V60).

KOLONEL DR, SUMARNO RESMI KuPALA D.AER.H.

-

Hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 1960 telah dilangsunglzan pelantikan
Kepala Doerah Djakarta Raya, Kolonel Dr, Sumarno beserta Vakilnja Henk
Ngantung oleh Mentcri Dalam Negeri don Otonomil Deerah, Ipik Gandamana
d1 Balai Kota Djakarta Raya,

Monteri Ipik dalam kata sambutannja antara lain menjatakan/men-
djelaskan betapa besar perbedaan tentang kedudukon dan fungsil Kepala ‘
Daerah menurut UU No, 1/1957 jang bersumber pada UUD!80 dan kedudukan
dan fungsi Kepala Daerah sebagaimana telan digariskan oleh Penetapan
Presiden No, 6/1959 jang berlandasan UUD'45 dan azas demokrasi torpimpin,

Kepada Kepala Dasreh jang baru serta Wakilnja Menteri Iplk menja-
takan ke jakinannje, bahwa mereka akan memahami hal ini benarZ2,

Kolonel Dr, Sumarno Sosroatmodjo dalam pidatonja antara lain menja=~
takan, "Kesukaran2 serta pengorbanan?2 jong dihadapi oleh rakjat seckarang

tidak akan berhenti dengan tibaZ olch karena pelantikan kaml berdua hari

ini",
"Kami berdua menins jafi begaimana berat beban jang diletaokkan di-

bahu kami, 3anjak usaha jang harus dilaksanckan dalam waktu singkat,
Kami berdua meninsjafi pula bahwa anggaran belandja dan elat peralatan
untuk melaksanakan usahaZ2 serta menjelesaikan persoalan2, sangat terba-
tas dan sedikit horapan untuk dapat diperbesar dan ditambah",

Selandjutnja Dr, Sumarno menjatakan optimisnjn pede waktu menje-
lenggarakan tugasnja nanti, didasarlan terutama ates kepertjajaan, b~hwa
seluruh rakjot menginsjafi bz2hwa daripadanja diharapkan bentuan sepe-
nuhnja, sehingga terbukti adenja gotonge-rojong disegala bidang uscha,

Kita harus berani menjempingkan segala pertikalan serte menjamping-
kan segala kegiatenZ negatip jeng dapat menchambat terlaksananje gotong-
rojong, Mcneruskan dan membesarkan adanja pertikoian2 serta kegiatan2
Jang kurang baik, dapat melanggar ketertiban umum dan keamanan,

Mengenal hal inl Kepala Daerah Kolonel Dr, Sumarno menjatakan, tidt
aken ragu2 untuk mengusulken tindakan2 tegas kepada Poperda,

‘ (Pedoman, 8/2-'60),

TAK Q.EI'IU:‘% o009 0000
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TAW SEMU.. DAERAH TINGKAT I PUNJA WA¥IL KEPALA DAFRAH,

menteri Dalam Negeri/Otornomi Daerah Ipik Gandamana menerangkan da-
lam DPR, bahwa dengan adanja istilan "dapat mcngangkat" dalam Penetapar
Presiden No, 2/1960 tentang penganglatan Wakil FKepala Daerah berartl ti
dak semua Daerah Tingkat I mewmpunjei seorang wakll'Kepala Daersh,

Untuk pertama kalinja Prcsiden dengan borpokok panckal pada dan
demi kelantjaran Temerintahan, dengan tidak mendahululan salah satu -
golonzan darl masjarakat menzsanckat seorang wakil kepala daerah dibe-
berapa dacrah tanpa pentjslonan,

Keterangan ini diberikan =sebajal djawaban atas pemandangan wmum
II RAB 1960, dan disamping soal itu Mcnterl mengulangi, bahwa Penetapan
Presiden No, 6/1659 adanlah morupakan kelandjutan dori “cadaan darurat

dan Dekrit Presiden,-
(Podoman 29/2-160).

TAK AKAN DITANGCUHKAN.

Milono, Kepala Daserah Djawa Timur, telah menjatal¥an kepada sidang
DPRD Djatim, bahwa penetanan Presidesn llo, 6 itu tetap a%an didjalanlzan,
tidak ada kemungkinan untuk dipertangguhlon dan tidak ada kemungkinan
dibahas, ’

Keterangan ini diberikan berhubung dengan selesainja konnerensi
Dwt, I & Gubernur dengan Mentorl Dalam Neperi Ipik wandamana, dalam man
wakil2 Djawa Timur djura turut hadir,

DI S.U. TAK ADA KTSULITAN,

Gubernur Sumatcera Utara Sutan Kumala Pontas monerangkan bahwa pe=-
laksanaan PP No, 6/1959 didaerah ini hinrga sckarang belum didjumpai ke-
sulitan? sehingga besar harapan pelantikan anggota2 DPRD-nja dapat die
lakukan pada waktunja jJartu antara.tgl, 21-28 Oktober ini,

(Pedoman £1/10-159),

MOCHTAR DJADI KEPALA DASRAH DJAYA TENGAH.

Residen Surakarta Mochtar dengen styl baru PP No, 6/1959 oleh Pre-
siden telah diangkat scbagal Kepala Dacrah Swatantra tingkat I Djawa
Tengah, (Duta Masjarakat, 25/1-'60).

KOL., WIJONO DILANTIK SEBACAY WAKIL KEPALA DAERAY DTATIM,

Bertempat digpedung Balai Temuda telah dilanssunckan penjumpahan
dan pelantikan Koloncl Wijono sebagai wWakil FYepala Deerah Djawa Timur,

Menteri Delam Negeri dan Otonomi Daerah dalam kata sambutannja me-
njatakan, bahwa Djawa Tirmur mcrunalan potiensi Janr sangat besar dalam
mengedjar tjita2 nasional, Karenanja pcrlu adanja kerdjasama antarn Mi-
liter dan Sipil,

If']ﬂkilco-oco‘




Wakil Kepala Dacrah Djawa Timur Kol, Wijono dalam memberikan dja-
wabon terhadep sambutan2 jdng telah diberikon bahwa nzas2 demokrasi ter-
pimpin sebetulnje lebih besbr kepentincannja untuk daerah2 daripada
44 pemerintahan puset sendiri, karena dideserah lebih penting dalam me-
laksanakan tjita2 tersebut. Denzan diangkatnja seorfng militer dalam
pemerintahan daerah, mo2kn dalam masjarakat aken timbul dua reaksi jaitu:
untuk mensipilkan militer ataukah unfuk memiliterisir negara, Ia meng-
harepkan supaja gagasan tsb, djan~on adn. Karena tidak adanja kerdjasama
antara Militer dan Sipil sukar bisa diwudjudkan kestabilan negara,

Djadi perlu kombigasi antara ¥iliter dan Sipil,

(Suara Rakjat, 15/2-'60).

mwezm== St a e
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§ 2.
PFIDAPAT ORANGZ 1iRKEMUKA/TOKOHZ POLITIK
' C SERTA ORGANISASIZ MASSA.

Dengan diumumkanr.ja Penectapan Presiden No, 6 th. 1259 inl, ada
reaksi2 dari orang2 terkemuka/tokohZ politik serta orgaaiscsiZ2 massa:

ANWAR HARJCONO, wakil ketua fraksi Masjumi dalam Parlenen, telah
menjatakan penjesalannja terhadap Penetapan Presidnon No. 6 1tu,

Dikatakan bahua lopas dari setncdjin atsu tidak setudju terhadap
materinja, sanget l:sesalkan sekall tenttung pnocedure jang ditempuh,
sedang UUD!45 suda. menundjuklken djelan iarg dielas untuk itu,

(A>adt, 1C/9-'59),

KETUA UMUM PNI SUWIRJO ataz vertenjorn ./ ¢imenu pendapstnja me-
" ngenal Penetapan Presiden No, 6 th, 1259 menzntskan, bahwa kebenaran
dasar hukumnj2 ¢isangsikaen. | '

Dilarangnja Bader Pemerintakan Hovian menujedi anggota partel po-
litik dan fungsi badun tsb, hanja setagai pembertu Kepala Daerah, ber-
artl satu kemunduran Jang bukan kctjil didalam cistim Pemerintahan Dae-
reh jang harus dibsri otonomi,

Achirnja ditegaskan, bahwa prinsip2 dalam UU Pokok No, 22 tahun
1248 djauh leb*h dapat diterima dan disetudjui daripada apa jang ditjan-
tumkan dalam Penetapan Presiden No, 6/1959 tsb,=

(Sulindo, 11/9-159),

SEKDJEN PB NU, SJAIFUDIN ZUHRI mengatakan, subenarnja mesih ada
djalan lain untuk menetapkan satu perscalan jang prinsipiil ini, baik
mengenal prosedurnja maupun matcrinja, Djalan lain itu ialah melalul
Jevar. Perwakilan Rakjat,

DPR jang sekarang adalah DPR jang tclah di "retool", oleh sebsb
t%u sudah peda tempatnjalah djikalau lembaga tsb, didjadikan tempat bere
tolak untuk menempuh prosedur, Demikian pula mengenal materinja, djuga
OPR-lah jang dahulu telah pernah menetapkan UU mengenal pemerintah dae-
~ah ini,

Andaikata isi daripada materi Penctapan Presiden No, 6/59 tidak
sertentangan dengan UU jang telah perneh diputuskan oleh DPR, maka itue-
- >un masih bisa dimengerti 4jikalau isi materinja bersifat penjempurngwa.

Akan tetapi djikalou isi materinja sama sekali bertentangan denzan
JU jang telah pernah diputuskan oleh DPR, makc itu bisa mcrupakan satn
recedent jang tidak baik bagi perkembangan ketatanégarasn kita, )

(Duta Masjarakat, 11/e-'5¢),

R.P, SUROSO, bekas Kcpala Bagian Pemerintahan Dasesrah Kement-rian
alam Negeri di Jogjakarta, jang mercntjanakan UU Pokok tenteng .....
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+ ntang Pemerintashan Dacrah No, 22 th, 1948 menerangkan, bahwa Penc=-
cavan Presiden No. 6/59 itu tidak lain daripada berarti kembali kepoda
UU No. £2/'48 dengan perobahan, untuk disesuvaikan densan djiwa UUD'4S,
jaitu keduduken Kenala Dacrah diperkuat sebagaimana telah terdjadi dee-
ngan kcdudukan Pres:idon delam rancka UUD'45 jeng mendjalankan execgtief
tidak lagl setjara ccllegial, tectapi oleh Kepals Daerah sendiri, scdang
angrota DPD akan merupakan pcembontu Fepela Daerah sadja dan diganti na-
manja denzan Badan Pemcrinteh Herien (BoPuile).

Dalam prakteknja Xewala Dazerah, jang djuca Kepala Pamong Pradja
setempat akan membawa kcdudukan Pamongpradja lebih kuat daripcda jang

sudah2. (Sulindo, 11/9-59),

SEBDA Djawa Barat dalam kawatnja kepada Presiden, Menteril Pertama
dan Mentori Dalam MNegcri & Ctonomi Daerah monjotakon samasekall tidak
dapat membenarkan adanja maksud merobsh UU No, 1 tahun 1657, karena UU
itu sesuai dencan djiwa nmavpun iklim UUD'45,

(Harian Rakjat, 12/9-'59),

PPDI Tjabang Sukzbumi dalam pernjataannja - mencentang perombaan
UU No. 1 tzhun 1957, o

Penggebirien UU No. 1/57 dengan meninrgalkan sistim pilihan Raljat,
dikatakan sangat tidall sesual dengan kepribadian bangsa Indonesia, jamg
mempunjal tradisi revolusioner, demckratik dan patriotik, 4 juca sangat
bertentancun denr~an d jiwa UUD'45, pasal 18, 27 dan 30,

Jang porlu dikerdjakan oleh Pemerintah sekarang ini, menurut PPDI
bukannja marombak undang2, = jang dbukan zadja mendjamin kehidupan demo-
krasi didaerah, tetapi djupa sesuoi denran djiwa '45, sesuai denzan ma=-
nifesto politik dan mendjamin kchidupan kerdja gotongrojong itu - tetapi
djustru monjerahkan wewenang?2 jang kini masih dikuasal oleh Pamong Pra-
dja kepada Pemerintah Dacrah dan selandjutnja scgera merealisasi otonomi

tingkat 1II. (Harian Rakjat, 11/9-159),

PRESIDICM MUSJAWARAH ANTAR DAERAF SWATAMTRA TINGVAT II, Djawa Timur
telah mengirim kawat kevada Presidcen/F.M. Soekarno supaja UU No. 1/57
sebagal UU Pokok Pemerintah Dacrah tetop berlaku terus dalsm rangka keom-
bali kcpada UUD'45 karena sesuzi denran menifesto politik Presiden tgl.
17 sgustus 1659 dan sesuai dcngan tudjuan revolusi Agustus 1945 jang ber
tud juan untuk merobah strulttur kolonial dalam segala bidang pemcerintaharn
dacran, (Bintang Timur, 12/9-'59),

DR. SUBAGYO REKSODIPURO - anggota DFD Daerah Istimecwa JOgjékarta
dan anggota Dewan Perantjang Nasional - menjatakan, bahwa PP No. 6/59
lebih mundur daripada Undang2 No, 22/48, Faduhal UU No., 22/48 itu di=-
bandingkan dencan UU No, 1/57 sudah lecbih mundur,-

TOLCHANQOO..O'OO
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TOLCHAN MANSUR, anggota DPD Daerah Istimecwa Jogjakarta Seksl II
(dari 1U) berpendapat, bahwa PP ini lebih mundur dari UU No, 22/48 mau-
pun UU No. 1/57.

KawatZ jang datang ke Hariar, Rokjat:

BURUH WONODJATI: "“Laksanalan UU No. 1/57 dengan tanpa porobahan”,

SARBUPRI MUMBULLENGKONG: “Laksanakan UU No. 1/57 seluruhnja®
(Harien Rakjat, 14/9-159),

PP PEMUDA RnKjAT dalam pernjataannja a.l. mengatakan, bahwa dikee
luarkannja PP No. 6/59 jang didcsakkan setjara ter-gesa2 oleh Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipik Gendamana djustru dalam suasana di
mana sangat diperlukan bantuan den dukun;an Rakjat untuk membantu Pe=
merintah dalam melaksonakan program kcbinet dan 181 manifcsto politik
Prcsiden, adalah tindakan jang sangat tidak bidjaksana dan bertentangsan
dengan djiwa dan semengat revolusi Agustus 1945,

SOEDARMADJI, ¥Yetua I1 Presidium Musjowarah dAntar Daerah Swatantra
II Scluruh Djawa Timur, mcneranckan peniavatnja, bahwa pemborian wewec=
nang kepada Ksepala Daerah untuk membekulran keputusen DFRD, adalah tidak
tepat.

Hal itu bisa menimbullon kesan "tidok ada bedsnja dengan sistim
eenhoofdig bestuur", Padahal pa2sal 1 Pcnetopan Presiden No, 6/59 ftu
sendiri menetapkan, bahwa pemcrintah daerah terdiri deri Kepsla Daerah
dan Dewan Perwekilan Kakjat Dacrah,

PP SBKA: PP 3BKA dalam ka2watnja kepada Presiden menjotakan, bahwa
PP No, 6/59 itu sangat bertentangan dengan djiwe Manifesto Politik Pre-
siden serta UUD'4S5, ‘

Sesuai dengan kehendak rakjat banjak termasuk kaum buruh kereéa '
apl PP SBKa mengharap kebldjaksanaan Presiden dan DPA supaja pelaksae
naan peraturan tsb, ditunda dan segera ditjabut, sclandjutnja dilaksa-
nakan sepenuhhja UU No. 1/57 serta terbontuknja otonom: Daerah Tingkat

III. (Harien Ralkjat, 30/9-159),

DPRD: AnggotaZ2 D¥RD Dgcroh Swatantre I Djirkarta Raya densan bulat
menentang PP Neo. 6/59 apa jang dinamakan peraturan Inik Gandamana untuk

menggebiri hak Ctonom Dacrah, (Horian Rakjat, 23/0-159)
. L .. » [y o - °

DEWAN NASIQIAL SO3SI: Dewan Nesional Sobsl dalem seruannja, mendesc
Presiden/PM Soekarno untuk menunda pelaksancan/ment jabut PP ¥0,6/99,

Kepada segenap kaum buruh, pekerdja dan pegawai ncgeri diserukan
supaja lebih mengeratkan persatuan dalam memperkust tuntutan2 ra'"jat jang
demokratis dan adil tsb, '

SEAdANT eeeee
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Sedang kepoda SB=2 dan BndanZ Pimplnan Sobsi diinstruksikan supaja
mempersiapkan gksifZ jang luas untuk ber-samaZ dengan golongan2 rakjat ’
lainnja memberikan perlawanan jang gigih terhadap pclaksanaan PP No. 6/
1959, (Herian Rakjat, 28/9-159),

SEKDJEN PNI: Sekdjen PNI Manuaba mongatakan, bahwa ia songat me-
njajangkan bahwa Pemcrintoh ticdak momperhatikan reaksiZ jong timbul dae-
lam mes jarakat mengenal PP ilo. 6/59 itu mungkin 3ung Karno sendiri be-
lum mengetahul adanja realei2 1tu,.

Adalah baik kalsu Pemerintab memangeil vortai2 dan orcsanisasi2
massa untuk membitjarakan maszlah itu,

(Duta Masjarakat, 7/10-'59),

FRAKSI2 DALAN DPR: Enam fraksi delam DPR jaitu: PNI, Masjumi, NU,
PKI, Nasional Progressif dan FPembangsunan telch menjonggupl akan membawa
nersoalan PP No. 6/59 kedalam forum DPR.,

Fraksi2 ini minimal akan mengusahakan agar pelaksanaan PP No, 6/59
itu ditangguhkan atou kalau akan mcrobah UU No. 1/57 hendoknja dengan
UU sesual dengan ketentuan dalam UUD!'45,

(Pedoman, 9/10-159),

NU: Sjahri, jang mewakili NU delah pertemuan dcngan delegasi Sebda
dan PPDI Djawa Timur menegaskan bahwa NU tetap menolak PP No. 6/59 dan
telah memberikan instruksi kcpada daerahZ, ' | |

Kepada delegasi Sjahri monjstakan pula, bahwa NU menjesalkan lang=-
kah SS KDN jeng borug mengadjulan tjalonZ kepala dacrsh/anggota BPH tan-
pa mempertimbangkan tantangsan masjarckat Jang lues,

(Harisn Rakjat, 9/10-'59),

ACOMA: Eno, berrendanat bahwa Penetavan Presiden itu harus ditine-
d jau kembali dan ditunda samnail MPR terbentuk,
(ledoman, 26/9=-'59),

MURBA: Suriawinata tidak bersed.a membit jaraan materi usul resc-
lusi, Lepas dari setudju ateau.tldaknja, soal itu adalah soal nasional

dan lebih baik dibitjarakan pada konperensi antar daerah Swatantra I

sadja. (Pedoman, 26/9-159),

PNI: Njonja Ratmi Sutrisna, menginginken supaja sipat resolusi itu
dirobeh mendjedi pernjetaan dan menpanggap tidak perlu dladeckan penin-
djauan janz chusus tentang Pcnetapan Presiden karona soal itu adalzh
tugas MPR.

Tetapi ia menjatckan pendapatnja, jakin bahwa terang Pcnetapan
Presliden itu langkah mundur dari prinsipZ2 demokrasi dan kembali kepada
eenhoofdig bestuur,
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PTI: Rasiban, meminta supaja soel itu djangan dibahss dalam DPRD.

MASJUMI: Surjana, membenarkan pentingnja pembahasan Penetapan Pre=-
1iden, tetapi fraksinja berpendapat, bahwa soal itu bersifat nasioncl
lan meliputi semua DPRD, '

Maka scbaiknja djangan dibltjerckan dalam forum DIRD, tetapl pada
konperensi antar dacrah Swt. I. (Pedoman, 26/9-159).

DELEGASY KOTAPRADJA SE DJAWA BARAT,

Delegasi Badan Felaksana Musjowarah Antar Dacrch Daswati II/Kota-'
oradja seluruh Djawa Barat jang dipimpin oleh E,M. Kahfie tgl. 2/10-59
siang menemui Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah Ipik Gandamana uhtuk
1enjampaikan usul dan saran mengenai pelaksenaan peri kehidupen permine
;aan daerah akibat PP /59, ' o R

Oleh para delegasi dikemukakan saran agar pelaksanaan PP No. 6/59
.tu nanti sedapat-dapatnja diusahakan supaja tidak mcngzalami tabrakan2
:ntara petugas2 Pemerintah,

Torutama delam hal pengangkatan Kepala Daerah hendaknja didjalan-
kan sebidjaksana—bidjaksan&ﬁa agar terhindar kemungkinan2 ketidak puasan
jan kectegangan antara Pemerintah Pusht dengan DPRD jang bersangkutan,

Sclandjutnja dikatakan, blarpun ternjata isi dan djiwa PP No, 6/59
itu bila ditihdjau dari perkembangan otonomi daecrah djauh lebih kurang dei
1si dan djiwa UU No. 1/57, tetapl para deslegasi dapat memahami kehendak
jang baik darl Pemerintah Pusat mengeluarkan PP No. 6/59 tsb.

(Pedoman, 3/10~'59).

8S KDN: Pengurus besar SS KDN Bandung dalam instruksinja kepada
t Jabang2nja menjatakan, bahwa Menteri Dalam Negeri - Otonom Dacrah pada
prinsipnja menjetudjui SS KDN turut ment jalonkan anggota2nja untuk dja=-
batan Kepala Dserah dan anggota Badan Pcmerintah Harian,

Tanggal 1 Oktober 1959 pengurus besar SS KDN sudeh mengirimken daf-
tar tjalon dari SS KDN kepada pengurus besar dan Menteri Dalam Negeri.

‘Sepertl diketahul, pengurus besar SS KDN sedjak tanggal 5«18 Sepe, -
tember 1959 hidjrah ke Djakarta untuk mendampingi Pcmerintah Pusat 1.Ce
Menteri Dalam Negeri dan telah mengadakan perundingan non stop dengan
Menteri Dalam Negeri, Sekdjen Kementerian Dalam Negeri dan Bapekan un-
tuk membahas konsepsi dan follow-up PP No. 6/59 itu.

(Duta Masjarakat, 5/10-'59),

DJAWABAN PNI & NU KSPADA 11 DELEGASI SB/SS.

Tanggal 12/10-'59 delegasi jang mewakili 11 Pusat SB/SS jang ter-
diri dari: PP SEBDA, PPDI, SB KESEHATAN, Sarbuksi, SBPU, SB PPK, SB DFR,
S3 DPUT, SB Kemperbu, SB Kehewanan, dan SS Sosial telah menemui Pimpinan
Pusat Partail besar,

Dalam eesevvse
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Dalam hubungan ini PNI jang diwakili oleh Osa Maliki dalam dja-
rabannja mengatakan, bahwa bagl PNI soal TP 6/59 "oukan soal kedudukan
setapl soal demokrasi',

Kjai Sahri dari MU mengatakan pula soal "otonomi dacrah adalah
ijantung demokrasi! Karena itu harus diselesaikan setjare musjawarah,
dan sejoglanja socal ini dibawa k¢ DIR.

Maiz-ir jang mewakili lMasjumi, mengharapkan kepada delegasi agar
kerdjasame jang telah ada dalar menghodapi TP No. 6/59 dapet terus di-

pelihara. (Harian Rakjat, 14/10-159),

ASMARA HADI,
Asmara Hadi, FKetua Umum Part ndo memberikan keterangan sckiter
PP No. 6/59 sbbe:
Mungkin maksud PP No.6/59 dimaksudl-an untuk menghilangkan dualisme

di daerahZ tetapi timingnja kurang tepat, prosedurnja kurang dapat di-
terima dan didelamnja ada elemen jang kurang demokratis,

Olch karena itu sebsiknja pelaksanaan PP No.6/59 itu Pemerintah
tunda sadja dulu dan dibiltjarakan oleh Parlemen jangz tgl., 1 Oktober
joang akan datang kembali bersidang,

(Bintang Timur, 26/9-1'59).

MRo. ABDULMaDJID DJOJCHADININGRAT o
Mr. abdul Ladjid Djojohadiningrat dari Scmerang, atas pertanjaan

wartawan idariasn Rel’jat menerangkan, bahwa seperti halnja Mr, Sudarisman
Purwokusumo, bcliau berpcndapat bahwa Pcnetanan Presiden tidak lebih
tinggil daripeda UU, jang dalam UUD'45 termasuk dalam rangka weweneng DIR,
Sekalipun menurut UUD'45, DYR tidak dapet mendjatuhken Pemenintah,
tetapi dengan wewenangnja membuat U, ia tetap mempunjei arti jang pen-
ting dalam sistim kcnegaraan kita sesudah kemball ke UUD!'45,
Djadi dengzan demikian Penetapan2 Presiden termasuk PP No. 6/59 dju-

ga seharusnja dibltjarakan oleh D7R. (Herien Rakjat, 29/9-159)
bt Q ) - 1]

HADJI SIRADJUDDIN 4RBAS,

Ketua Tcrti, Hodji Siradjuddin 4dbbas atas pertanjaan menerangkan,
bahwa scbaiknja remerinteh menzadjukan masalah PP No,6/59 itu kepeda
DPR dan tidazak kepada MPR, meskipun hal ini berbentuk Penetapan Presiden,

Kalau Pcmerinteh tidak mengzadjukan hal itu kecpada Parlemen, pada
saatnja nanti Parlemen djuga akan membitjarakan masalah anggaran belon-
dja, Jjaitu anggaran belandja bagl pemerintahan daerah otonomi,

(Duta Masjarakat, 7/10-'59)

wI(.I"EP]j"l o ® & 290 1)




- 24 «

WXy h."TUA II DPR:¢ INSTRUKSI MENTERI D.N, % O.D, ADALAH TIDAK LOGIS,

Wke Ketua II DPR dan anggota DP4, Arudji Kartawinata mengatakan,
bahwa instruksi Menteri DN & QD Ipik Gandamana jang mengharuckan sermua
DPRD2 Swt., I dan II diseluruh Indonesia sudah harus discsuaizan berda-
sarkan PP No. 6/59 adalah tidak logis, karena pada tgl, £0/10-'59 itu
djuga PP No. 6/59 akan dibitjarakan dalam sidang DPA, .

- Keterangan inl diberikan tgle 13/10-'59 kepada delegasi jang mewa=
kili 11 organisasi pusat serikat2 buruh se Indonesia Jang menghadap pime
pihan DPR jang diterima oleh Wk. Ketua II dan III DFR.

' (Pedoman, 16/10-159),

DJAWA BARAT,

Dalam rapat pleno DPRD Swt, I Djawa Barat pgl, 24/9-1'59 mengenai
usul resolusi penindjauan kembali PP No. 6/59 melahlrkan tiga golongan
diantara pembitjara jakni: |

l, jang tidak setudju.ialah PSI dan IPKI.

2. jJang setudju ialah PKI, Acoma dan Wardi,

3« jang menghendakl supaja djangan dibahas dalam DPRD ialah Murba,

PNI, PTI, dan Masjumi,

PSI, ' , '
Sumarno mengatakan antara laln bahwa usul penindjauan kembali PP

No. 8/59 ini hanja menginginkan keretakan antara Presiden % Menteri Ipik.

Disesalkan pula pengusul Abbas Usman dkk. jang menjatakan se-o0lah2
Menteri Dalam Negeril Ipik CGandamana telah menel:an, memper jahudikan Pre-
siden Soekarno agar tjepatZ menandatangani PP tsb, se=-o0lah2 Menteri Ipik
lebih berkuasa,

Ditegaskannja pula bahwa Penetapan Presiden itu bukan Feraturan Pe=
merintah, lagi pula didalamnja tidak terdapat contra sign Menteri Dalam
Negeri. - ~
Kekuasaan seperti jang dikehendaki oleh para penganut UU No., 1/57,
belum merupakan djaminan akan kemanfaatan bagi daerah,

PembitJara melihat Penetapan Presiden sebagal pokok untuk pembangunc
dengan program sandang pangan,

Untuk pembangunan diperlukan sjarat2 politik jakni:

a. Stabilitet Pemerintanan di Pusat.

b. " " " daerah,

¢. Garls politik jang sama dipusat dan didaerah,

d., Stabilitet sekitar moneter,

Adanja demokrasi terpimpin dipusat dan demokrasi liberal didaerah
tidak mend jamin stabilitet pembangunan didacrah, .

(Pedoman, 26/9«'59),

IPKT.
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——-—Sondjaja mensinjalir bahwa achir2 ini makin tampak kegiatan po=-
.itis berupa kampanje untuk menghantam Menterl sebagaimana halnja de-
igan menghantam Menteri Dalam Negeri.~Ip1k ditondjolkan dan dihantam.

Nama ketentuan jang dikeluarkan itu ialah Penetapan Presiden.

Pembitjara bertanja mengapa tidak Presiden atau seluruh Kabinet
ferdja sadja jang dihantam?

Sondjaja berpendapat, bahwa bukan Iplklah jang ter-gesa2 menga-
1jukan penetapan itu untuk ditanda tangani, tetapl para pengusul usul
resolusi ini tanpa pemikiran den pcrtimbangan jang matang dan ragul,.

(Pedoman, 26/9-159).

"KI.

Achmad Suganda memberikan pemandangan bahwa mempertahankan demo=-
trasl adalah sama dengan mempertahankan proklamasi,

Dikemukakannja pula bahwa UU No. 1/57 jang mengandung djiwa untuk
otonomi luas, Dengan kuatnja daerah, negara kesatuan kuat,

Dalam mempertahankan UU Nc. 1/57 pembitjara menjatakan, bahwa ma-
sih ada kurangnja karena penjerahan urusan Pemerintah Umum belum ter-
djadi sehingga dualisme tetap ada,

Dimintanja supaja UU itu dilakukan sepcnuhnja,

Pulung Djunaedi, tetap menuduh Menteri Iplk terlalu tergesa-gesa
menjampaikan Penetapan Presiden untuk ditanda tangani.

Pembit jara menganggap penting untuk mempertahankan hakZ demokrasi,
sebab hanja demokrasi jang mendjeamin untulk menjatakan pendapat dan un-
tuk mendapat dukungan rakjate. .

Soal Pemerintah Dacrah harus ditetapkan dengan UU, jaitu ber-sama2
dengan Parlemen, Menjampingkan Parlemcn sama sadja dengan "keum 17 Ok~

tobris" jang mau mengubrak-abrik Parlemen,
(Pedomen, 26/9-159),

KEPUTUSAN SIDANG PLENC DPRD KOTAPRADJA MAGELANG,.

Sidang Pleno DPRD Kotapradja Magelang tgl. 21 malam, mengambil
keputusan mengirimkan resolusi mcndesak kepada Menteri Dalam Negeri &
Otonom Daerah supaja segera mentjabut Penetapan Presiden No, 6/59.-

(Pedoman, 26/9-'59),

DPD, BTI DJAWA TENGAH.

BTI dalam pernjataannja, mengatakan, bahwa tindakan Menteri Ipik
untuk buru2 mengumumkan PP No. 6/59 jang menggebiri demokrasi itu bukan
sadja mengherankan dan disesalkan oleh rakjat, tetapi djuga patut ditje-
la karena penggebirian pemerintah daerah jang demokratis itu berlawanan

dengan kepribadian bangsa Indonesia dan bertentangan dengan djiwa sera=-
ngat UUD'45,
Dinjatakan c.ees
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Dinjatakan pula bahwa pclaksanaan UU No. 1/57 adaleh merupakan
hnsil kemenangan rakjat dalam melawan pemerintahan otokrasi, karenanja

harus dengan gigih dipertahankennja,
(Harian Rakjat, 30/9-159),

KEPUTUSAN DPRD DJAWA TEN3AH, ,
Dalam sidangnja mermthslan meminta supaja PP No, 6/59_d1t1ndjau

kembali, meskipun PP itu mempunjai malsud jang balk,
. Keputusan itu kemidian dikawatkan ke DPR di1 Djakarta,
Serma freksl dikabarkan kcmpak,
Fraksl PKI menjatakan, bahwa peraturan Menteri Dalam Neperi jang
dikeluarkan berkenaan dengan PP No, 6/59 itu hakekatnja mengebiri hak?2
otonom daerah, bertentangan dengan lian.festo Folitik Presiden dan demo=-

krasi terpimpin, ’ (Pedoman, 3/10-159),

SARAN KEPALA DAERAH KiPADA SIDANG DPRD.
Sidang DFRD Daerah Swatantra Tinckat I Djewa Tengah dalam babak
atjara akan membahas PP No. 6/59, scbolumnja telah meminta saran dan

pendapat Kepala Daerah Swatantra Tingcket I Djawa Tengah, Hadisubeno
Sosrowerdojo atas permintaan sidang.

Hadlsubeno dalam saronnja meminta kepada sidang agar membahas
PP No. 6/59 itu melalul saluran2 hulumn,

- Ditegaskan bahwa tadinja ia agak boeredebar2 waktu menindjau isi

PP No. 6/59 tsb, Tetapi sekarong dcbarannja berkurang setelah mende-
ngar bahwa DPA akan membshas PP No. 6/59 itu,

Dipcsankan selandjutnja agar sidang memberikan sumbangan materl
kepada Pemerintah Pusat untuk bahan memet jahkan kcsulitan,

Achlirnja ia meneranglan, bchwa UU Yo, 1/57 Jang tclah mendeckati
kchendak rakjat dan tinggal menghendeki sedikit pcorobahan itu dapat
"dikawinkan" dengan sebagian PP No, 6/59 kedalam sustu UU jang benar2

ment jerminkan kehendak rakjat,
’ (Duta Masjarakat, 2/10-1'59),

APA KATA MEREKA TENTANG PP No., 6/1959 %
Tuntutan pembatalan PP No. 6/59 makin hari mekin santer sadja,
SuratZ, kawat, pernjataan jang dstang di redaksi Harian Rakjat
tiap hori bukannja berkureng, tetapl makin membandjir sadjae
Eesermanja memuntut pembatalan PP Lo, 6/59 1tu, se=tidak2nja meme
bawanja dengan segera ke Parlemon, ,
Apa kata mercka tentang PP No. 6/59 1tu, a.l. adalah sbb,:

DPD Sarbupri Bogor: tidak leblh dan tidok kurang hanja pengekangan
terhadap otonomi dasrah,

PT Sebda Kantor Propinsi Djawa Tirmur: akan mengembalikan sistim pemee
rintehan kolonial jang kini sedang kita likwidasi,

Ida BagusS cesesess .
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Ida Bagus Npurah Timbule
M ieesse Opa gunanja remilihan umum j.l.%"

3AKOKSI :".... kcterangan Menteri iplk lebih menimbulkan keragueraguan
esees mundur ketcrlaluan......memungkinkan bertambahnja elemen2
penggagal revoclusi”,

Tampe Tarigan: "Mcngingatkan kaml pada kekuasaan tuan kontrolir kole-
nial Belanda dahulu'",

C.S. RKI Babalan: ".... keluar dari dualisme untuk masuk kedualisme
jang lebih besar dan berat', ‘

SBDPUT Lamohgan: ".... nundur kcpemerintahan otokrasi jang bertontangan
dengan kehendak rakjat dialam demokrasi..eee.

CR PKI Kementorian Jogja: Msees molikwidasl hesil revolusi seee. "

DPR, BTI Kewedanaan: "Alasan Menteri Iplk sangat bertentangan dengan
kenjataan didaerah-deerah",

Tuntutan2 pcembatalan PP No, 6/1959 itu djura kita terima dari
Suwitohardjo Gurah, Radji Blimbing, w1rjoatmodjo, Gurah, Djomiran Pu-
t junganom, Musliman Surabs ja, Darmosuwito Guheng, SBIRBA Tj.Fanckalen
Brandan, Tambar Gurah, Sastrosid Gorang Gareng, Komisariat Tj, Sarbuksi
Klakah SB Tekstil & Pakaian Pleret Pasuruan, DT Sohsi lagetan, S, Pra-
wirosubroto Eromoko, Djumuni Banju=anjar, Lelitin 3anjuanjser, Pono Ba-
njuanjar, Rasodiwirjo Banjuanjar, Ranusukordi Bodjonegoro, Sumirah 3a=-
njuanjar, Tianah 3anjuanjar, Sutardjo Wonogirl, BTI Marikangen,

Petisl jang ditanda tangani dan ditjap djempol oleh 25 orang pen-

duduk Kepung Pare Kediri, Tukino Etromoko,
(Harian Rakjat, 26/9-159),

KETUA CC PKI MENFRIMA DELI'GASIZ2 DAERAH,

Kotua CC PKI DeH. 4ldit tgl. £6/9-59 sore, menerima kedatangan
delegasl dari Pertemuan Bersama Kotapradja scluruh Indoncsia dan musjae-
warah Daswatl II secluruh Djawa Timur bertempat di Kentor CC PKI.

Delcgasi menjampaikan semua kceputusan jeng telah diembil oleh per-

termuan Bersama dan Musjawarah sctjara lisan dan tertulis jang 1isi pokoke
nja mempertahankan UU No., 1/57 dan mendesak supzja PP No, 6/59 ditang-
guhkan dan ditindjou lembali,

Sesudah diadakan pertukaran pikiran achirnja nampak kesatuan pen-

dapvat bahwa:

1, Harus ada kesatuan sikop untuk mempertahankan UU No, 1/57 dan
menclak PP No, 6/59.

2. UU No, 1/57 berarti demokrasi terpimpin sudah dilaksanakan di=-
daerah2, jaitu prinsip demokrasi ditjerminkan dengan adanja
prinsip pemilihan dan musjawarah sedang prinsip terpimpinnja
dit jerminkan dencan adanja ketentuan bahwa peraturan decrah ti-

dak boleh bertentangan dengan UU,
B¢ DIiXA saeas
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3. Djika akan disempurnakan kekurangan jang terdapat dalam UU No,
1/57 seharusnja dilakukan oleh Pemerintah bersama Parlemen tane
pa merobah djiwanja jang demokratis dan scsuai dengan pasal 18
UuD!' 45,

4, UU No, 1/57 sudah mendjamin kesatuan dan kekuasaan Pusat.

5. Djika UU No. 1/57 dileksanakan sepemuhnja dualisme tidak ada
lagl (sebeb akan hanja ada satu sadja pemerintah didaerah jaitv
pemerintah otonom jang demokratls dan mempunjai wewenang Jjang
luas).

6+ UU No. 1/57 djuga sudah sesual dengan Manifesto Politik Presi=
den jang menghendakl otonomi se=luasZ2nja dan sesual pula dengar
tuntutan revolusl jang hendak merombak struktur Kolonial,

7. PP No. 6/59 tjiptaan Mcnteri Ipik Gandamana jang menetapkan Ke-
pala Daerah diangkat cleh Fusat dan tidak bertanggung djawab
kepada DPRD tidak mendjamin keserasian (harmoni) serta kelan=-

- tjaran Pemerintah Daerah,

8e PP No. 6/59 jang mengharuskan sistim kolegial didalam Dewan
Pemerintah Dacrah dan digantl dengan Badan Pemerintah Harian
Jang ditundjuk dan jang harus meclepaskan keanggotaan partainja
tidak selaras denran djiwa gotong rojong dengan semanpat "ho
lopis kuntul barisg",

8, PP No, 6/59 jang mengebiri . kekuasaan DPRD tidak sesual dengan
maksud sebenarnja pendemokrasian pemerintehan Daerah dan pem=
berian otonomi jang seluas-luasnja,

10, PP No, 6/59 menghidupkan kemvali kekuasaan jang eenhoofdlg Qe-
pertl zaman kolonial jang sama sekali tidak sesuai dengan UUD

1945,
(Harian Rakjat, 28/9-159),

PP No. 6/59 BERDJIWA ANTI PERSATUAN,

CR PKI Notojudan Jogjakarta: "Pensalah gunaan rituling jeng dimaksudkan
Presiden",

ABKB Djabar: "Kembali ke'45 bukan berarti mengembalikan birokrat kee
singgasana, )

CS PKI Sukabumi: "Mengingatkan kita kcmbali kepada alam pcndjadjahan",
DD SBKP Semarang: "Berdjiwa anti persatuan",

DPT BTI Kuningan: "Alasan Menteri Dalam Negeri sunrguh2 tak dapat di-
mengerti", -

DD SOBSI Djawa Timur: "Mcndidik orang2 jang duduk dalam badan Pemerine
tahan Daerah tidak setia kepada djandjinja, mendjauhl kehidupan de-
mokratis dan selandjutnja dapat tidak setia kepada Proklamasi Agus-
tus 1945"

Selandjﬁtnja menjatakan: "Sekalipun ditutup-tutupi dengan si-
Tatnja tidak seperti djaman kolonial" tetapi prakteknia ...eecee
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prakteknja menempatkan DPD dan DPRD hanja sebagal embelZ severti
Recontschapread, Gemeenterasasd atau Provinsialeraad djaman kolonial,
(Harian Rakjat, 23/9-'60),

PP GERWANIS

Menuntut PP No, 6 ditindjau kembali, karena tidak sesual dengan
rinéipz demokrasi terpinpin dan UUD'45, djuga bertentangan dengan
.asrat kakjat jang dinjatalzan dalam pemilihan umum j.l. dan terdjamin
ialam terpilihnja DPRD dan DPD serta Kepala Dacrah, Kepala Daerah seka-
cang ini,

T BTI Wonogiri: Kegembiraan dengan adanja UU No. 1/57 dan Undang?
No, 6/59 disapu bersih oleh keluarnja PP Yo, 6/59 1itu,
(Harian Rakjat, 6/10-150), .

ANGGOTA P3 SSKDN SUROWIJONO TTGe PPeNOe 6,

Surowijono, Ketue aksi Dewan Perdjuangan PB SSKDN dan anggota PB
SSKDN di Djnkarta kepada pers di Jogjakarta antara lain menercngkan:

Diwaktu berlakunja UU No. 1/57 korps pemongpradja selalu tsat dan
sekarang pada saat2 pelasksanaan penctapan Presiden No, 6/59 djuga korps
pamongpradja taat dan membantu Pemcrintah didalam pelaksanaannja,

Dikatakan, bahwa dencan berlakunja penetanan Presiden No, 6/59 itu,
asaka hal ini adaleh lebih sesual dengen apa jang berlaku dipclbagal ne-
jara demorasi diluar negeri dewasa ini,.

Sedang UU No, 1/57 sebenarnja bagi rakjat Indonesia adalah terlalu
1jauh melontjet dalam tingkatan berpikirnja, sehingga akibatnja banjak
menimbulkan kesulitan,

Memurut Surowijono jang perlu dewasa ini adalah djanzan dahulu mem-
berikan saranZ untuk merubah dan mongganti penétapan Presiden No, 6/59,
sebelum pelaksanaan peraturan itu mendjadi kenjataan,

Djika telah dilaksanakan dan umpama terdapat kekellruan2, maka bae
rulah peraturan itu disempurnakan disana-sini,

Atas pertanjaan, apakah penetapan>Presidon itu sekarang tidak berare
ti satu kemunduran bagl demokrasi di Indonecsia, didjawabnja, bahwa pe=
raturan itu lebih sesuai dengen dasar pertimbangan kepentingan rakjat

Indonesia dewasa ini. (Pedoman 22/10 159)
. ) - .

ALASAN PENOLAVAN DI-TJARI=TJARI ?
S, Handokowidjojo, enpgota Parlemen Fralsi PNT menBnjakan pada Pe=-
merintah, apakah masih ada sjaratZ lain untuk tjaslon Kepsla Daerah selalr

Jang ditentukan dalam PP lo, 6/59, dan benarkah alasan penolakan bebe=
rapa tjalon masih ditjari-tjeri,

(Sulindo, 24/12-159),

DELEGASIZ soseseee
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DEI=2ASI2 DPRD MENGUNDJUNGI PIMPINAN DPR,

Delegasi2 DPRD dan Organisasi massa dari Djawa Rarat dan Djawa Ti-
mur termasuk dari Kediri, Madiun, Bodjonegoro dan Ngandjuk telah mengun-
djungil DPR dan diterima oleh Wakil Ketua DPR Arudji Kartawinata,

Hernowo anggota DPRD Bodjonegoro dalam pert jakapan dengan pers me=-
nerangkan, bahwa maksud kundjuncan delegasi2 tersebut ifalah guna menjam-
paikan suara kehendak rakjat didserah-daecrah agar DPR dalam sidané%ja

memberi usul-saran kepada Pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Presi-
den No, 6 dapat ditancguhkan, dan menunzgu sampal selesainja sidang DPA,

Dikatakannja, ‘bahwa Peraturan Presiden No, 6 ini kurang tjukup de-
mokratis djika dibandingkan dencan UU No. 1/57 jang telah ada, dimana
UU tersebut tjukup mendjamin adaaja prinsip otonomi jang luas,

Wakil Ketua I DPR dalam pcrtermuan itu menjarankan agar para dele-
gasi suka menghubungi fraksi dalam DPK, karena persoalan tersebut tere
letak pada fraksiZ dalam DPR, bagaimana mereka itu akan membahas soal
Peraturan Presiden No, 6 1tu dalem sidang2 DPR.

(Duta Masjarakat, 20/10-159).

SEKDJEN SOBSI NJONO:

TUNDA PFLAIL&NAAN PP NO, 6 DAN TJARUT,

Menurut Scldjen SOBSI Njono: sudah djelaslsh bahwa PP No. 6/59
dalam woktu singkat tclch mendapat tantancan luas dari partail politik
organisasi massa dan tokoh demokrasi lainnja,

Sudah sewadjarnja dan sesual denran perasaan kaum buruh, djika
SOBSI memperkuat tuntutan2 rakjat jang luas 1tu, supaja‘sendi pokok da=-
ri pada Ncgara kepuhlik Inconesia, Jaitu demckrasl atau kedaulatan rake
jat djangan sampai dikebiri, dcn~on memadjukan desakan kepads Presiden/
Perdana Menteri Soekarno untuk menunda pelaksanaan PP No, 6/59 dan se=-
landjutnja untuk ditjabut kembali,

Desakan ini adalah sepenuhnja sedjalan dengan amanat2 Presiden/Per=
dana Menterl Soekarno jang berulang kali menekankan bahwa "tidak mungkin
pembangunan didjalankan tanpa mongikut sertakan rakjat",

(Pedoman, 6/10-'59),

PEPERDA DJAWA TENGAH PLRINIAHKAN PLNUNDAAN PZLAKSANAAN PP.6, .

Imam Sof jan, Ketua DPRD Swatantra Tingkat I Djawa Tenpgah telah me=
nemul Menterl Dalam Negerl # Otonomi Daerah Inik Gandamana untuk menjam-
paikan keputusan DPRD Djawa Tencah jang menpusulkan kepada Pemerintah
Pusat supaja pelaksanaan PP No, 6/59 ditangguhkan dan ditindjau kembali
dengan memperhatikan pasal 18 UUD'45,

Atas pertanjaan "Antara" Imam Sofjan, mengatakan, bahwa dalam hal
PP No. 6/59 ini Penguasa Perang Dacrah Djawa Tengah telah menjampaikan
instruksi kepada semua Pekuper, Gubernur Djawa Tengah, Kepala Dacrah I
djawa Tengah dan Kecpala Dacrah Istimewa Jogjakarta untuk menangguhkan
>elaksanaan instruksi Mentcri Dalam Negeri 4% Otonomi Daerah No. 1/59

Sampal cevess
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1-mpai selesainja Konperensi Antar Dacrah Tingkat I di Bandung Jang
«kxan datang psda tanggal 14 dan 15 bulan ini.
(Harian Rakjat, 13/10-!59),

KEPUTUSAN DPRD SOLO,
DPRD Solo dalam sidang plenonja pada tanggal 7 dan 9 jbl, dengan
suara bulat mengambil kcputusan menolak PP MNo. 6/59 dan minta kepada

Pemerintah Pusat supaja memberikan kesempatan kepada DPA dan Parlemen
untuk mempertimbangkan PP tsb,

Sutono (PNI) dalam sidang pleno tsb. menjatakan, bahwa PP 6 adae-
lah mentjabut hak demokrasi para pemilih,

Dengan kepala daerah tundjukkan merusak kerdja gotong rojong mem=-
buat DPD sebagal pelajan halus-diagnose jang salah.

Sjahlan Rosjidi (NU) sementara itu menjatakan, bahwa PP 6 akan
menimbulkan kekuasaan totaliter ditancan kepala daerah dan membahajakan
demokrasia.

Siswopranoto (Parkindo) dalam pada itu menjatakan PP 6/59 adalah
d jauh kesasar dari UUD'45, sedang pemalaian Pesnetapsn Presiden sangat
diragukan dasar hukumnja. Dikatakan, bahwa adjakan menentang PP 6 ini
adalah simpatik,

Suwarno (PKI) sementara itu menegaskan, bahwa PP 6/59 melutjuti
hak?2 demokrasi rakjat, bertentangan dengan UUD'45 dan Manifesto Presi=-
den., PP itu akan merestorasi otokrasi kolonial,

DPD TOLAK UNDANGAN GUBZRNUR,

Dalam sidangnja pada tgl, 9/10 jbl., DPD Tingkat I Djawa Tengah
djuga membahas sekitar pelaksanaan PP No. 6/59 terutama jang berhubungan
Ins truksi Menteri Dalam Negeri, DPD Djawa Tengah merasa tidak perlu
memenuhi undangan Gubernur, karena belum mendapat instruksi dari Peme-
rintah Pusat dan berpendapat, sebaiknja pelaksanaan PP No,., 6/59 itu me-
nunggu Konperensi Tingkat X di Bandung dan sidang Dewan Pertimbangan
Agung, masing2 pada tgl. 15 dan 20 Oktober jad.

' ' (Harian Ralkjat, 13/10-159),

STOP PP 6/1959,

Hadisubeno Sosrowerdojo, Keprala Daerah Daswati I Djawa Tengah dalam
pidatonja membahas PP No, 6/59 pade sidang pleno DPRD Karanganjar, 7
Oktober jbl, antara lain katakan, bahwa UU No. 1/57 memang masih ada kc-
kurangannja, tetapi PP 6/59 harus diretoled. A

Selandjutnja dikatakan, djika PP 6/59 dikatakan menghilangkan dua-
lisme djustru PP 6/59 itulah jang mentjiptakan dualisme lebih besar,
jaltu dengan mend jadikan Kepala Daerah, selain aparat daerah, djuga
aparat pusat, Kepala Daerah model PP 6/59 adalah seperti radja, BPH se-
pertl abdi-dalem jang memakai dodot dan kolok, |

(Harian Rakjat, 13/10-159).



TUIDA PELAKSANAAN PP NO, 6 TAHUN 1959,
Dalam sidang pleno ke 3 Dewan Pertimbangan Agung, 7 orang anggota
tolah mengadjukan usul sgar pelaksanaan PP No. 6/59 ditunda,
Usul pemundaan pelaksanaan tsb. diadjullan seteloh Mentcri DN & OTD
Ipik Gandamana dipcrsilakan oleh Presiden/PM/Ketua DPA Soekarno untuk
memberikan keterangan atau vpendjelasan tentang scal tsbe=-
(Sulindo, 21/10=-'59).

SIDANG PLENO I DPRD DJAWA BARAT 1960,
Kosasih, dalam sidang pleno I DPRD Djawa Barat 1960 telah mengumum
kan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah jang menjatakan pu-

tusan Presiden tentang pengonglatan Letkel, Mashudi dan Mr, Achmad Sas-
trawinata, masing2 sebagal Kepala & Wakil [cvala Deerch tingkat I Djawa
Barat dan disebutkan djuga, bahwa Kenela Daerah tingkat I jang lama 0Oja
Sumantri diberhentikan dengan hormat,
Disamping itu diharapkan supaja pelantikan Kepala Daerah jang baru
dilakukan tanggal 6«2 jang akan datang. '

Ketua Fraksi PKI dalam DPRD Djawa Barat, Dachlan Rivai menerangkan
bahwa pengangkatan Kepala Dacrah diluar dari pentjalonan itu sangat di=-

sesalkan oleh fraksinja.

Berhubung denson sikap PKI jang menolalr PP No, 6/59 dan adanja
pengangkatan Kepala Dacrah & Wakil Kepala Doerah itu, Dachlan Rival
mcneranglan, bahwa seckarang kita hanja menunggu bagaimana program Kepal:
Daerah,

Adil Puradiredja, dari fraksl PNI mengatakan, bahwa penganckatan
itu mendepat penerimaan janc dingin dikalangan fraksinja, karena fraksi-
nja konsckwen selah satu darl 4 tjalon diangkat oleh Presidon,

Soal jang penting bagl fraksinja iealah bagaimana nantl sikap Kepale
& Wakll Kepala Dacrah jang baru dalom menghadapi DPRD,

Fraksi Masjumi hanja mengatakan *no comment" atas pengangkatan tsb,

Fraksi IP-KI tak berscdia monjatakan komenternjae

Kosasih, pada pidato pembukaan sidang pleno I itu mencharapkan DPRD
Djawa Barat berstyl baru dapat lcblh membuat prestasi guna kepentingan
dan kesecdjahteraan Djawa Barat, '

OJja Sumantri menjatakan kesukaran pekerdjoan dipihak DPD untuk mem-
batasi antara jang prinsipil dan jang bukan, karena sedjak berlakunja
PP No, 6/59 DPD tidak boleh mengambil outusan2 jane prinsipil,

Dikatakannja, bahwa sering terdjadl edanjo masnlah joang djika di-
tangguhkan akan menimbulkan kerugian besar bagi ralzjat,

Tapi disamping soal2 prinsipil demikian, instruksi2 Pemerintah Pusa
harus torus ditaati, roda Pemcrintahen harus terus djalan, kepentingan
umum harus tetap diselesaikan, schingga DPD tidak bisa tinggal diam agar
tidak akan terdjadi "achterstand",

(Pedoman, 3/2-1€0).,
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i°NJIMPANG DARI UTJAPAN MENTFRI DN & OTD SENDIRI. .

Gatot Manglupradja mcneranckan kepada wartawan Suluh Indoncsia
bahwa penolakan Sanusil Hardjadinata sebagai Kepala Daerah Swatantra
- Tingkat I Djawa Barat, dirasakan menjinggung perasaan suku Sunda,

Lagi pula penclalan terhadap Sanusi Hardjadinata, berarti merupa-
kan penjimpangan dari utjapan Menteri Dalam Negeri Ipik sendiri bebera=-

ra waktu jang lalu, jang mencgaskan bahwa Kepala Dacrah harus ditetap=
kan diantara de beste zonen van de daerah,

Sedang Sanusi dengan tidak mengurangil kehormatan terhadap lain2

t jalon, adalah de beste, (Sulindo, 5/2-160)
’ - .

weaa===StemCees
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§ 3.
SUARA PERS MENGENAI PENETAPAN PRESIDEN NO, 6

tentang
PEMFERINTAHAN DAERAH. '

SIAPA JANG MEMIMPIN DEMOVWRAST TERPIMPIN?

Apa- jang beberapa waktu j.l. kita duga, jaitu beshwa ada usaha une-
tuk meng-usik2 hak2 otonomi dacrah2, tcrnjata benar, Jang bagi setiap
orang tentu menimbullkan kcheranan adalah, bahwa menteri dalam negeri
Ipik Gandamana begitu tor-gesa2, sampail mengedjar Presiden ke Tandjung
pinang, untuk menjodorkan rantjangan "Penetapan Presiden", se-olah2
swatantra2 I dan II sekarang ini"orang2 sekarat" jang djika tidak tje-
pat2 dibedah akan mati ........ Pedohal, kalau ada jang segar-bugar
dinegeri kita sekarang, ia adalan dacrah2 otonom - jang tidak banjak
t jektjok, jang bekerdja dan becrusaha membangun, sckollipun tidak tjukup
" mondapatkan subsidi dan fasilitectZ2,

Jang sangat kita sesalkan jalah bshwa pentjabutan berbagai hak
otonomi daerahZ itu dilakukan atasnama "menertibkan pemerintahan deerah
sesual dengan djiwa dan scmancat UUD 1945 dan demokrasi terpimpin".

Djanganlah kita main umumZ2 dan memekei "semanzat 1945" untuk tue-
djuan2 jang tak tentu2, Kolau kita mou konglkrit, heruslah kita mengakul
| bahwa di-tahun2 1945, ketika jang kita miliki adslah KNI, keadaann]ja
djauh lebih demokratis daripada peraturan Ipik sekarang ini, Ketlka itu
pemcrintahan tidak ditangen satu orang sadja, tetapi dilokukan oleh sua-
tu 3Badan Exekutif jang bersifat kolcktif, Dilihat dari sudut ini djelas-
lah, bahwa jang sesuai dengan semcngat 1945 adalabh djustru UU no. 1 dan
bukan pcraturan Ipik sekarang ini. Sckarang memang zamannja kembali ke
1945, tetapi kita kuatir bahwa pcraturan Ipik ini kcmbalinjé agak ke=
djauhan, lebih dari poda 14 tahun ceeeeceee

Kekuatiran kita ini mendjadi lebih2 lagi beralasan, karena memurut
ketentuan Ipik sekarang ini, sjarat untuk mendjadi Kepala Daerah adalah
"pendidikan, ketjakapan dan pengaleman dalam pemcrintchan”, dengan tidak
menjebut samasckali soal patriotisme, Tanpa menjebut scal patriotisme dc
hanja menondjokkan "pcndidikan, ketjakapan dan pencalaman dalam pemerin-
tahan" akan berakibat bahwa jang bisa diangkat mendjadi Kepala2 Daerah
adalah ...es.e bekas2 pcgawal kolonial, ‘

Memang, dengan UU No. 1 korps pamongpradja mendjadi tidak puas,
Kita bukannja mengabaikan kenjataan ini, tetapl dengan ketentuan jang se-
karang ini jang akan tidak puas bul-an lagl satu keros, tetani seluruh
Rakjat, Sebab, djanean dilupakan, bahwa sistim DPRD, DFD beserta Kevpala
Daerah pilihannja seperti sekarang ini adalah hasi1l pemilihan Umum, dja-
di hesil suara Rekjat, Djika jang dibikin tidak puas bukon henja satu
korps tetapi seluruh Rakjat, maka baik dillhat dari sudut. politlk maupun

kea.nnan, ..
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" _amanan, hal ini tidak mungkin bisa dipertahggﬂhg-djawabkan.

Berbitjara perkara Demokrasi Terpimpin, maka UU No., 1 1tulah Demo=-
krasi Terpimpin jang se-bonarZnja. Ia adalah gotongrojong, ia adalah ho-
lopis=kuntul=baris,

Adanja sistim pengangkatan untuk beberapa djabatan di pusat, hal ini
disetudjui olech umum, karcna dengan demikian terlaksana keépemimpinan
Bung Karno, Tetapi di-dacrch2 ? Menteri dolam negori sa3dja jang mau
mengangkati Kepala2 Dacrah (tingkat II) dan BPH2nja? Sedjak kapan Demo-
krasi Terpimpin mesti dipimpin cleh menteri ini atau menteri itu ?

(Herian Rakjat, 10/9-159),

RETOOLING PEMERINTAH DAXRAd & HASTHAnBRATA.

Djike kita telah menjatakan mcnjokong kemhali kcopada Undangl Dasar
1945, maka kita harus konsckwen mencrima tidak sadja perubahanz jang di-
lekukan di Pusat, tapi djuga jang didaerah. Setjara horizontaal dan se-
tjara vertikoal kita harus ber-ho-lopis-kuntul-baris, dan tidok bisa
kita umpamanja bersikap sepertil PKI, jang hanja mau mencrima perubahan2
di Pusat sadja, tapi menolek perubahanZ jang diselenggaraskan oleh Pree
siden Soekarno di Daerah,

Oleh karena itu vcnctapan Presiden No. 8 tahun 1259 tentang Peme-
rintahan Daerah, jang koalau boleh dilukiskan sebagnl suatu retooling
pemerintah daerah pula, harus kita tcrima dengan ich«las dan penuh,
Malahan istilah jeng suka dipokai oloh PKI jakni "menjokong denpan kri-
tis", itupun tok boleh masuk kamus kita dalam hal ini.

Kita sokong retooling pemcr.ntah daersh itu, Tidak,

Ada satu scgil jang peositif kita lihat dalam poncetanan Presiden No.6
itu ialsh bahwa kepal@& Docrah kini tidak dapat dirongrong lagi oleh pare-
tal2 politik, Kita sudah sama mcngotshul betapa dimasa lampou orang?2
Pamongpradja pada pusing dibuatnja, terpaksa masuk partai2 politik untuk
mcnt jari pcrlindungan, terpeksa kadangZ mengindjek norma2 zakeli jkheid,
keadilan dan kedJudjaran karena harus mendjslankan pcrintah partoi, Se-
karang ini orang2 Pamongpradja jang tulen itu tidak usah legi mempnorha-
tikan tjiriteminjak (grillen) partai2 politik, Djika dia orang jang tja-
kap, djudjur dan adil, dan berdjiwa UUD'45 moka dalam rangka peraturan
baru jang tclsh dikeluarkan itu ia dapat bekerdja dengan se-baik2nja un-
tuk kepentingan rakjat.

Didalam mengangizat KHeoala Dacrah, jang kini akan mendjadli pegawai
Negara, akan diperhatilkan sjarotZ pendidikan, ketjakapan dan pengalaman
dalam pemcrintahan., Discbutkannja sjarat2 tedi kiranja akan mcmboerikan
suatu Kclebihan ateu "voorsprong™ boel oranr2 Pamongpradja jang scdjati
untuk dipcrtimbangkan dianrkat mendjadi Kerala Decreh, Benar dikatalkan,
bahwa seorang Kepsla Daersh dionglkat dari antara tjelon2 jang diadjukan
oleh DPRD jeng bersangkutan, tapl adanja pasal lain jang menjebutkan,
"behwa Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah masingZ bo-
leh menetapken pengangkatan Kepala Daersh tinskat I dan Kepala Daereh

tingkat IT eseee
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tinglat II diluar pentjalonan termaksud sebagail disebutkan diatas tadi”,
kiranja bisa memberi harapan jang balk kcpada orang2 Pamongpradja, Ten-
tulah segala scsuatu tergantung kcpade beleld Presiden dan Mentori Da-
1gm Negeril dslam hsol ini.

Dengan njatanja Hepnla Daerah mendjedi alat pemerintah pusat, di-
samping tentunja tetap mendjadi alat pemerintah dcerah, maka gari$
komando atau "line of command" antara Pusat dongon Daerah mend jadi ter-
pclihara, Hal ini nistjaja akan lcbih mondjamin kelantjaran djaslannja
bestuur, )

Kepala Dacrah dalam mendjalankan tugenja dibantu oleh sebunh Badan
Pemerintah Harian, jang anggotaZaja (3 sompai 5 orong) se-dapat2nja di-
angkat dari tjalon2 jang diadjukaon oleh DPRD jang bersangkutan atou die-
luar anggota Dewan tsb, Djura dclam hoal ini berdasarkan ketentuan tadi
diperoleh suatu ruencan bergerak janc agak bes2r untuk memilih dan me-
nentukan suatu Badan Pemerintah Harian, jang terdiri dori orang2 Jang

benar2 tjakap dan mempunjai pengalaman bestuur,
' Buat sementara waltu pembentukan DPRD d.laksanalkan berdasarkan pe=
raturan=perundangan jang berlaku, Tentulah ini mengundjuk kepada UU No,
1l tahun 1957, tapi agnknja pade waktunjo nanti djuca DPRD itu harus di-
- retool, dalam arti bahwa didalannja pun mestl 1lkut wakil2 goloncan
fungsionil, selain wakilZ partal.

Scbagal kesan pertama dapatlah kita katallan, bahwa retooling pe=-
merintah dacrah seperti jang dilakulian dalam rangka penctapan Presiden
No, 6 tahun 1959 itu tidaklah begitu mengetjecwakan dan bisa memberil hae-
rapan baik bagi tecrlaksananja suatu bestuursvoering jang bailk ditangan
orang2 Jang tJjakap. ‘

Ada baiknja pula disini kita kemukakan apa janz didalam kesusase
teraan Djawa disebut "Hastha-Brata", jaitu delaposn sifat jang seharuse
nja dim.liki oleh seorang radja jang bailk, Walaupun seorang Pamong-Pra=
dja dengan scrdirinja bukanleh sccrang radja, walaupun radja sudah tidak
sesual lagi dengan iklim demclirasi jang kita kehendaki sckarang ini, na-
mun kwalitetZ jarg diperlulkan oleh seorang "regcerder" atau "bestuurder!
Jang baik itu mcuyih tetap berlaku djupa. Kedelapan sifat jang harus die-
penuhi itu adalah: '

1, Sifat seperti matahari, pcnas tapi djuga sumber segalanja jang
ada: Radja harus memimpin rakjatnja agar radjin bekerdja, dan
achirnja dapat memetik hasil usahanja itu,.

2. Sirat seperti bulan jang mencrangil didalam kegelanan dan menarik
wataknja: Radja harus dapat menimbulkan haranan dalam kalbu
kaulenja jeng sedang mcnghadapl mass kegelanan,

3. Sifat sepcrtl bintangZ2, Joang menjcdjukken kecsepian malam dan
mend jadi tanda musim: Radja harvs suka bertene dan banjak bere
amal, tidak boleh menjimpang dori keuvtamoan,

4, Sifat ....
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4, Sifat seperti awan, wadjahnja mcnakutkan orang jang melihetnja, -
tetapi meonghidupkan segala tonaman disamping mendjadi pengrusak
apa jang ada: Radja sebagai nmcndjaga hukum harus memegang tcguh
alkan patolzan? keadilan, tanpe melihat prrhedaan sanakesaudara
dll.

5. Sifat severti angin, jang meliputi scrala-galanja: Radja harus
teliti memeriksa keadeon negtranja, tak holeh anggap sepele
soal2 jJang besar maupun jone ketjil,

6., Sifat seperti api, lurus dan mecmbakar se-gala2nja jang menjen=-
tuhnja: scbagal peme~ang nukum ndja tak boleh membedakan antara
keluarga, kaula dll., dan harus menghukum para pclanggar hukum
sesual dengan kesalehannja,

7. Sif'at seperti samudra jang lues: Radja harus dapat mentjangkupl
jang baik maupun jang buruk didalam negerinja, karena segalanja
itu adalah kenjataan? jang terdapat didalam negerinja,

8s Sifat sopertl bumi, jaitu sentausa dan sutji: Radja harus mem-
beri hadiah kepada meoreka jang mau dan suka menjumbangkan tena-
ganja kepada negara, dan tidak mudah disclewengkan oleh orang2
jang suka mengadu, , ‘ .

Demikianlah inti-sari kedelapan patokan "Hastha-Brata" itu, jang

r>arangkali ada beiknja kita tutup dengan kutipan lengkep dari pada apa
jang dikatakan tentang "Matahari" dcnrsan gaja-bahasanja jang indah sbb,:

"Surja, darbe watak panas, nanging uga dadl sorananing dumadi, Wong

Jjumeneng Narendra kudu anetepi watakine Surja, lire mendjenenganing Nata
‘tudu amemardi marang wong saisining predja, sunaja pada sregep ing gawe,
rang wusa@nene wong sapradja mau padp anggunduh kuruping pakarti, Pradja
kang mangkono isine bakal mahanoni kortarshardja".

"Kartarahardja" memanglcoh bukan tudjusn jang harus ditjoepal oleh

Radja sadja, melainkan oleh setiap orang Jang berada dalam kedudukan se-
bagal "regeerder" atau "bestuurder", djadi djuéa untuk korps Pamongpra-

djae.
(Pedoman, 10/9-159),

WASAALAH PEMERINTAZAN DAERAH,

Atas desalan Menteri Urucan Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah, poda
tanggal 7 September 1259 jang baru lalu telah ditandatangani Penetapan
Presiden No. 6 tentang masaalah remerintahan Daerah, Pesnetapan Presiden
No. 6, inl menurut keterangan, berlaku mulal tanggal 8 September 1959,
ialah pada waktu diundanghkan,

Kita kotakan Penetapan Presiden No., 6 dikeluaorkan atas desakan Men-
teri Dalam Negcerl dan Otonomi Daerah, didasarlkan ates kenjataan, bahwa
Menterl Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah untuk kepentincan penraturan
Pcmerintahen Dacrah, merasa wadjib mengganggu perdjalanan Presiden minta
tanda tangan, Ditengohetengah kesibukan Kepala Negara Presiden’ Soekarno
nongadakan perdjalanan ke~daerah2, di Tandjung Plnang ditjegat oleh

Monterl seeccese




Menterl Dalam Negerl dan Otonomil Daerah untuk dimintai tanda tangan,
Dus uampak sekali, bahwa Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah rupa-
nja sudah tidak sabar menunggu s=sampal Presiden Soekarno tiba kembalil
di Ibu~kota,

Kita sendirl tidak mengerti dan tidak tahu alasan jang kuat dari
Menteri Dalam Negeri dan Qtoncmi Daerah untuk keburu-buru mendesak di-
keluarkannja Peraturan Presiden Yo. 6 tentang Pemerintahan Daerah, Mung-
kin karena keinginannja jang keras untuk menundjukltan aktivitetnja,
jang disesuaiken dengan djiwa revolusl dan djiwa Undang?2 Dasar 1945,
Tetapi djuga'mungkin karena keinginannja jeng keras untuk menjelamatkan
Negara dan Bangsa Indonesia dari bahaja apl-kemelut jang dianggabnja
timbul karena masaalah Pemerinteh Daersh, 1tu kesemuanja mungkin, Teta=-
pl djika ditindjau dari pendjelasan Pcnetapan Presiden No, 6 jang di-
susun oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonoml Daersh, sebenarnja kita ti-
dak menemukan alasan jang songat kuat untuk berbuvat keburu nafsu seper=
ti jang dilakukan sckarang ini.

’ Kita katakan terus-terans tindokan Menteri Dalam Negerl dan Oto=-
nomi Daerah mendesak Presiden mengeluarkan Pcnetapan Presiden No, 6 se-
bagail satu tindakan jang tidak mucan diperten;ungdjawabkan oleh karena
apa jang dilakukan oleh Menteri Dalam liegeri sekarang ini, bertentangan
dengan apa jang telah ditentulan olch Undangg Dasar kite,

Pasal 18 Undang? Dasar kita sekarang tegas menjetakan: "Pembagian
Daerah Indonesia atas daerah bezar dan ketiil, denren hentuk susunan
Pemerintahannja ditetsnkan dencan UndaneZ, dencan merandang dan menge
ingati dasar permusjowaratan delam sistim Pemerintahan Nepgara dan hak2
asal-usul dalam Deerah2 jung bersifat Istimewa",

Demikianlah djelas sekali, bahwa mascalah iemecrintahan Dacrah me=-
nurut Konstitusl kita ditetapkan densan Undanc2, Dan apa jaﬁg ditetap=
kan dalam Konstitusi, mestinja menurut logika jang wadjar harus dila-
kukan dan dilaksanakan, Apapun dalilnja, baik dikatakan sekarang berla-
lu demokrasi terpimpin, ataukah dikatakan revolusi mengingkari aksara,
atau pun Konstitusi untuk manusie, akan tetapi tetap apa jang ditentu-
kan oleh Konstitusi, merupokan ketetapan jang herus dilakulran, Sebab
setiop tindakan Jjang tidak selares dengan apa jang ditentukan oleh Kone-
stitusi, sudah terang malahan akan merusak tdta-tertib djalannja revo-
lusi itu sendiri. Sedangkan Konstitusi kita sekarang ini adalsh satu
Konstitusi revolusi, konstitusi jang revolusioner. Dus tidak ada alassan
untuk ditinggalkan, '

Mongenal masaalah Pemcrintah Daerah, sampal sekarang diatur dengan
Undang2, Dalam hal ini jalah Undang2 Pokok Pemcrintahon Ctonomi Daerah
No. 1 tahun 1957, Tetapi dengah keluarnja Pecnetepan Presiden No. 6 Jang
didesakkan oleh Menteri Dalam Neceri ini, Undang2 No. 1 dikesemningkan
demikian sadja. Sebab Penetapan Presidcn ¥o. 6 buken satu perohohan dari
Undang2 No. 1, atau satu penjempurnaan UndangZ No. 1, nkan tetani meru-
pakan pcrombakan fundamentil dari susunan dan sistim Pererintahan Daerah,

Denman seeeesss
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Dengan dikeluarkannjs Penetapan Presiden No., 6 atas desakan Menterl
alam Negerl, berartl satu Undangf jang sjah telah dlianulir dan di=-
* singkirkan tanpa memikirkan akibat daripadanja,

Dengan domikian djsleaslah, bahwa tindakan Mentcri Dalam Negerl
dan Otonomi Daerah sekorans ini, benar2 merupakan satu tamparan jang
pahit bagi Dewan Perwakilanvﬁakjof, jong sekarnane telah bekerdja dan
melakukan tugasnja sesuwai denran Konectitusi 1945,

Walhasil tjara Mcnteri Dnlar Neeceri melalkukan perombakan terhadap
susunan dan sistim pemerintahan Daerah, menurut anggapan kita merupakan
satu tindakan inkonstitusionil jang sudah terang tidak mungkin menda-
patkan sokongan dan bisa dibénarkan,

Tindjauan dan pendapat kita tentang tindakan Menteri Dalam Nogeri
berdasar pada materi Penetapan Presiden, akan kita kemukakan besok lagil,

(Sulindo, 10/9~159),

KONSEKWENSI MENERIMA KEMBALI KE UUD'45,

Undang< Dasar 1945 telah menentul:an beberapa garis2 besar mengenai
Pcecmerintahan di Pusat, maupun didaerah dan djuga kedudukan DPR, maupun
ketentuan2g berupa UU organik jang mendjadi akibat daripada pcnerimaan
UUD'45. Menurut UUD!45 maka Pemerintah dipegang langsung oleh Presiden,
Kepala Negara sebagal eksekutip utama, Dan sckalian menteri2 jang di-
angkatnja adalah hanja pembantuZnja. Djuga kabinet UUD!'45 ini tidak ber-
tanggung djawab kepada DPR, tetapi pada Madjlis Permusjawaratan Rakjat
jang melsksanalan hak kedaulntan rekjot, Donpan sendirinja segala se-
svatu pada masa jang okan detans ini, baik Femarintah dipusat, balk
alat2 perlenglapan negara mavpun pemorintah didaerch dan alat perleng-
kapan pemerintahan daerah a2kon dlatur kemboliediretool « menurut UUD!45
jang telah diterima oleh scmua partai2 jang ada di IndoncSia eeeesces
karena DPR jang sokarang beclerdja dan telah dilantik itu adalah terdird
daril anggotaZ2 partai2 jang ada di Indonesia dan janc dapat dianpggap tee
lah ménerima kedudukannja dalam DPK 1tu sebagal konsckwensi penerimaan
UUD'45 sebagal UUD negara jang baru,

Maka, dalam bhari baik bulan baik ini Presiden telah menetapkan
pula bechwa Kepa2la Daerah diangkat den diberhentilan oleh Pemerintah
Pusat, jang dipcrintji pula bahwa Kenala Daerah Tingknt IT diangket
oleh Menteri Dalam Negeri dan (tonomi Daerah, Sudah terang bahwa ini
bertentangan dengan UU No. 1/1957, jang menentukan bahwa ﬁépala Daerah
Tingkat I dan II diangkat olch DPRD dan DPD. Dan engzgotaZ2 DPRD dan DPD
itu adalah torbentul denpaen basil peailihan umum .c.eveee jang dilakulan
dengan tjara liberalistis atac dasar free«fight jong ketanja s c mu o
daripada kita, baik golonr~an kiri, maupun golongran konan tidak danat
meneruskannja lagl karena tidak menjetudjuinja,.

UU No. 1/57 sdrlah satu susunan daripada Pemerintahan Déerah Jang
dalam waktu terachir ini nampak benar tidak danat dileoksanakaon sebagai-
mana mestinja, TLidCK eseose
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Tidclr andja soal dualisme dalam Pemerintahan Dacrah itu tidak dapat die-
solesaikan, bahkan menrhomhat kemadjuan dserah, karena sda Kepola Daerah
menurut istilah Pamengpradja disamping Kepnla Nnerah "pilihan DPRD maue
pun DPD" jang satu dan lain tidak bisa kerdja soma, Dapatksh hal ini
dipertahankan terus? Bukankah kedjadian2 ini menimbulkan lagl gedjala2
jang telah dilihat dipusat, Jjaitu untuk kepentincan partai2 maka kepen=
tingan rakjat dideerah diabsail:an? Bukankah UUD'4$ tidak akan dapat ber=
djalan djika‘sekiranja ada partal2 jang borkuusa didaerah - jang dilae
hirnja sadja menjetudjui kemball kepada UUD!45, tetapi dibathinnja tidak
- mont joba menghalangi setiop putusnn Pemerintah UUD'45 itu? Apa djae
minan bagi Pemecrintah Pusat untuk dopat melaksanakan putusennja, djika
dipusat dia berkuasa, tetapi didaerch Kennla Dacrahnja masih tetap mee
nerima instruksi2 daripada DP2nja (melalui DPRD dan DPD) untuk mendja-
lankan Segala putusan2 Pemorintah didaereh itu menmirut kepentingan par-
tai2 itu? '

Ambillah umpamanja Masjumi, Terus terang Masjumi tidak menjetudjui
UUD'45, walaupun atas dusar ¢pportunitelt Masjumi tetap mcnjetudjul DPR
bekerdja terus dalam rangka UUD'45, Sokirenje kawan2 Anwaer Harjono (Ma=
sjumi) dipusat tidak banjok dapat melekukan opposisi (stau obstruksi),
tetapi dipemerintah daernh jong dikuocsai oleh partai ini dengan sendiri-
nja politik Msasjumi bisa berdjelan, Ini logis, akibhat daripada sesuatu
konstelasi politik jang dikuasoi olch partal itu. Dan mengingat pula
bahwa lMasjumi mempunjai pula anggota2nja berontak terhadcn Pemerintah
Jang sah, meka tetap mempertahanken kekuasann partai ini didaeréh—daerah
sangat membahajakan tudjuan Demokrasl Terpimpin dan semangat kemball ke
UUDt45,

Kita pikir baik PKI maupun PNI dan NU tentulah tidak borsedia mem-
pertahankan kekunsaan partai demlkiesn dilingkungan pomerintahan daerah,
bukan? : -

~ Kita harus merasa sjukur kepada Tuhan bahwa partai2 jang menjetu-
djul kita komball kepada UUD'45 itume m an g 1l a h menjokong idee itu
tanpa reserve? Dan karena itu menerima segala konsekwensi kembali kepsdsa

. ,
UUD'45 qecenvccone (Merdeka, 11/9"'59)0

PENETAPAN PRESIDEN NO, 6 KONSEKWENSI PELAKSANAAN DEMOKKASI TERPIMPIN,

Dengan satu perkataan sadja, FPenetapan Presiden No. 6/1959'merupa-
kan konsekwensi daripada pclaksanaan demokrasi terpimpin jong selama ‘ini
diandjurkan dan diterima oleh sebagian besar masjarakat, ce

Dibentuknja kabinet presidontil jeng berupa kabinet-kerdja sekarang
ini adalah mengikuti ketentuon2 dalam UUD'45, Pembentukan kebinet torse=
but, baik prosedur maupun hasilnja, tidak memperhitungkan imbangan ke
kuatan partal, Bahkan dengan djelas, menteri2 jang diangkat presiden
Jang dikira ada hubungan kcanggotaan dengan salah sesuatu partai diminta

oleh Presiden untuk melepaskan kcancgoteannja,
| Djelasnfa, wan-acs
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Djelasnja, pemerintah pusat telah dibentuk oleh presiden atas
.ak jeng diberikan oleh UUD'45, Tetapi sebaliknja, pemcrintah daerah
selama ini telah dibentuk menurut hasil?2 pemilihan umum jaitu hasil
daripada pelaksanaand e mo kr a s 1 1iberal jang ternjata
telah gagall d1 elam Indonesia,

Memang suatu kegandjilan akan tampak apabila pemerihtah pusat jang
mend jadl sumber daripada pelaksanaan demokrasi terpimpin itu telah di=-
éusun diluar ketentuan2 daripada demckrasi liberal tapli sebaliknja pe=
merintah di-dasrahZ2 masih tetap mengikuti ketentuan2 daripada demokrasi
liberal itu sendiri, Kegondjilan okan tampak dan achirnja mau tidak mau
kontradiksi2 pasti akan timbul,

Kelandjutan daripada susunan pemerintah jang tidak univorm dari
pusat sampal ke~tjabang2 dan ranting2 itu tidak menutup kemungkinan
akan timbulnja chaos dalam pemerintahan. Dengan perkataan jang agak
lunak, bisa terdjadl bahkan mungkin akan sering terdjadi bahwa pemerine
tah daerah (chususnja kepala daerah) skan merupakan saluran jang kurang
tepat bagi pemerintah pusat,

Bagaimanapun djuge, sistim pemcrintahan decrsh jang selama ini
berdjalan adalsh merupakan pentjerminan deriﬁada hegemony partai2 di-
lapangan politik dalam sistim demokrasi liberal. Hasil daripada sistim
ini telah kita moklumi jaitu meradjalelan)a hegemony partai atou go-
longan2 delam segala lapangan, terutama lapangan ekonomi, Dan keka-
tjauan biasanja bersumber dibidang tersebut,

Djelasnja, demi untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin untuk men-

t japai masjareckat adil dan mokmur, kita menjetudjul Penetapan Presiden
No. 6 tersebut dengan sedikit usul2 perobohan.

Oleh karena demokrasi terpimpin l1tu masih tetap berdasar pada azas2
demokrasi, maka pasal 4 ajat 3 jang berbunji: "Presiden dan menteri dae-
lam negeri dan otonomi daerah masing2.boleh menetapkan pengangkatan
kepala daerah tingkat I dan kepala dasrah tingkat IT 4i luar pen=
t jalonan termaksud pada ajat 2 pasal ini ~ sebaiknja d L hapusk an.

Djika perlu tjalon2 kepala daerah jang diadjukan oleh DPRD bisa
diperbanjak, Dan demi untuk kepentingan "demokrasi", presiden atau men=
teri dalam negerl hanja akan mengangkat salah seorang diantara tjalon2
itu mendjadi kepala daerah jang dimaksud,

Apabila diantara tjalon2 jang dfadjukan oleh DPR~Daerah tak see
orangpun jang dapat dipilih oleh presiden ateu menteri dalam negeri,'
DPRD dlwadjibkan memadjukan tjalon2 baru lagi.

(Berita Indonesia, 11/9-1'59),

SERBA ANEH, '

Memenglah rupanja masjarskat kita sekarang ini harus berhadapan’
dengan keanehan2, Kcanehan2 jang betul2 ment jengangkan sekitar pendi-
rian dan sikap orang jang tidak logis dan tidck konsekwen.

S1KAD eecooses




3ikap dan pendirian dari mereka, golongan2 jang bersorak soral menerima
dan menjetudjul sepenuhnja demokrasi terpimpin, dekrit Presiden dan Ma-
nifesto 17 Agustus- jang lalu,

Adalah logis dan tiadalah pula lain darlpada suatu konsekwensi Jang
wad jar, bahwa badan? pemerintahan daerah harus dire-tool pula, sebagai-
mana halnja dengan pemerintahan pusat, Malahan hal 1tu kiranja tiadalah
lain daripada suatu keharusan dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin,
seperti jang diinginkan oleh pentjiptanja. Djelas dan terang pula tu-
djuannja dalam lManifesto 17 Aguctus darl Presiden Soekarno,

Maka sangat logis dan konsekwen pulalah dimata masjarakat sekira-
nja mefeka, golonran jang telah bersorak sorail menjatakan persetud juan=-
nja, menjandjung pudji Presiden Soekarno mendekritkan UUD'45 serta me=
laksapnakan gagasan Demokrasi Terpimplin dalam rangka UUD'45, dan untul
itu mere-tool badang pemerintahan dipusat, kini memberikan sokongan dan
dukungan jang'sepenuh-penuhnja pula kepada pemer.ntah mere-tool badan2
pemerintahan didaerah.

Menjokong dan memudji tindakan pemerintan mengganti UU pokeok pe-
merintanan otonomi daerah No. 1 th., 1957 dengan jang baru, jang sesuail
dengan alam dan suasana Demokrasi Terpimpin jJang telah disambut dan di-
terima dengan gembira itu,

Akan tetapi sebapgaimana kaml katakan diatas, masjarakat kini ru-
panje harus menghadapl keanehanZ jang betul2 mentjcncangkan, Beberapa
heri jang lalu telah kami tulis diharian kita ini sekitar sikap PKI jang
melalui surat kabarnja telah menggunakan kataZ jang bukan main kerasnja
menentang pelaksanaan re-tooling badanf pemerintaban didaerah itu., Bah-
kan sampal mengeluarkan kata2 antjaman,

Dan kini setelah keluar Penetapan Presiden No, 6 menghapuskan UU
pokok pemerintahan daerah jang lama dan menggantikannja, partai terse-
but tetap menentangnja denganh keras, Betapalah ini bukankah suatu kee
anehan, memperlihatkan sikap dan pendirian jang tidak logls dan tidak
konsekwen, djika diingat bagaimana hebatnja partai itu menjatskan per=
setud juan dan sokongannja terhadap Demokrasi Terpimpin dan menjandjung
pudji Presiden Soekarno tiada tanggung2 selama ini,

Lepih2 lagi keanehan jang dirasakan, bahwa dalam hal ini PKI di-
iringi oleh PNI, partal jang senantiasa menjatukan dirinja dengan Pre=-
siden Soekarno dan keinginan2 bellau melaksanakan Demokrasi Terpimpin,
Betapalah pula tidak harus dirasakan sebagal keanehan, bahwa djustru
partal inilah pula jang begitu tega ber-sama2 dengan PKT menusuk perae
sagn dan hati Presiden Soekarno, dengan siksep rnenolak dan menentang
penjempurnean pelaksanaan Demokrasi Terpimpin jang sudah demikian dje=-
las dalam Manifesto 17 Agustus. Scdangkan mereka nada mulanja menjataken
berdiri bulat dan penuh dibelakang Presiden Soekarno,

Menulis surat kabar mereka, Suluh Indonesia, antara lain kemarin,
bahwa penetapan Presiden sekarang ini bukan perovahan atau penjempurnaan
UU No. 1, akan tetapi merupakan perombakan fundamentil dari susunan dan
sistim pemerintahan‘daerah. DEenran eseecess
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D 'ngan dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 6, kata surat lkabar itu
~:landjutnja, berartil satu UU jang sjah telah disingkirkan don dianulir
Lvanpa memikirkan akinrat2 daripadanja,

Sungguhlah anch semuanja ini. Anch karena datangnja djustru dari
PNI.

Diatas scpala-galanja ini, baik dari fihale PKT moaupun deri PNIT,
menjoleok sckali tjara mereka menudjukan ket jaman dan serangannja kepada
Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana. Se~olah2 Pcnetapan Presiden No. 6
inl adalah se-mata2 tjiprtaan don keinginan Menteri Dalam Negeri itu be-
laka,. }

Alangkah pula anchnja segala ini, Kabinet Kerdja adolah kabinet
presidentieel, pora menteri tiadalah lain dari pembantuZ opresiden, 3e=-
gitu pulalah adanja denran Ipik Candamana sebogai Mcenteri Dalam Nepori.

Demikianlah serba keanchan jang harus dirasakan oleh maczcjaralrat
sekarang ini. Serba keanchan jang menjolok dan menjobabkan orang ter-

t jengang dan sungguhZ bertanja dimana letaknja logika dan konsckwensli
mereka, golongan jang penuh gombar-gembor, bersorak soral menjokong
Idee Demokrasi Terpimpin dan menjandjung pudji Presiden Soekarno sclama
ini, .

Dan sungguhlah dapat dimengerti betapa perasean Presiden Soekarno
sendirl sekarang inil melihat dan men~alami sepalanjs itu,

(Abadi, 11/9-'59),

MAU APA IPIX GANDAMANA?

Dapat diduga dari semula bahwa Penetapan Presiden No, 6 jang begitu
semangat dikehendaki oleh Menteri Ipik Gandamana telah menimbulkan ke-
gontjangan besar dikalancan Masjorakat, Sebacai diketahui isi penetapan
itu antara lain berisi bahwa kerala Daerah Swat, I ditetapkan oleh Pre-
siden, dan fungsi DPRD djadi sekundair dibuatnja sedangkan kepala daee
rah Swat, tin-kat II ditetapkan olch Mentcrl Dalam Urusan Negeri den
Otonomi Daerah,

Untuk djelasnja bagaimana tadjamnja isi reaksi2 tersedbut, kita
t jantumkon disini induk2 karangen dari surot2 kabar besar jang memba-
wakan suara Partainja masingZ. '

Harian kakjat (PKI): ...... 4pa jang beberapa waktu jl. kita duga
bahwa ada usaha untuk mengusik-usik hake otonomi dacrah, ternjata benar,
Jang bagi setlap orang tentu menimbulkan keheranan adalah, bahwa Menteri
dalam negeri Ipik Gandamana begitu teregesaZ sampai?2 mongedjar2 Presiden
ke Tandjung Pinang untuk menjodorl:an rantjangan "Penetapan Presiden",
se-olah2 Swatantro I dan II sekarang ini "orang2 sckarat" jang djika
tidak tjepat2 dibedah akan mati .......... Jang songat kite sesalkan
adalah bahwa pentjabutan berbagai hak otonomi daersh2 itu dilakukan
atas nama "menertibkan pemcrintahan daerah sesual denran djiwa dan se-
mangat UUD'45 dan demckrasi terpimpin'.

Djanganlah seeeee
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Djancanlah kita main umum2 dan memakal "semangat 1945" untuk tu-
djurn jang tak tentuZ2,

Suluh Indonesia (PNI): eeseees Kita sendiri tidok mengerti dan
tidak tahu alasan jang kuat dari Mentcri Dalam Negeri dan Otonomi Dae-
rah untuk ke-buru2 mendesak dikcluar'-annja Peraturan Presiden No, 6 ten
tang Pemcrintahan Daerch,

Kita kataken terus terans tindokan Monteri Dalam Negeri dan Otonor
Daerah mendesak Presiden rmengeluarkan Penctanan Presiden No, 6 sebagal
satu tindeckan jang tidek mudah dipertanggung djawabkan oleh karena apa
jang dilakukan oleh Menterl Dalam Negeri sekarang ini, bertentangan de-
ngan apa jang telah ditentukan oleh Undang2 Dasar kita ceevese

walhasil tjora Menteri Dalam Negeri melakukan peromba%an terhadap
susunan dan sistim Pemcrintahan Dacrah, menurut ansgopan kita merupakar
tindskan inkonstitusionil jong sudnh terang tidsk munglin mendapat so-
kongan dan tidak mangkin bisa dibenarkan,

Fraksi Masjumi di DPR jang didjedilzen headline oleh Abadi: Oleh
Anwar Harjcno dinjatakan penjesalannja terhodap penetavan baru Presiden
tentang pemerintahan dacrah jang diurumkan oleh Dewan Menteri,

| Mendjadl pertanjean kita, apa scbueb djalan jang ditentukan oleh UU
itu tidak dilalui, sedangkan persoalannja adz2lah sangat fundementil dan
perobahan2 Jang dilakulan itu semuanja berdjalan diluar pengetahuan
parlemen sama sckell, ‘

Kalau kita mau bitjara tentang hasilZ revolusi, moka Undang2 Pokok
tentang Pcmerintahan Dserah No, 1 tahun 1957 jang diterima denson suara
bulat oleh Parlemen itu, adalab salah satu dari paedonja, jakni penglake
sanaan Demokrasi dldolam Pemerintahan,

Karena itu terasalah urgensinja Parlemen bersidang =egera, seperti
jéng sudah bebcrapa kali divsulken dju;ia oleh fraksi Masjumi,

Duta Masjarakat: Sependapat denran suvara Sekdjen PB NU sebagaimana
ditjantumkan didalam headline dibagian lain surat kabar ini,

(Duta Masjarakat, 11/9-159),

JANG MEMIMPIN ADALAH SOEKARNO.

~Siapa jang memimpin Demokrasi Terpimpin? Inilah Jang ditanjakan
kemarin oleh "Harlan Rakjat", tatkala membcrikan pendapatnja perihal
penctapan Presidcen No. 6 tentang Pomcrintah Daerah,

Ternjata disitu, bahwa kaum komunis tidak setudju dengan retooling
pemerinfah daerah scperti jang tclah dilakukan oleh kabinot kerdja itu,
Ia tempaknja tetap mempertahankan UU No. 1 tahun 1257 dan mcngatakan,
"bahwa UU No. 1 itulch demokrasi torpimpin jang scbenar-benarnia,

Sangatlah kareckteristik pula bogl sikap keum kormunis bagion penu-
tup daripada tadjukrentjora "llarian Rakjat" jang borbunji sbb,:

"Adanja sistim penrangkatan untuk beberape djabatan dipucat, hal
ini disetudjui oleh umum, karena dengan demikion tcrlaksana kewvemimpina
Bung Karno.
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Tetapl di-daerah2? Menteri Dalam Negeri sadja mau mengangkatl Kepala?2
_acrah (tingkat II) dan B3PH2-nja? Sedjak kapan Demokrasi Terpimpin mes-
t1 dipimpin oleh menteri ini atau menteri itu?"

Djalan pikiran diatas mensinmatkan kita kepada sebuah tadjukren-
tjana "Harian Rakjat" jang lain tempo hari, ketika ia mengatakan, bahwa
"ia hanja mengalui Soekarno" dan "tidak mengalul Scekarno2-ketjil (di-
daerah2)",

Tentulah djalan pikiran begini nonsens belaka, Sepcrti dikatakan
orang "perdamaian itu adalah satu dan tidsk terbagi-bagi", begitu pula=-
lah "demokrasi terpimpin itu setu dan tidak terbagi2 edanja", Tidak
mungkin orang bisa menerima demokrasi terpimpin untuk di Pusat sadja,
dan menolaknja di Dacrah, Begitu djuza Soekarno sebagai,pemimpin'demo-
Icrasi terpimpin adalah satu dan tidak terbari-bogi,

Karena itu tidaklah pula tepat, djika kaum komunis misalnja mau
mempertang ung-djawabkan satu Menteri sadja atas sesuatu tindakan jang
telah diambil dibidang pclitik kenegaraan, Jang memimpin kabinet kerdja
adalah Presiden/PM Sockarno dan jang bertanggung-djowab sesual dengan
ketentuan UUD 1945 adalah Presiden pula jakni Soelkarno, Adapun para
Menteri hanjalah pembantu Presiden scmata-mata,

"Sed jak kapan Demokrasi Terpimpin mesti dipimpin oleh menteri ini
atau menteri itu?" Perfanjoan "Harian Ral-jat" ini meleset sama sekali, -
Kiranja tidak usah didjawab lecbih 4jauh, dan scecbaiknja PKI mempeladjari
dan mendiskussikan kemball setjara ho-lopis-‘untule-baris apa artinja
itu menjokong kemball ke UUD 1245 dan apa konsekwensl politiknja?

"Menteri Dalam Neguri sadja jang mau mensangkati Kepala2 Daerah
(tingkat II) dan BFH2-nja?". Pcrtanjaan "iHarian Kakjat™ imi menundjuk-
kan pula ketidake-djudjurannja, sebab dengan senzadja ia mendiamkan saa
dja pasal 4 dari penetapan Presidon No. 6 jJang borbunji: "Kepala Deerah
diangket dan diberhentikan oleh (a) Presiden bagl Daerah tingkat I dan
(b) Menteri Dalam Negeri dan Otononi Daerah begl Daerah tinckat II".
Keonapa PKI mengabeikan sadja kenjataan, bahwa djuga Presiden meﬁgangkati
Kerola2 Daerah (tingkaet I) dan kcnapa 1la hanja mou menjoroti dirinja
Menteri Dalam Negerl? Karena mcmang sesuai den-an sikapnja severtl jang
diterangkan oleh Aldit mendjelong koncres PKYI "menjokong kabinet dengan
kritis", dia tidak mau berhoadapan dencan Presiden Soekarno dan hanjalah
mau meﬁghadap para Menteri, dalam hal inl chusus Menteri Dalam Negeri,

Baiklah kaum kormunis mcntjoml-an legi, bahwa jang memimpin demokra-
si terpimpin adalah Sockarno, jangs mempertonggung-djawabkannja djuga

Soekarno. (Pedoman, 11/9-'59),

MASAALAH PEM=RINTAHAN DAERAH,

Dalam tulisan ini akan kite tindjau masalah pengaturan Pemerintaha.
Deerah menurut ketontuan hasil kroasi Mentcri Ipik, dilihat dari segi

materi Penetapan Presiden No, 6.
DAlom eeesooe
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Dalam pendjelasan Penetapan Presiden No, 6 kreasi Menteri Ipik di-
ter askan, bahwa dikeluarkannja pengaturan pemerintahan daerah ini de-
ngan Penetapan Presiden karena dianggap sebagai pelakcanaan dekrit
Presiden pada tanggal 5 Djuli 1859,

Dus djelas menurut pangkal pikiran Menteri Ipik, masaalah Peme=-
rintahan Daerah ini diatur dengan Penetapan FPresidon, oleh karena di-
anggap masaalah ini sebagail pelaksanaan dekrit Presidon,

Timbul sekarang pertanjaan, Apakah dan tindakanZ manakah jang se-
karang ini dilakukan bukan atas dasar dan sebazai pelaksanaan dekrit
Presiden? Kita berpendapat, segala apa jang berlaku dan ditindakkan
sekarang, balk oleh Pcmerintah, alatZ negara ataupun rakjat umum, adae
lah konsekwensi dan pelaksanaan dckrit Presiden., Djika masaalah pere-
konomian sekarang mestl dliatur mcnurut Pasal 33 UndangZ Dasar, soalnja
tidak lain karena ini adalah konsekwcnsi dan polaksanaan delkrit Presi-
den, jang berisi pernjataan berlqkunja kemball Fonstitusi 1945, Demi-
kian pula tindakan2 jang lain,

Akan tetapi apabila semua pelaksanasn dekrit Presiden mesti di=-
atur dengan Penetapan Presiden, maka rasanja tidak ada lacri artinja
ketetapan dalam Konstitusi jang menjangkut masaalah Undang2. Selandjut-
nja tidak perlu ada Dewan Perwakilan Rakjat, jang bertugas ber-sama2
densan Presiden sebagail Kepala Eksekutip, membuat UndangZ2, Tjukup dji-
ka kesemuanja diatur dengan Penetapan Presiden, sebab toh semua ini
merupakan pclaksanaan dan konsekwensi dekrit Presiden tanggal 5 Djuli
1959 jang lalu,

Dus apablla Menterl Ipik mendasarkan pengaturan Pemerintahan Dase-
rah atas anggopan sebagai pelaksanaan dekrit Presiden, menurut pendapat
kita malahan djustru bertentangan denran dekrit itu sendiri, jang me-
njatakan berlakunja kemball Undang2 Dasar 1245, dalam mana dimuat ketee
gasan mengenal susunan Pemerintah Daerah,

Selandjutnja dalam pendjelasan dinjatakan, bahwa maksud pengaturan
Pemerintahan Daerah dengan Penctapan Presiden, hasil kreasi Menteri
Ipik, jalah untuk mentjiptakan harmqﬁi diantara Pcmerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah,

Kita berpendapat, bukan harmoni jang akan didapat dedri pelaksanaan
kreasi Menteri Ipik, akan tetapl satu imitasi. Satu suregeat dari Peme-
rintahan Pusat, Dengan demikian, timbul imitasi Presiden Soekarno di-
daerah2 di Indonesia ini, Dan djustru dengan tertjiptanja imitasi Peme-
rintahan Pusat inilah, achirnja malahan askan timbul chacs karena kets-
gangan dlantara Kepala Dacrah jang mempunjai hak veto dengan wakil2
rakjat,

Kemudian ditindjau dari seluruh materi Penetapan Presiden hasil
kreasi Menteri Ipik, kita sampal kepada kenjataan2:

8. sistim pemerintahan dacrah jang baru ini, merupakan satv cis%im

pemerintahan jang tidak djauh berbeda'dengan sistim pemcrinvalian

d jaman Belanda dan djaman Djepan
j X J Jp 8. Sebab ® e a2 n,. 0009 0




- 47 -

Scbab apa jang dinamekan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sebe=
narnja hanja merupakan nama, Paling banjak merupakan satu ad-
vies=college, jang djika dianggap berguna nasehatnja bisa dipa-
kai oleh Kcpala Daerah, tetapi sebaliknja djika dianggep remeh,
akan masuk latji. EKita katakan sebarai apa jang kita alaml di-
djaman Belando, oleh karena Kepala Daerah, merupakan seseorang
jang tidak bisa diganggu-gugat dan wakilZ2 rakjat sama sekali ti-
dak mempunjal hak kontrole terhadapnja,.

Undang2 Pokok Pemcrintaiian Deerah Ho. 22, djauh lebih ma-
dju. Dalam Undang?2 Pokok 22 tahun 1948, wakilZ2 rakjat masih mem-
punjal hak kontrole tcrhadap Kepala Daerah, seperti dinjatakan
dalam pasal 18 ajat 4 jang berbunji: Keoala Daerah danat dibor-
hentikan oleh jang berwadjib ates usul Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah, Den~-an demikian djelas se¥nli, bahwa rakjat masih mem-
punjai hak kontrole, hok mengrawasi kehidjaksanaen Kepala Daerah,
sekalipun ia diangkat oleh Pcmerintah Pusat (Presiden atcou Men-
teri Dalam Negerl). Sebaliknja dalam pengaturan jang baru ini,
sama sekali tidak terdavot ketentuan sematjam tersebut, Dus se=
orang Kepala Daerah, berarti tidak bisa dipanegu-gugat dengan
kuasa vetonja,

b, sistim kollegiaal dalam Pomerintahan dihapuskan, jong sudah te-
rang tidak selaras dengon maksud baik dari sifat gotong rojong
dan musjawarah. Sebab Badan Pemerintaban Harian hanja merupakan
pembantu belaka, Dus tidak ada kehorusan bagl seorang Kenala
Dacrah untuk berunding denran kawan sekerdjanja,

Ce sifct otonomi jang demokratis daril sesuatu daerah, dapat dika-
takan sudah hapus sama sckalie. Scbab Dewan Perwakilan hakjat
Daerah jang mewal:ili suare rakjat didaorah, jang mcnurut hake=-
kat domokrasi merupskan kckuasaon tertinggl dolam daerah kekua-

saannja telah digunting demikicn ruva sehingga tidak berarti,
Setiap keputusan bise sewalktuewslu ditangguhkan oleh Kepala Dae-
rah atas pertimbancan sendiri, tanpa diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakjat Daerch, scperti halnjo teros ditentukan misal-
nja dalam Undang2 Pokok No, 22 tahun 1¢48, Djangankan menentular
Kepala Daerch, mcnentukan pembantu2 Kepala Daerah sadja (anggotao
Badan Pemerintahan Harian) tidak terdjamin kekuasaannja, Sebab
angpota2 Badan Pemerintahan Harion, bisa diangkat diluar jang
ditjalonkan oleh Dewan Perwoakilan Rakjat Daecrah, Malahan menurut
bunji pasalnja, hanja se-dapatznjd diangkat deri tjalon Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah. Dus bukan satu kectentuan,

Demikian beberapa kenjatacn jang timbul karcna pengaturan Pemerin-

tahan Daorah hasil kreasi Menteri Ipik.

Sementara itu kita sendiri tidek borarti mengingkari dan membuta

terhadap kekurancan2 jang ada didalam Undang2 Pokok Pemerlntahan Daerah

No, 1 tahun 1957, Sama sekali tidak,-
Kekurangan eeeees




Kckurangan jang djelas harus disempurnakan jalah ponghapusan dua-
lismc pim»inan Pemerintahan Daerah, Dan penjempurnean ini bisa dilaku-
kan denzan djalan misalnja merobah penetapan Kepala Daerah, bukan lagi
atas dasar pilihan sepertl tertjantum dalam Undang2 No. 1 tahun 1957,
akan tetapi bisa dirobah dengan apa jang ditentuken dalam pasal 18 ajat
1 Undang2 Pokok No. 22 tahun 1948, Dongan demikian duallisme bisa dilew
njapkane Tetapi bukan porombakan jang fundamentileprinsipil dari sistim
otonomi jang domokratis,. '

Apa jang dilakukan oleh Mentcrl Iplk sekarang, menurut pendapat
kita bukan lagi penjempurnaan tcrhadap usaha2 koarah pemberian otonomi
kepada daerah, akan tetapi djustru mcrupakan langikah mundur jang. mema-
tikan idee otonomi daerah jang demokratis, jang sehenarnja sudah sedjak
lama dikehendaki oleh masjarakat,

Kita merasa perlu menjatekon pendapat mengenal masaalah pengaturan
Pemerintah Daerah dengan tjara terus-terang, djustru terdorong oleh
pertanggungan djawob schagal pembawa suara s2lach satu golonegan masja-
rakat jang merasa mempunjoi saham dalam perdjuancan kembali ke Undang?2
"Dasar 1945 dan ingin melihet dengan segnls kesungguhon terlaksananja
program Kabinet, sesual dongan ketentuan2 jang ada dalam Konstitusi,

Achirnja berhubung dengan tindaksn Menterl Dalam Negerl dan Otonomi
Daesrah Ipik tentang pengaturan pemerintahan decrah sekarang ini, kita
terpaksa mengutjapkan: inna lillahi wa inna ilaihi radjiun atas matinja
sistim otonoml jang demokratis, dengan disertai harapan scmoga arwahn]ja
dengan selamat sampai di-paradisc, untuk kemudian pada satu ketika tue-
run kembali kemajepada. dengen wadjah dan perwudjudan jang lebih sem=-

purna,
(Sulindo, 11/9«'59).

LOGIS DAN LOGIKA,

Suluh Indonesia "termasuk saleh satu pelopor dalam perdjuangan
kembali ke Undang2 Dasar 1945, Dan sckarang inl apa jene diperdjuangkson
oleh "Suluh Indoncsia®, sudah terlaksana, Sudeh terwudjud, Undang2 Da-
sar 1945 seckarang sudah mendjodi Konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

Konsekwensl jang logis, segala tindakan dan perbuatan, sekarang
ini harus didasarlcan dan disesualkan dencan Konstitusi 1945, Demikian
pula mengenal pongaturan Pemcrintahan Dacrah. Menurut Undang2 Dasar
1945, jang sekarang ini sudah berlaku, masaclah susunan Pemerintahen
Daerah diatur dan ditetapkan dencan Undang2. Ini djelaes disebutkan dan
ditegaskan dclam Pasal 18 Konstitusi kita jang sekarang,

Tetapi pengatufan susunan Pemerintahan Daerah sokarang, tidak die-

- lakuken dengan Undang2. Oleh Menteri Ipik, didesakkan dengan Penetavan
Presiden No. 6. Dus tidak tjotjok dan tidak sesual dengan Undang2 Dasear,
Laka itu sehagai konsekwensi daril pendirian jang gigih terhadap
perdjuangan kembali ke Undang2 Dasar 1945, sendirinja sudeh logis djika
kita tidak bisa menjctudjui dan mendukung apa jang dilakukan oleh Menter.

w-.,' .1‘.!:; 1,\-""’"
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Djadi apabila "Abadi" mengatokan, bahwa "Suluh Indonesia' sekarang
.nl didalam mcnghadapi masaalah Penetapan Presiden No. 6 a la Menteri
Ipik, tidak logis dan anch, sebenarnja bertentangan dengan kenjataan,
Sebab epa jang dikemukakan olech "Suluh Indonecsia", ditindjau dari segl
proseduril, djelas merupakan konsckwensi loris dari tindakannja jang
terdahulu, scbagai salah satu nclopor dalam perdjuangan kembali ke Un-
dang2 Dasar 1945,

"Suluh Indoncsia" sedjak ditjanangkannja demokrasi terpimpin olch
Presiden Soekarno, kontan tanna pikir pondjong, menjetudjui idee demno-
krasi terpimpin. Bukan sadja menjotvdjul, al-an tetapi malahan berusaha
keras ikut serta memberi sumhangan untuk kesempurnaan isi domolrasi
terpimpin,

- Dan sari-djiwa demokrasi terpimpin, adalah bertitikebcrat pada
demokrasi, Bukan diktatur, 3Bukan totaliterisme., Ini djelas dikemukakan
oleh Perdana Menterl Djuonda, djaman Kahinet Karya didenan sidang pleno
Dewan Perwakilan Rakjat, sewaktu mcndjelaskan keputusan Pemerintah untuk
kemball ke Undang2 Dasar 1945, t

Djadi djelaslah, bahwa sarie-djiwa domokrasl terpimpin zdalah demo-
krasi, Ini kita setudjui dan kita sokong sepenuhnja,

Tetapi Penetapan Presiden No, 6 model Menteri Ipik, terang tidak
demokratis, Dus terang tidak'tjotjok dengan demokrasi terpimpin, Buktinjz

l. Kepala Daerah ditundjuk olech Pusat bisa diluar pentjalonan Dewan
Perwakilan Rakjat Dasrah. Dengan dcmlkian djelas, hak rakjat me=-
nentukan atau nmenundjuk Kepala Dacrahnja, lewat wakilZnja, sudah
’tidak terd jamin,

2. Hak rakjat mencntuken pembantu2 Kepala Dacroh, djuga tidak ter=
djamin, Sebab anggota2 staf pembantu Kepela Dasrah, menurut ke=-
tentuan, hanja sedapatedapat dianekat daril tialon2 DFRD, Dus bue
kan keharusan,

3« Kepala Daerah bisa mcnangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat

" Daerah, tanpa membcri tahukan kepada DPRD. Tjuma berdasar pada
anggapennja scndiri, ’

Demikian djelaslah, bahwa dipandang dori segl materi, Penetapan
Presiden No. 6 a 1la Menteri Ipik, benar2 tidal: demokratis, Dan karena tli-
dak demokratis, sendirinja sudah logis dan wadjar tidsk bisa kita sokong,
Sebab ini tidak sesuai dengan demokrasi terpimpin, Jjang totapl berdjiwa
dan bertitlkeberat pada demokrasi,

Lain hnlnja dengan Pusat, Artinja Pemcrintah Pusat, Walaupun Menteri
dirangkat atau ditundjuk oleh Presidcn, akan tctapi Presiden sendiri seba-
gal Kepala Negara dan Kepala Pcmerintahan tidak ditundjuk, Tetapi diteta:
kan oleh rakjat, lewat wakil2nja dalam Madjelis Perrmusjawaraten Rakjat,
Dus Presiden bukan tundjukan begitu sadja, Baik clch dirinja scndiri ata
oleh orang lain. Inilah porbedaannja jang prinsipil., Dan itulah sebabnja
maka masaalah Pusat tldak dipersoalkan, sebab tetap demokratis,

Demikian. seveee
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Demil'ian maka djelaslah, bahwa apa jang dilakukan oleh "Suluh In-
donezia" terhadap Penetapan Presiden No. 6 a = la M teri Ipik, tjukup
logis, Malahan merupakan konsekwensi logis dari sikapnja jang terdahulu,
sebagai salah satu pelopor dalam perdjuangan kembali lie Undang2 Dasar
1945 dan pendukung demokrasi terpimpin. ‘

Dan djika "Abadi" mengangpap "Suluh Indoncsia" tidak logis dan anet
ini memang wadjar, Sebab memang "Abadi" selama ini tidak pernah punja
logika, Buktinja: vemimpinZnja jang sudah terang merusak parlementarisme
dan ikut membrontak, sammai sekarang dibiarlkan dan tidak pernah dikutuk.
Apalagi dipetjat oleh partainja "Abadi", Sedangkan "Abadi" adalah trom-
pet dari satu'partai, Jang selalu menjatakan diri sebagal partai demo-

kratis jang legaal-parlcmenter,
(Sulindo, 12/9«1'59),

PENETAPAN PRESIDEN NO, 6/1959,

Tanggal 9 September 1959 telah diundangkan Penctepan Presiden No,.6

tahun 1959 jang menentukan bentuk dan susunan serta kckuasaan, tugas
"dan kewadjiban Kepala Daerah.

Kemarin telah kita muatkan 1s8i Penctapan Presiden tersebut selenge
kapnja, dimana davat diikuti iczinja pasal demi pasal, jang tegas dan
tandas telah merupakan perombalian dan perobahan sctjara prinsipild. atas
sistim jang sekarang ini jang berdasarkan pada Undang2 No.l tehwm 1957,

Rupanja sctelah diadakan rctooling jang hebat di pusat pemerintah,
kini ini dengan Penetepan Presidcn No, 6 tahun 1959 tersecbut di-retool
pulalah pemerintahan d2erah, Hanja tampek2nja retooling untuk pemerin-
tahan daerah ini ada pihakZ jang merasa keberatan sama selzali, jang ten=-
tunja punja alasanZ2 tecrscndiri atas keberatannja itu, _

Kita jang tegas dan tandas mendukung ideoc untuk kembali ke UUD'45
dan jang teclah dengan tegas pula mendukung idee2 Sockarno sebelum itu
jang kita jakin bila dilakssnalkan dengan sebaik-baiknja pasti akan da-
pat membawskan rakjat dan negara2 kita ini pada pentjapaian tjitag,’
baik politik maupun sosial, kini berkenaan dengan Penetapan Presiden
No., 6/1959 ini dengan penuh semangat dan kcmampuan memberikan pula due
kungan jang schcbat-hebatnja,

Kita dukung dan sctudjui penetapan Presiden No, 6/1959 ini, karena
kita jakin dengan sistim pemerintahan seperti itu - adanja garis lurus
dari pusat kedaerah - akan lebih mudahlah scgala rentjana dan persoalan
diselesaikan. Deongan tidak adanja dualisme, scpertl jang terdapat dalam
sistim pemerintahan dzcrah jang lama, kitapun jakin segala sesuatu ti-
dak untuk kepentingan nusa dan bangsa kita inl k c s ¢ lur uh annja
dapat ditindakkan dengan baik dan sctjara mcrata dan meluas,

Terhadap suaraZ jang menjatakan kcberatannja atas isi Penetapan
Presiden No, 6/1959 ini jang tentunja dengan slasanZnja sendiri2 pula,
kita tidak dapaot berkata lain, karcna itu memang mendjadi hak mereka
hanja satu hal jong kita rasa tidalr djudjur ialsh tjara mercka dalam

mentjcba-tjoba.....
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ntjoba=t joba untuk memberikan kesan pada masjarakat bahwa Pesnetapan
rosiden No., 6/1959 ini adalah maunja dan kehendaknja Menteri Dalam Ne-
seri/Otonomi Daerah Ipik Gandamane sadja, Bahkan menurut hemat kita tu-
duhan atas diri Menteri Ipik, bahwa dia telah tergesaegesa dan pergi
"ment jegat" Presiden kc¢ Tandjung Pinang, dan se=-o0lah2 semuanja itu dila-
kukan dengan "ter-buru2" dan sepcrti "dipaksakan", adalah tidak beralasan
sama sekali,

Kalau kita menoropong atas diri mercka jang memberikan suara tidak
setudju itu, biar dennan alasan dan dalih apapun, apabila alasan dan da-
lih jang di-tjari2 dan men-tjobaZ pula bersembunjl-sembunji dibelik kata
"demokrasi" dan "kedaulatan rakjat", maka setjara tersas dan tanpa tedeng
aling? kita katalran disini bahwa suar2 mereka itu didasarkan dan digema-
kan keluar atas dan untuk kepentingen mereka sendiri, Dan alangkah naif
djodinja bila diantara mereka itu ada jang tidak sctudju korena berke-
aendak menjelamatkan beberava gelintir orang jang kebetulan beropposisi
szbagal "dircektur'! atau "direktur kctjil" dalam partainja,

Kita benar2 mentjela sikap pihak jang scperti itu, jokni plhake
jang hanja untuk kerentingcan beberapa orang atau katakanlah segolongan
orang, dengan tidak maluZ mentjoba-tjoba mengorbanlkan kencntingan orang
hanjak, kcpentingan rakjat dan ncgara ini dalam kescluruhannja,

Presidcen Sockarno telah berekall2 bahkan tidak djemu2nja mengemu-
kakan dalam tiap kesempatan jang adeo, agar kita semua dapat bertindak
dan berbuat sesual dengan kepentin.an nusa dan bangsa dalam keseluruhan=-
nja, dapat melctakkan kepentingan nusa dan bangsa itu tadi diatas kepen-
tingan lainnja, apalagi kepentingan itu hanja kepentingan beberapa orang
atau paling banter scgolongan orang,

Kita minta pcrhatlan dan konsckwecnsi tindakan dori semua pihak dan
golonsan jang telah memberikan dukungannja sctjara hebat atas idee kem-
bali ke UUD'45 barul ini, dan seperti jang ternjata, goloncan pendukung
idee kembali ke UUD'45 adalah golongan jang terbesar apgar dalam kataZ2
dan perbuatan dapat meletakkan kopentinecan negara dan bangsa ini diatas
segala kepentingan lainnja,

Jang paling penting pula kita harapkan kewaspadaan dari pendukunge
idec kemball ke UUD'45 itu, agar djanganlah dalam kescmpatan "berdeda
randeng dan plkir" sekitar Penetapan Presiden No., 6/1959 ini persatuan
dan kekompakan kita dapat dirctakkan olch golongan2 lainnja jang sedjak
semula memang mcecnentang atau ragu2 untuk kemball ke UUD!'45,

Bahkan kitapun harus awas dan wospada terhadap pihak jang mendukung
Penetapan Presiden No. 6/1959 ini sctjara palsu; setjara tidak ichlas
jang tidak kurang behajanja dari sikap orang2 jeng dlidepan Prcsiden Sco-
karno berkata "ja" sambil mantuk2 dua bclas kali, tepi dalam hati ketjil.
nja "grumit" dan "bergcma' kata "tidak" atau "lihat dahulu".

Kepalsuan dan kctidak ichlasan dari orangl jang katanja mendukung
idco kembali ke UUD'45 ini, harus kita porhitunglkan pula baik sckarang
naupun dalam waktu2 jang akan datang,

Mereka se.cesee
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Mereka jang mendukung idee kembali ke UUD'45 dan mcndukung pula
Penctapan Presiden No, 6/1959 ini tapi setjara tidak djudjur dan tidak
ichlas sesungguhnja pula lebih berbahaja dari plhakZ2 jang menentang
dan tidak menjetudjuinja sedjak semula.

Terhadap mereka jang untuk waktu ini belum dapat menjetudjui 1si
Penetapan Presiden No., 6/19059 in), kita minta perhatian dan kesadarannj:
untuk menindjau sikapnja itu, scbab bila kita setudju terhadap "re-
tooling" dalam badan2 pemerintahan dipusat, mencapa kita tidak menjetu-
djuinja bila hal itupun dilakukan di-daerahZ, Bukanksh kita harus men-
tjari dan mengusahakan adanja keseragaman dan keharmonisan bckerdja se-
d jak dari pusat sampai kedaerah? .

Bukanlah kita harus segera mencachiri dualisme dalam nimpinan. pe-
merintahan daerah jang berdasartan UU 'To, 1 tahun 1857 itu?

Kalau kita menjetudjui Jan dapat menerima diberikannja kedudukan
jang kuat pada kabinet kerdja ini sesuai dengan UUD'45, mengapa kita
mesti menolak untuk memberikan kedudukan jang kuat pula pada Kepala
Daerah agar dengan kedudukannja jang lkuat 1tu segala rentjnna pembangun-
..an dan ussha lainnja jang bertudjuan memakmurlan rakjat danat berdjalan
setjara balk dan teratur, jang tentu sadja, seralanja itu disesuailkan
dengan apa jang ada dan terdjadi dipusat,

Bila kita biarkan Kepala Dacrah itu, sesuai dengan UU Nc. 1 tahun
1957, dipilih dan ditentukan oleh DPRD, kerudian DPRD pun dapat mendja-
tuhkannja kembaii, maka kita luatir hal jang sama sifatnja dapat terdja-
di seperti nasibnja kabinet2 kita jeny terdahulu dalam djamannja sebelur
dekrit Presiden, dimana tiap kabinet cleh DPk daprat didjatuhkan, dapat
didjegal, depat disabot serala usahanja, Dan segela pendjecclan atas
tiap kabinet itu hanja didasarlan kehendalk dan nafsunja beberapa pemime
pin partsi sadja jang bertjokol dalam LPR jang helun di-retool dulu itu,

Untuk mendjoga dan agor tidak berulangnja penjakit kepartaian se-
perti dulu itu dalam hal djegal mendjegal, kita pahami mengape delam
penetapan Presiden No. 6/1959 desebutkon bahwa Kepala Daerah diangkat
oleh Presiden untuk dserah tingkat I dan oleh Menteri Dalom Negeri untuk
dasrah tingkat II; dan pengangkatan ini dilakukan dari tjalon2 DPRD jang
beraangkutan, Pertimbangan lain jang kita maksudkan diatas tentulah ner-
timbangan untuk kepentingan nusa dan bangsa delam keseluruhannja.

Sebagai tjontoh, tentu dapat dikemukakan disini bohwe kita umpamenj:
tidek dapat menerima dan menjetudjul bila Kepala Daoreh jong dihasilkan
oleh DPRD jang bersangkutan, adeslah orang jong tidak danat mencrima idee
kembali ke UUD'45, mereka jang mencntang idee itu atau mcreka jang ragu2
atas idece kembali ke UUD'45, tersebut. Dan jang paling tjelakanja logi
bila Kepala Daerah jang dihasilkan oleh DPRD tersebut adalah orang jang
sepaham dan sckwalltet serta bermentalitet seperti beberapa pemimpin
pemberontak jang kini scdang ganasZnja dan sedsng gllaZnja mendurhakai
Republik Proklamasi kita ini, 4pa jeng depat kita katakan terﬁaop Kcepala
Dacreh jang seperti kita katakan diestas itu? Tidak lain don tidak burkan,
"Innalilahi wainnailaihi rodjiun™ bukan sedja terhadan rakjat didnaersi, ..
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1.daerah jang bersangkutan tapi djuga untuk kelangsungan dari harmoninja
‘nhbungan pusat dan daerah tersebut. Dengan kepala Deerah seperti itu,
cakjat bisa "mati' dan keharmonisan hubungan dengan pusat bisa "modap"
sama sekali, ‘

Kita tentu sadja tidak dapat membiarkan ada daerah jang karena
lalulintas perdagangan dan keadsan alamnja dapat makmur dan bahopia,
sedang daerah lain karena alasan jang scbeliknja bisa mslarat tidak me=-
nentu, 4al ini tentulah tidsk sesuai dengan salah satu tjital kita jakni
satu masjarakat jang adil dan makmur dari Sahang sampal Meraulke,

Bahwa Kepala Daerah akan diberi kedudukan sebagal pegawai negeri
jang tentunja lenss pula dari ikatan kerartaian, adalah satu hal jang
sewadjarnja, dan sama wadjarnja seperti anggotaZ Badan Pemerintah Harian
jang djupga harus bebes dori keanggotaan partai politik, Baik Kenala Dae-
rah maupun anggota Badang Pemerintahan Harian jang notabene semuanja se=-
dapatZnja diambil dan diangkat dari tjalon2 jang dimadjukan oleh DPRD;
dalam melaksanakan turasnja adalah lumrah dan semestinja tidak dipenga-
ruhi apalagi didikte oleh Dewan Pimominan sesuatu partai, Apa jang dila-
kukan dan ditindakkan oleh Kepala Daerah berssma anggotaZ Badan Pcmerin-
tah Harian tersebut harus merupakan satu tindakan jang sedjadjar dengan
apa jang digariskan oleh pemerintah pusat, jang sekarang ini sama sekalil
tidak tergantung dan tidak dipengaruhi oleh partaiZ, Pengaruh kepartaian
Jang di-enjahkan dipcmerintah pusat, harus di-enjahkan pula dari semua
pemerintahan dacrah., Sehingga denzan demikien, kita jakin tidak akan
terdjadl pertentangan pendapat atau simpang siurnja rentjana dan pelake-
sana2annja. )

Apakah tjalon2 doari DPRD jong diangkat kemudian sebazai Kepala Daew
rah dan sebagal anpggotaZ Badan Pemerintah Harian, jang kemudian mening-
galkan dan mengenjahkan kartu anggota pertainja masing2, dapat dikatakan
Ymendurhakai para pemilihan jang telsh memberilan suara padanja dglam
pemilihan umum jang lalu? Dan apekah hal ini tidak sesuai dengan "demo-
krasi'? Kita tercngkan ini besok nagi, dalam rangka dukungan jang kita

berikan atas Penetapan Presiden No. 6/19592 ini,
(Pemuda, 12/9-159).

BATALKAN PP,NO., 6/1959.

Reaksi masjarakat jang begitu santer terhadap adanja PP No. 6/1959
sebagail hasil karja dari Menteri Ipik Gandamana rasanja sudah tjukup
mendjadikan bahan pertimbangan bagi pihak jang bersangkutan untuk segera
mengambil tindakanZ jang tegas jritu menindjou/menarik kembali peraturan
tersebut dan membiarkan UU No. 1/1957 as she 1is.

PP No. 6/1959 jang pada hakekatnja telah mcngekang demckrasi dimana
pelaksanaannja pun dilakukan dengan prosedure jang menjimpang daripada
ketentuan UUD 1945 telah tidal: sadja menimbulkan reaksi jang hebat dika=-
langan mas jarakat supaja PP No. 6/1959 itu ditjabut kembali, tetapi djug.
telah menimbulkan pula tuntutan masjarakat agar supaja Menteri Ipik Gan-

damana sebagai pentjipta PP No. 6/1959 itu diretool,
Rasanja....o
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Rasanja bukanlah suatu hal jang aneh djika didalam keadaan seperti
sekarang ini ada sementara golongan jang karena tidak odanjn slkap kon-
sekwon dan sportif berusaha menimbulkan kckat jauonZ dvnc”n membelokken
sasaran reaksi masjarakat itu dari orang2 tertentu kenida Presiden Soe-
karno selaku penanggug djawab daripada Kahinet Ferdja. s

Djika kita pernah mendcncor Presiden Soekarno menjatslon bahwa Men-
teri2 Kabinet Kerdja 1rl se-wolktu2 bisa digantl apablila teorrjata tidak
dapat melaksanakar tuzasria sebarai peloksana UUD'45 maka inilah alasan
jang terutama dari macjaratat acar Menteri Ipik diretool dan sekarang
inilah rasanja wakta jarzg bcik bagi Menteri Ipik untuk menundjukkan ada
ateu tidaknja sikap: konecel-iren atau sportief padanja,

Memang untuk mempertahenkan karyanja itv lMertori Ipik bisc berbuat
apa sadja, sesuai dengar kekues2ansja misalnja merb2tellan konperensi
antar daerah swatantra tingkat I, mclarang membitjscn..an masalsa PP No,.
6/1959 dan lain sebag:ir ja jang bertentangan dengan der.okrasi,

Tetapil itu bukaniah tjara jang tepat dan djudju- vrtuk manjelesaikar
persoalan PP No, 6/1050 itu.

Djika kita memang berar2 mau dengan lonsekwen & sporticl kombali ke-
pada UUD 1945, maka jarg punting untuk menjelesaikan PP No. €/1759 itu

. / -
jalah: Batalkan PP No. 6/1859. (Djawa Timur, 21/10-159),

MINTA KEBIDJAKSANAAN, » i

Lepas dari setudju atau tidak setudju kepada PP No. 6/1959 setiap
orang akan merasakan bahwa masalah ini didalam pembitjaraan sehari-hari
sudah merupakan "topics" mendjadi pokok pergundjinran jang sengit,

Dilihat dari =egi perlunja ada suasana ketentraman malka diharapkan
ada suatu tindakan susulan jang dianpgap dapat rengﬂmballkan persoalan
itu kedalam suasana jang baik,

Rupanja, satu hal sadja jang dapat dianggavp merupskan faktor pen=-
djernihan adalah apabila masalah PP No, 6 ini dibawa dan diperbintjangkan
dulu didalam sidang DPAS jang alan berlangsung tgl. 20 bulan ini. Pemba-

nasan dan penjorotan jang meneliti faedah dan moderatnja oleh DPAS set ja-
ra kollegial dan kollektif ini diharapkan dapat memberikan suatu kepuasan
itau kedjernihan permasalahan,

Usul ini logls kita anggap,. Sebab, andaikata sekarang ini Femerintah
sudah memerentahkan untuk memuleil operasinja sebagail kongkritasi penglak-
;anaan PP No., 6 dan ternjata nanti DPAS mengadakan "apaZ2" baik perobahan
tisana sini atau pokokZ2 pikiran jaﬁg berlainan maka nantinja akan mere-
otkan aparatur Pemerintah scndiri untuk meajelaraskan diri dengan keputu:
-n2 DPAS mengenai PP No.6,.

Untuk menget jilkan kemungkinan terdjadinja simpone siur dan ketidak
tabilan perundanganZ itu sendiri kaml mengusulkan acar supaja Pemerintah
ersabar sedikit, menunggu apa kiranja jang alran diberikan oleh D2AS se-
1gal penilaian terhadap fasdah atau tidak faedah PP No. 6.

Dijura sov.en.s
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Djuga effek kepada publik akan bisa dinaikkan mutunja apabila masa-

11 ini diserahkan kspada DPAS terlebih dahulu untuk membahasnja,
Sebagai suatu Badan Pertimbanzan jang begitu tinggi sudah selajek=-
1ja dibebankan suatu kewadjiban untuk menelitl suatu masalah pokok pula,
sehingga apapun jang akan terdjadi nanti akibat PP ¥o. 6 sudahloh mbla-
lui tangannja DPAS,

(Duta Masjarakat, 16/10-'59),

3IDANG DPA (I).

Hari ini Dewan Pertimbangan Agung (D,P.A.).akan mulai dengan sidang-
nja ke III, Diantara beberapa atjara penting jang akan dibitjarakan, ter-
japat suatu soal jang sekarang sedang hangat mendjodi pembit jaraan, Scal
jang kita maksudkan tidak lain jalah tentang PP No. 6., '

Penetapan Presiden No., 6 menurut berita jang sampai kepada mas ja-
~akat, malahan akan mendjadi atjara jang pcrtama dalam sidong ke III
dewan Pertimbangan Agung ini. .

Dalam hubungen ini terus terang kita menjatalan, bahwa Presiden
Soekarno sebagai Ketua Dewan Pertimbangen Agung telsh menentukan satu
kebidjaksannan jang pantas kita pudji, Ketentuan Presiden Soekarno seba-
cal Ketua Dewan Pertimbangan Agung untuk membit jarakan masalah PP No. 6
dan menaruhkan sebagal atjara pembltjaraan jang pertama benar2 merupakan
kebildjaksanaan jang terpudji. Dan dengan ditempatkannja masalah PP No,.6
mendjadl atjera jang pertama dalam psrundingan atau musjawarah D.P.A,
menambah kuatnja elasan atau pendapat b2hwa memang soal PP No, 6 beserta
implimentasinja wadjib setjara serius mendapat perhatian,

Didalam menilai m23alah PP No. 6, djika dilihotnja dari suara pers
sudah tjukup terang, bahwa sebahagian besar mecnghendaki kebidjaksanaan
jang see=besarZnja didalam mengatur susunan Psmerintahan Daersh, Jjang
sampal sekarang ini diatur dengan Undang2 No, 1 tahun 1957,

Djelasnja scbahaglan besar menghendaki agar sunaja Pemerintahan
Daerah diatur demikian rupanfa, sehinggn sifat otonomi jang demokratis
tetap tecrdjamin.

Djika dinilai dari sudut pendirian partaiZ2pun kiranja sudah pula
diketahul dengan djelas, bahwa sebahagian besar berat menerima PP No.6
jang dlang~apnja tidak bisa memenuhi keinginan2 jang tertjantum dalam
idee otonomi jang demokratis. Empat partai besar, dalam hal ini PNI,
Masjumi PKI dan WU sudah tjukup djelas pendiriannja didalam menghadapi
masalah PP No. 6. Dan masalahnja bukan karena keinginan untuk memperta-
hankan peranan partal scperti disuarakan scmentara golongan, akan tetapi
karena mas2lahnja memang benar2 harus dilandaskan pada scndi2 otonomi
jang demokratis, Adalah sangat naif apabila satu partal menolak PP No,6
hanja karena pikiran akan kehilangan kedudukan., Sebab memang hukan itu
jang mendjadi masalah pokok, Pokok masalahnja djustru terletak pada
prinsip2 otonomi demokrasi dalam rangka Undang? Dasar 1945 jang djelas
terdjamin dalam pasal 18,

Demikicnlah eecovee
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Dem: kianlah maka pokoknja suara masjarakat sudah memberikan keman-
dany jang tegas djelas, betapa santernja arus jang tidak menjetudjul
pengaturan pemerintahan daerah dengan PP No.8., Dan perdjoangan setjasra
legaal jang dihalalkan oleh hukum berbagai matjam golongan, sementara
ini teleh menundjukken hasilnja jang positip; ini djelas terbukti denga:
keputusan Menteri Dalam Negerl setelah mengadakaﬁ konperensi dinas A4i
Bandung tanggal 14 dan 15 Oktober jang baru lalu,

Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk msengundurken waktu penggugurai
keanggotaan DPRD dan pelaksanaan PP No. 6 djelas merupakan hasil2 jang
positip dari perdjoangan untuk mempertahankan sistim Pemsrintahan Daera}
jang demokratis dan sesual dengan sendi2 otonomi,

Oleh karena itu sudah wadjar, apabila Dewan Pertimbangan Agung di=-
dalam menilai masalah PP No. 6 inl mempergunakan segala kenjataan jang
dihadapinja sekarang sebagal bahan untuk menentukan hasil musjawarahnja,
Dan kita pertjaja penuh, bahwa Dewan Pertimbangan Agung achirnja sesuai
dengan kedudukannja akan mengusulkan kepada Pemecrintah, agar supaja su-
sunan Pemerintahan Daerah diatur demikian rupa, sehingga tidak menjim-
pang dari Manifesto Politik jang diutjapkan olsh Presiden Soekarno pada
tanggal 17 Agustus jang lalu, dan tetap berlandasan pada Konstitusi Jang
berlaku sekarang. Dengan lain perkataan, masjarskat ingin monaruhkan ke.
pertjajaan, bahwa Dewan Pertimbangan Agung akan mengusulkan kepada Pre-
siden Soekapno, lewat ketuanja, agar supaja PP No. 6 ditindjau kembali,

(Sulindo, 20/10-159),

TIDAK ADA ORANG LAIN.

Didalem pesawat udara jang menderu diangkasa meninggalken pelabuhan
Tandjung Pinang beberapa waktu jang lalu, duduklah Menteri Dalam Negeri
Ipik Gandamana dengan tenang dan bangga bahwa beliau adalah orang pertam
jang mendapat kemuliaan membawa titah agung PP No, 8, Saat itulah untuk
pertama kalinja dimaklumkan kepada rakjat oleh Menteri Chusus Muhammad
Yamin, bahwa Peraturan Presiden adalah anak langsung daripada Dekrit dan
ia bermartabat jang lebih tinggil daripada segala UndangZ2,

Presiden telah membubuhkan tanda tangan beliau selaku penanggung-
djawab tertinggi, sesual denzan kedudukan "Peraturan" itu, jang menga-
tasi segala undang2 jang kiranja tidaklah dapat dipertanggung-djawabkan
hanja oleh seorang Menteri belaka,

Lebih daripada itu Presiden/Panglima Tertinggi, sebagai pentjipta
tunggal daripada Dekrit atas kehendak hakjat terbanjak, tentunjalah
memahamkan sedalam~dalamnja kemana beliau akan bertolak dengan pembue-
buhan tanda tangan tersebut, .

"Governer ctest prevoir", Momerintah ialah memandang kedepan.

Dalam perkembangan achir2 ini PP tsb, mendapat tantangan deri %cr-
bagal pendjuru, PKI sebagal pcnantang utama dan dengan tjara2nja jang
spesifik. Serangan njata ataupun tidak ditudjukan kepada alamatnja Men-
terd Ipik Gandamana, Mentori jang pada hakekatnja hanja beroleh kehor-
matan untuk membawa titah agung itu dari Tandjung Pinang ke Djakarta.

Kird o . -n
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" 11 masaleh PP ini mendjadi buah pongupasan Dewan Pertimbanran Agung.

Peraturan Prcsiden itu bukanlah Peraturan Pemcerintah,

walaupun kami adalah fihak jang sedjak scmula berbeda dengan Mr,
vuhammad Yamin masih meragukan dasar hukum daripada adanja "Peraturan
Presiden" terscebut, sctjara moreal dan keblasaan politik, sukarlah une
tuk mentjari pertangéungén djawob lain daripada beliau Presiden Soeckarno
sendiri, _

Sjukurlah Presiden Sceokarno merangkap pula mendjadi Ketua DPA, se-
hingga dengan demikian suatu "show down" (adu kuat) antara DPA dan Kabl-
net daopatlah dihindarkan, berkaot wibawanja Presiden Sockarno,

Berlainan halnja dengan DPA, konon masalah PP No., 6 inl akan diba-
has pula dalam DPR, dengan dipelopori oleh P¥I, Disini Precsiden bukanlah
merangkap Ketua DPR., Tapi sebhaliknja Presiden teotap penanggung 4jawab
jang tertinggi. Sebagai Kepala Pemcrintah, _

Pembahssan didalam DPR, sesuai dengan kedudukan lembaga demokrasi
tersebut scbngai badan jang setjara konstitusionil turun membentuk un-
jang2, persoalan PP No, 6 ini kan mempunjal dua aspek pembahasan jang
sama dalamnja, Pertama materi daripada PP No. 6 itu sendiri jong kini
telah didahului oleh DPA, dan jang kedua hakekat hukum daripada Peraturan
Presiden jang perlu pule kiranja mendapat penindjsuan jang chusus pula,
karena ia adalah suatu presiden jang dapat menentukan martabat hidup
jang tevhormat dari DPR itu sendiri,

Dalam hubungan ini menurut pendapat kami, aspek inilah jang per=
tama2 harus diselesaikan lcbih dahulu oleh DPR, torlepas daripada sete-
ngah lusin materi Peraturan Presiden tersebut, jang masing2nja pada wake-
tunja akan mendapat giliran pembahasan dan tieda lolos dari mimbar demo-
krasl satu2nja jang kini maesih ada itu. v

Bagaimanapun djuga, perkembangan jang a':an datang, berbeda dengan
perkembangan? dimasa jang lalu, jang ditentulian oleh perimbangan partai
politik, maka perkembangan sekarang ini akan lebih ditentukan oleh ke~
teguhan sikap dan wibawa Penanggung Djawab Peraturan Presiden itu sen-
diri, ialah Presiden bertanggung djawab penuh Soekarno,

Tidak ada orang lain If1 (Abadi, 21/10-159)
» L4

SEHABIS DI DPA KE DPR PULA.

Beberapa anggota DPR dari fraksi2 PKI, PSII, Perti, Nasional Pro-
gressif dan Pembangunan hari Senen jang lalu telah memasukkan usul re=
solusi tentang PP No, 6 tahun 1959 dan disitu diharapkan a,l. kebidjak-
sanaan Presiden/Panglima—Tertinggi, agar menangguhkan pelaksanaan PP
No. 6/1959 untuk ditindjau kembali,

Tanggal 8 Oktober jang lalu "Antora" memberitaken, bahwa enam fraks
dalam DPR jaitu PNI, Masjumi, NU, PKI, Nasional Progressif dan Pembsrgun
an telah menjanggupi akan membawa persoalan Ponetapan Presiden No.5/1359
tentang pemerintahan daerah kcdalam forum parlemen.

Kesoncgupan eeeees o
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Kesan-gupan itu diberikan kepada delegasi DPRD Swatantra II Tjila-
tjap, jang datang menemul wakilZ fraksiZ2 tsb, tadi,

31la kita bandingkan kedua hal diatas ini, maka tcrnjatalah, bahwa
achirnja tjuma PKI jung madju kedepan didslam DPR untuk mempersoalkém
PP No. 6/1959, Mesjumi, NU, dan PNI tampoknja tidal: hadir dolam daftar
jang menanda tanganl usul resolusi tentang PP No. 6 itu,

Apskah jang sudah terdjadi? Apne'nh berita "Antara" tadi tidek benar
djadi ia tjuma mengada-ndolran s8ndja? Ataukeh Masjuri, MU dan PNI mempuni
beleldnja sendiri dsan tidak mau satu biduk denran PXI,

Move jong dilekukan olch PKI denran memosulan usul resolusi tadi
discskreteriat DPR henundjukkan pula bapaimana kaum komunis didalam aksi
melawan PP No. 6/1959 tclah mempersiap'~on beberapa garls atau linle per-
tahanan, dari mona dilantjarlan scrangan pelitik, Sebacal diketehul see
kareng ini Dewan Pcrtimhancan Arung Scmentara ssdang mempcerbintjengkan
PP No. 6/1959, Dengan tidak menunggu dulu basaimana gelagntnja pembi-
tjeraan disitu don apa hasilnja siang2 PKI telah mcmasang kuda2nja dan
memparsiapken DPR scbapai mcdan berikut tempat membitjorakan PP No, 6.
_Djadi dopant diibaratkon, bohwa epabila DPA merupakan linle pertama, mak:

DPR akan didjedikan linie kedua, |

Rupa2nja PKI merasa, bahwa i1cloh pihek jann paling terkena akibat
PP No. 6 atau retooling pemerinizhen dacrah sesuai den: an kembalinja ke
UUD!45 itu, dan korena itu ialah pula jang paling gigrh menentang?

Berita2 pers menjataken, bvahwa di Atjch, Sumetera Timur, Sumntera
Selatan, Sulawesi dll, tidak eda didjudpoi kcsulitan2 didolam pelaksana:
PP No. 6. Segoala sesuatu berdjnlan lantjar sadja disitu, Memang agaknja
begitulah kcadaan umumnja didoerghed2crch diluvar pulau Djawa.

Lain halnja densan keadoen di puleu Djown, Topl djsn~an dilupakan
pula, djustru di Djawalsoh tempat bentongnja "rT, sepertli misalnja di Dj-
wa Tengah don Timur, Make dengon sendirinja disitu PRI Jang paling menc:
tang dilaksanokannja PP No., 6/1959. Sekonjons=konjong PEI bangkit msndj:
di pehbcla demokrasi formil narlcmentcr, Tontulah sikap 1ni sema sekall
tidak konsckwen lagi,., PKI=-loh jang paling bersemangat menggasak demokra:
pdflemonter dan puntjak daripada sikap ini diperlihatkannja, tatkala ia
menjokong pembubaran konstituante, badan pembentuk UUD tetap, hasil pi-
lihan rakjat itu dan menjatakan, hohwa 1a tidak bersedia lagl menghadiri
sidang?2 konstituante. Tapil dcnran beglitu pula PHI teloh mendjatuhkan vor
nis terachlr atas kehidupan pertai2 scbagail tiang dan pengompu demokrosi
poarlementer, Atas kchendak sendiri dan atas p.rhitunron politiknja, PKI
telah molopas?an hak2nja.

Meka djikalau kini sotelah Dokrit Presiden dikeclparkan tgl., 5 Djuli
Jl. jeng notabene disokong oleh PLI scndiri, sctelah pemerintahan di Pu-
sat diretool dan sebagai konsckwensi daripsda itu djursa pemerintahan di-
daerah hendak diretool, PXI lalu kembali menagih hak2njo jong telch di-
lepaskannja tadl itu, dan molantjarkan aksil untuk menentang p:l-ksonsen
PP No. 6/1959, satu2nja joang dapat dilkatakan ialsh bahwa silap PUVI itu
tidak berudjung pangkel, mau jang enak diawek sadja. Personloreeees.
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Persoalan sekitar PP No. 6/1959 tampaknja akan lama lagi diperibute
<1 oleh PKI., Sehabis di DPA, akan menjusul di DPR pula,

(Pedoman, 21/10-159),

{ENGHADAPI PELAKSANAAN PP,NO, 6.

Mengenal masalah Penctanan Presiden Yo,6 jang menimbulkan heboh da-
lam mas jarakat, Presiden telah mengambil pendirian, Pendirian Presiden
telah diumumkan dalam sidang Dewan Pertimbanran Agung jang ke III baruZ
ini, Apa isi pendirian Presiden, sampal sekarang belum diketahui oleh
nasjarakat, Sebab masih harus ditunzgu pengumumannja jang resmi dari Pe-
nerintah, Tetapi jang penting, Presiden telah menetapkan satu pendirian,
Dan kita pertjaja bahwa didalam menentukan pendirian, Presiden sudah bi-
sa dipastikan tentu memperhatikan dengan sepenuhnja reaksi mas jarakat
jang timbul, Sebab kita mengetahui dengan passti, bahwa Presiden didalam
tenetapkan sesuatu, selalu tidak meninggalkan suara rakjat,

Berkenaan dengan sudah adanja ketentuan dari Presiden mengenai PP
lo. 6, maka sckarang timbul pertanjsan bagaimanalrah silap kita selan-
djutnja, didalam menghadapi pelaksanaan Yenetapan Presiden tentang veng-
aturan Pemerintahan Daerah tersebut,

Dengan tidak banjak reserve kita berpendapat, seluruh masjarakat
harus membantu terlaksananja pendirian Presidcn. Tegasnja masjarakat ha-
rus ikut serta setjara aktip, agar supaja pendirian Presiden mengenal
nelaksanaan PP No. 6, dapat direalisir sebagaimana jang dikehendaki oleh
°residen, Tidak terdjadi penjelewengan jang bukan2, Dengan lain perka=
taan, para anggota DPRD dari golongan apapun sudah selajaknja ikut serta
membantu terselenggaranja susunan Pecmerintahan Daerah seperti jang ter-
maksud dalam pendirian Presiden, Singkatnja, seluruh masjarakat harus
memberi bantuan sepenuhnja, agar supaja susunan Pemerintahan Daerah da-

nat diwudjudkan sesuai dengan apa jang terkandung dalam pendirian Presi=-
den, sepertl jang telah diumumkan dalam Dewan Pertimbangan Agung.

Kita berpendapat dan bersikap seperti diatas, bersandar dua alasan
Jang penting dan prinsipil,

Pertama, kita sudah berpajah-pajah dan berkeras tekad memupuk per=-
kembangan Pcmerintahan Demokratis di Indonesia, baik dipusat ataunun di-
daerah, Dan pemilihan umum jang mendjadl sendi2 pemsrintahan jang demo=-
kratis di-daerah2, telah banjak terselencgara., Maka adaleh tidak beralasal
apabila sendi jang telah diletakksn ini ditinggalkan,

Kedua, kita berkecjakinan, bahwa pendirian Presidcn mengenai pelak-
sanaan PP No, 6, pasti disesuaikan dengan suara rakjat jang menggleger
dan keras menggelombang, Ditambah lagi masjaralat selalu meletakkan ke-
pert jajaan, bahwa Presiden Soekarno didalam melakulran-kebid jaksanaan me-
megang Pemerintahan, pasti tidak akan meninggalkan rakjat., Dus djuge di=-
dalam melaksanakan kebldjaksanaan tentang PP lo. 6, Presiden tidak akan
meninggealkan suara rakjate. Kepatuhan terhadap Presiden jang berulang kali
1idengungkan, memperkuat alasan untuk ikut serta membantu terlaksananja

' penjucunan «..eve
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pen, .sunan Pemerintahan Daerah seperti jang ditentukan oleh Presiden,

Denr-an adanja sikap demikian, sudeh bisa dipastikan akan timbul
pikiran: djika demikian, maka terang pendirian atau sikap itu tidak
konsekwen., Sebab sedjak semula dengan keras menentang PP No, 6.

Kita tidak sependapat dengan pikiran demikian, Kita tidalk hisa me-
nerima bahwa sikap ikut serta membantu pclaksanaan pendirian Presiden
tentang PP No, 6 dikatakan sebagai sikap jang tidak konsekwen.

Sebabnja: kita hidup dalam satu negara merdeka, Bukan -Negara kolo-
nial, Bukan Negara pendjadjahan, Indonesia sudah merupakan Negara na-
sional jang merdeka, djauh berbeda sifatnja denran perdjoangan di~-masa?2
pendjad jahan, Sifat perdjoangan non koperasl negatip jang merusak. Lagi
pula kita sudah menentukan garis perdjoangan politik setjara pariemente;
Dus lewat saluran2 legaal jang dihalalkan cleh hukum, '

Sebab setiap perdjcangan jang dititilk beratlan kecpada sifat2 extra
parlementer jang destruktip dan non-koperatip, berarti djustrﬁ merusak
sendi? }ehidupan demokrasi jang sedang berkembang. Apalagi djika per-
djoanran extra-parlementser dititik beratkan kepada sifet2 jang negatip,

. maka achirnja akan tidak djouh berbeda denran perbuatan kaum petualangar
pemberontakan, jang sedjak loma merusak keselamatan negara dan tidak
hentinja kita kutuk sampal sekarang. '

Demikianlah maka djika kita bersikap membantu terlaksananja pen-
dirian Presiden tentang PP No, 6, bukanlah merupakan satu sikap jang
tidak konsekwen, akan tetapi djustru merupakan konsekwensl wadjar dari
satu perdjoangan jang dilakukan setjara parlementer dalam satu negara
nasional, serta Negara hukum jang demokratis,

Walhasil berkenaan dengan pelaksanaan PP No, 6 dan pendirian Presi-
den terhadapnja, kita berpcndanat masjarakat perlu membantunja, dengan
pengertian, bahwa perdjoangan kearah ponjempurnaan susunan Pemerintahan
Daerah jang demokratis, masih terus merupakan suatu perdjoangan jang be-

lum berhenti,
(Sulindo, 26/10-159),

SIAPA-SIAPA PEMIMPIN REVOLUSI JANG PERLU DIRETOOL %

Djika kita berbitjara tentang sesuatu jang harus diretool, maka
dengan sendirinja hal ini berarti bahwa ada sesuatu jang kurang baik
Jang harus direvisi atau dirobah untuk mendapatkan perbailkan,

Didalam pidato pada Hari Sumpah Pemuda di Surabaja, Presiden Soe-
karno pun herbitjara tentang sesuvatu jang harus d retool, jakni retoolin
dalam pimpinan revolusi,

Sesuatu jang tidak baik atau kurang sempurna rupanja dikonstatir
oleh Presiden didalam pimpinan revolusi kita, sehingga perlu diadakan
koreksl. Pertanjaan logis jang sekarang timbul tentulah: apa dan siapa-
kah orangZnja jang dimaksud oleh Presiden Soekarno dengan "pimpinan re-
volusi" itu? Apakah dengan pimpinan revolusi itu dimaksudkan Kabinet,
DPA, DPR, Depernas dan lainZ badan2 perlengkapan nerara?

' Apaliah seeconeee
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arakah dencan paimpinan revolusi itu dimaksudkan dju-a sampai ketingkat
daerah dan tidak hanja pada Pusat sadja?

Kita tidak dapat meraba s.apa2 Jang mau'diretool oleh Presiden,
akan tetapi kita tiranja tidak akan salah duga bahwa tenaga pimpinan
jang mau diretocl tentulah menjangkut orang2 jang bertanggung djawab
dalam pelaksanaan ideal atau tudjvan negara,

"Ideal negara" ini cleh Prcsiden Sockarno telah diforrmulir dengan
istilah "sos.alisme a la Indonesia" atau "Pantjasila" jang harus membe-
rikan keadilan dan kemakmuran jang merata kepada rakjat Indonesia.

Dalam pidato jang sama, Presiden Soekarno memang telah memngetjam
pemimpin2 Indonesia jang tidak tahu awa ideal negara itu,

Kita sepenuhnja membenarkan Presiden soekarno bahwa banjak pemim=-
prin2 Indonesia jang memegang kedudukan kuntji tidak tahu atau belum ta-
hu sampal kemana makna dan hakekat sosialisme a la Indonesia itu. Ada
jang tidak me&ngertil karena ﬁemang dasar penretahuannja untuk memahamie-
nja kurang, tetani ada pula jang mengertl akan tetani lantas terkedjut
atau afgeschrikt karena melihat bahwa %erent.n-ean2 »nribadinja ternjata
dirugikan, Maka mentjobalah goloncan2 jang terachir in. mencadakan
komnromi atau tawar menawar,

Dibidang politilz dilakulkan tawar menawar dengan demokrasi terpime
pin, dibidang ekonomi d.lakukan tawar menawar dencan ekonomi terpimpin,

Tawar menawar ini dimanifestir den~an pertanjaan2 klasik dari mulut
si politikus dan sipedagang, seperti misalnja: apakah PP No, 6/59 tidak
melanggar demokrasi? atau: dimanakah batas2 bergerak bagl pedagang?2
swasta? dsb., dsb. Melajani tawar menawar begini matjam hanja mengaburkan
konsep jang telah digariskan den menimbull'an dualisme2 jang menghambat
sosialisasl jong hendak dilskukan baik pada alat2 produksi maupun di-
sektor perdagcancan, Rakjat Indonesia biar sudah merdeka tidak bisa ke~
njang hanja dengan demokrasi formil semata-mata sudah tiba waktunja bah-
wa rakjat Lita djuga blsa mengetjap demokrasi materill jang dapat me-
lengkapi dirinja dsngan tjukur sandang, tjukup pangan dan tjukup perue-
mahan Jang lajak. Pimpinan revolusi atau tenagaZ pelaksana Jjang ber-
tanggung djawab dalam pelaksanaan daripada "sosialisme a la Indonesia" .
itu dengan sendirinja tidak biss dan tidak boleh tordiri deari orang?2
jang tidak mengerti, apalagi jang menszhembat ideal negara tadi, Dan
apablla Presiden Soekarno mengkonstatir bahwa ada orang2 didalam pim-
pinan revolusi jang kurang tjerdas atau tidak mau mengerti akan bentuk
dan hakekat sosialisme a la Indcnsesia, maka sudah sepatutnja orang2 itu

di-retool. (Merdeka, 31/10-'59),

MENTERI IPIK M:NDJELASKAN SOALNJA,

Menteri Dalam Neperi/Otonomi Daerah Ipik Gandamana dalam tjeramah-
nja di Medan dihadapan 5 orang Gubernur se Sumatera, anggota2 DFRD
tingkat I dan II serta para pembesar sipil dan militer didaerah itu tc-~
lah mengatalan antara lain: ) "Timbulnja oce,-..
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"7irbulnja Penetapan Presiden No., 6/1959, bukanlah kesalahan saja,
bukan djuga kesalahan Bung Karno, tetapl adalah kesalahan kita serua,
jang menginginl dan meminta kemball ke UUD'45, maka Penctapan Preaiden
N0.6/1959 tsb, merupakan follow=-up dari kembali ke UUD'45 ltu jaitu
mengadakan retooling semua badan2 Pemerintahan setjara revolusioner dan
radikal", demikian menurut sebuah berita "Antara",

Kenapa Menteri Ipik samnal mengatalan antara lain, baawa timbulnja
PP No. 6/1959 itu, "bukenlaoh kesslahan saja?" Kite tidak tahu, akan te=-
tapi dengan keterangannja itu Menteri Ipik telah reluruskan versi bange-
kok Jjang timbul selama dilantjarkan agitasi menentsay PP no. 6 beberapa
waktu jang»lampau, se=-o0lah2 Ipiklah jeng mendjadii vcicnzkeladl dibelakang
PP No, 6 itu, Orang telah menggambarkan perginja M3n.cri Ipik tempo hari
ke Tandjung Finang untuk menermi Presiden disana se~oclah2 sebagail suatu
tindakan Mephistopheles,

Oﬁéng mau menimbulkan kesan, bahwa Menteri Ipik telah bertindak
sendiri sadja tanpa sepengestahuan dan persetudjuan Presiden, dan oleh
_karena itu Ipiklah jang harus bertancrgung djawab atau jang bersalah ada-
nja., Kini dengan keteranpran tadl itu peda hakekainia Menteri Ipik telah
mendjawab dengan djeclas kepada PYI dan PKI, Jje':ni pihak2 jang tadinja
sangat menentang PP no, 6, bagairmana kelirunja gambaran jang mcrcka be=
rikan se-olahB‘Ipik jang bersalah, '

Lebih lagi dari itu, Mentcri Ipik mengoatakan dju-a sebetulnja, bah-
wa "semua jang menginginl dan meminta kemoali ke UUD'45" djadi dengan
sendirinja turut termasuk didalamnja FNI dan PXI, adalah tidak bebas
dari kesalehan, Dengan lailn perkataan, Menteri Iplk mau mengatakan, bah-
wa PNI dan PXI kini djursa harus turut memikul konsekwensiZ dari sikap
politiknja. Bat' bunji pepatah: Tancan mentjentjang behu memikul,

. Walatipun dalam pelaksanaan kemudian dari pada PP No, 6 itu telah
terdjadi perkembanganZ jang lain, nanun sebaiknja perlu djuga orang di-
peringatkan sebentar akan halZ2 jaig disebutkan tadi, |

Setelah PP No. 6 diperbint;angkan dalam Dewan Pertimbancan Agung
dah Presiden memberiksn kcpuﬁusannja disitu (jeng sampai menulis ini
belun djuga diumumkan), maka tampaknja suasana sudah mulai reda sekitar
PP No. 6 itu. Surat kabar "Suluh Indonesia" telah menrandjurkan, supaja
kinl menjokong pelakssnoan PP No, 6 itu, walaupun resminja belum di=-
amumkan keoputusan Presiden tentang soal 1itu,

Kaum komunis rupa2nja telah menerima keputusan Presiden itu seba-
ral sesuatu jang welkom sckall, sebab dengan demikion terbebaoslah ia
lari tindakanZ jang hanja akan menjulitkan kedudukannja, Sebagai dike=-
:ahui, SOBSI pernah mengandjurkan kepada anzgota2nja untuk melawan PP
Tos 6 dan didalam alam SOBSI tentulah ini mesti diartikan bakal adanja
uifl pemogokan besar2an. Akan tetapi kini semua itu tak usah didjalane-
:an oleh S03SI, Kini kaum komunis djuca menjokong pelaVsanaan PP No.6,
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Dongan putusan Presiden jang diberikannja didenan DPA, maka "muks' lraunm
komunis telah tertolong, sikap "galak-galakan" boleh ditinggalkan sadja,

Dalam pada itu PKI pun seterusnja harus memperlihatkaﬁ sikap jang
manis supaja "lojalitet"-nja kepada politik pemerintah itu djangan di-
ragu2kan orang, Denzan begini kita maksudkan, supaja PKI menarik kemba-
11 usul resolusi jang telah dimasukkannja di parlemen, Setelah Presiden
memberikan.putusannja di DPr4A, maka tak ada alasan lagi PP no, 6 itu se-
perti jang dikehendaki oleh PXI tadi untuk dibit jarakan didalam DPR,

Sebab ada bedanja didalam sifat pembitjaraan jang dilakukan dida-
lam DPA dengan didalam DPR, Didalam DPA pembit jaraan dilakukan dalam
sidang tertutup, anggotaZnja diperkenankan memberikan pertimbangan2 dan
saran2, dan kemudian segala sesuatu terserahlah kepada fetua DPA jakni
Presiden sendiri, Didalam persoalan PP Ho. 6, Presiden/Ketua DPA telah
bermurah hati untuk memberikan kepnutusan dan "Ruling”nja sekitar scal
ituPembitjaraan dalam DPR bersifat terbuka bagi publik dan bisa diar-
tikan, bahwa anggotaZnja menuntut hak mereka disitu,

Adapun tuntutan dialamatkan achirnja kepeda kepala pemerintah jak-
ni Presiden/Perdana Menteri, Maka untuk mendjara prestige dan perasaan
Presiden/Panglima Tertinggi, pun sebasai balas djasa terhadap kemurahan
hati Presiden/Xetua DPA, kita nasohatkan kepada PYXI buat tarik sadja
kemball usul resolusinja tentang PP No. 6, Setjara pollitis taktis ini
pun lebih menguntunckan kedudukan PXI, sebab akan sukarlah bagi PKI
untuk melawan terus PP No, 6 dan bcrbarengan dengan itu harus membela
pula pcrsoalan jang kini hangat jakni kedudukan pedagange ketjil Tiong-
hoa, Mclantjarkan beberapa "issue" sekali gus djuga adalah bertentangan
dengan adjaran Lenin sendiri, Maka scbaiknjalah sesudah PP No, 6 men-
djadl reda akibat putusan Presiden dalam sidang DA, PK1 segera menja-
takan kepada umum, bahwa ia tarik kembali usul resolusinja di DPR ten-
tang PP No, 6 dan dengan demikian satu "issue" sudah dianggap selesai,
walaupun tidak menguntunglan benar bagi kaum komunis,

Adapun mengenai "iggue" jang lain ialah pembelaan terhadap kedu-
dukan pedagang ket jil Tionghoa, djika PXX hendak berkeras mcneruskan
djuga sikapnja jang demikian disitu, ini tentulah terserah semata-mata

pada PKI. (Pedoman, 2/11-159),

BUKAN SALAH UUD'45 TUAN.

Soal PP No, 6 sesudah Presiden mengambil kenutusan setelah mende-
ngarkan reaksi jang hehat dari ralrjat sebenarnja sudah reda, Semua su-
dah bersedia untuk ambil bagian dalem melal’zanakan PP No., 6 dengan pero-
bahan jang telah diadakan oleh Precsiden, disamping banjak partai dan
golongan jang masih incin mendjclaskan pendiriannja masing2 melalui sa-
luran2 parlementer dan demokratis,

Tapl rupanja Menterl Ipik Gandamana tidak mongcinginkan keredaan
dengan menjalah~njalahkan UUD!'45 dan sermua pendukungnja sehingga dengan
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dcmikian memberi angin kepada orang? jang sudah sedjak semila menentang
UUD' 45, '

Kita sajangkan sangat - bahwa Menteri Ipik Gandamana telah memutar
balikkan keadean., An2zk Sekolah Rakjat jfang baru beladjar membatjapun
dapat mengetahui dari UUD'45, bahwa fasal 18 UUD ini djelas mengatakan
bahwa pembagian daerah harus ditetarken dengan Undang2 dan fasal &0
UUD'45 mengatskan, bahwa tiap2 Undang2 menghendaki persstudjuan Dewan
Perwakilan hakjat,

Djadi, djelaslah bahwa kechebohan disckitar PP No., 6 bukanlah ka-
rena UUD'45 dan sama sekali bukan karena pocnaukung< UUD'45, tetapi djus-
tru karena UUD'45 tidak digubris, dilanggar. Unctunglah Presiden Soekarn
mempunjai kebidjaksanaan schingga ketoe angan dapat diredakan, '

Kita sajangkan utjavpan Mentcri Ipik Gandamana jang bertentangan
dengan kebidjaksanaan Jang sudah diambil oleh Proesiden Sookarno ini.

. (Harian Rakjat, 3/11=159),

MASA P:LRTJOBAAN SATU TAHUYN,

Keputusan Presiden mengenal pclaksanaan PP Xo, 6 sebagaimana jang
kita muat kemarin itu daepat dikatakan dalam meterinja tidak mengadakan
perobahan apaZ2 mengenal patokanzvpenjelenggaraan pemerintahan daerah,
Bailk mengenai tjara pentjalonan tjalonZ untuk képalaz daerah maupun
mengenal kedudvkan anggotaZl Badan Pemcrintahan Harian tidak ada perbe=
daan dengan apa jang disebutlan dalam PP No, 6, Begitu pula masih tetap
dipertahankan kectentuan, bahwa DPRD tidak danat’mendjatuhkan Kepala Dae=-
rah, _

Karena itu maka arti jang terbesar daripada "penjempurnaan" PP No,
6 itu harus ditjari dalam ketontuan, bahwa Tresiden akan melihat perkeme
bangan daripada pclaksanaan PP No. 6/1959 dalam satu tahun (masa pertjo-
baan satu tahun)., Ketentuan itu kiranja dapat ditafsirkan sebacal suatu
pembuka kesempatan untuk mengelakkan pembukaan kartu jang frontal dengan
golongan2 jang kurang mcnjctudjui dengan PP No. 6 itu, hal mana tadinja
mehang akan dapat menimbulkan ketcgancanZ dan/atau bahaja kehilangan
muka bagi salah satu fihak. Scmentera itu retooling pncmerintahan daerah
jang sedjalan dengan apa jang telah dilaksanalan dipusat ltu dapat ber-
djalan terus,

Kini dencan sendirinja mendjadi pertaniaan, apa jang okan didjedi-
kan pegangan nanti dalam menilal keadaan sehabis selesainja masa pertjo-
baan jang satu tahun itu,

Menurut apa jang kita tangkap dari ketentuan2 "penjempurnaan' PP
No.6 itu, DPRDZ2 didaerah beserta pengangkatan kecpala2 daerczh akan terus
dilangsungkan menurut ketentuan2 PP No, 6 dan selama satu tahun itu ve-
merintahan daerah akan diselenggarakan menurut ketentuvan2 itu, tentunja
Acngan kemungkinan adénja pcraturan2 tambahan jang semuanja akan bverto-
lek berpangkal pada PP No. 6 itu pula,
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Dalam keadaan jang "seclamat" dalam mana masa pertjobaan itu berdjo-
lan dencan "lantjar" dapat dibajenslhan bahwa semua fihak dan golongan
jang bersangkutan ber-sama2 menjumbanckan tecnaga dan fikirannja untuk
mond jadikan peclaksanaan PP Mo, 6 itu suatu sukases,

Tetapi bagaimana halnja djika pelaksanaan itu berlangsung "kurang
lantjar?".

Keseretan atau ku ang suksesnja pclalksanaan PP No, 6 itu bisa ber-
pangkal pada berbazai faktor jang beraneka warna, Bisa discbabkan oleh
kekurangan2 objektif scp:rti karena kekuranganZ beaja, karena suatu dae-
rah tertimpa bentjana alam, dsb,., Akan tetapi dapat pula dibajangkan,
bahwa pelaksanaan PP Ho. 6 ach.rnja dirasa "kurang lantjar" dan tidak
merupakan suatu sukses, karcna ada golongan2 jang sctjara terus terang
atau setjara tersembunji menchalangi kelant jaran pclaksanaan PP No.6 itu,

Sudah tentu dalam menilai hasil pelaksanaan PP Mo, 6 sctelah lewat
masa pertjobaan itu maka serala fal-tor2 jang bersangkutan itu harus di-
teliti dengan baik, dalam mana tidak tjukup orang melihet pada tandaZ2
dan gedjalaZ2 pada permulaan sadja, mclainkan orong harus berusaha menje-
lami pula persoalanZ pada sistimnja sendiri, dan apa pula jang dimasuk-
kan oleh faktor2 luar jang lepas daripadanja.

Dengon adanja masa pertjobaan dalam melaksanakan ketentuan2 PP
No., 6 itu dengan sendirinja harus didjaga, djancan samnai faktor2 luar
jang dengan scngadja atau tidak, dengan tjara terus terang atau tersem-
bunji mempengaruhi djalannja masa pertjobaan itu, dspat mcnimbulkan ke-
simpulan2 jang mcleset mengenai hasil masa pertjobaan itu,

Dengan pengamatan itu harus dilakukan denran teliti, agar djangan
sampal nanti, dalem kcadaan terlambat, kita harus menghadapi akibatZ
jang sudah djauh djalannja daripada faktor2 jans scsungguhnja terlstak

.diluap sistim itu sendiri. (Pedoman 7/11=159)

MASALAE KEPALA DAERAH.

Sebagaimana biasanja, didalam peneropongan masalah ¥epala=-Dacrah?2
ini berdasarkan PP No. 6 banjak sekali jang menarik perhatian, Ada di-
antara hasil penundjukan itu jang menggembirakan, lkurang menggembirakan,
wadjar, aneh dan sebi&knja. Malka didalam penerovoncan inipun kami meng-
usahakan dengan menggunakan pengertian jang sedalam-dalamnja,

Kami ambil sadja jang anehnja, Apabila benar bahwa ada penundjukan
wakil Kepala Daerah sehubungan dengan PP No. 6 inil, maka itu suatu ke~
anehan, Karena, sepandjang pengetahuan orangs tentang PP No. 6,tidaklah
terdapat suatu ketentuan jang menjebut-njebut istilah "wakil Kepala
Daerah", .

Disamping itu walaupun pcnundjukan belum mentjavai final setjara
keseluruhan, tetapi pada tempatnja kamli njatakan disini bahwa kami masil
mempun jai harapan2 jang positif tcrhadan kebidjaksannan atesan didalam
penund jukan itu, dengan seteliti-telitinja memnertimbangkan faktor2 ke-
pantasan dan keselarasan, sehingga keanchan2 tidaklah bertambah2 karena.
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Denran tidak memandang ideologi masingZ2, qua kepribadian kita ti-
dak pesimistis terhadap kombinasi Dr, Sumarno dan Henk Ngantung.

Unsur2 jang scbhaiknja dari kcdua tokoh itu kita harapkan bisa mem=-
bawa manfeaat kepada kota Djakarta dan selurun werganja, Mereka akan da-
pat mentjatat sukses2 apabila memang kevcntin~an umum jang sclamanja
mendjadi tudjuan pekcrdjaan mcreka jang paling pertama, dan bukan hanja
kepentingan scecgolonran sadja, Kombinasi Dr, Sumarno - Henk Ngantung
kombinasi tentera & sceniman kormnig ini alan mendjadi test-case pula
apakah teori "gotong rojong" antara non komunis dan komunis adalah sa-
tu kebenaran ataukah hanja satu chajalan politik belaka,

(Merdeka 21/1-'60),

MILITER DAN PKI KEPALA DAERAH,

Setelah lama timbul kesukaran disckitar pentjalonan kepala daerah
Djakarta Raya don Djawa Barat, kini menurut "Antara" oleh Presiden te-
lah ditetapkan Kol. Dr. Sumarno, Asisten ITI KASAD untult mendjadi ke-
pala daerah Djakarta kave, sedangkan sebacal wakil kenala daerah diang-
-kat pelukis Henk Ngpantung, anggota PKI.

* Buat daerah Djawa Barat kelihatan pcla jang serupa, kepala daerah-
nja Let. Kol, Mashudi, perwira menengah pada SUAD, pernah mengurus socalg
finek, dan sebagai wakil kecpala daerah ditetavkan Mr, Astrawinata se-
orang "fellow traveller" pernah djadi anggota konstituante, jang sekae-
lipun sering menundjukkan "indccendent mind" namun, dalam garis besar-
nja ikut komunis,

Kita tidak akan heran puvla, apabila buat dacrah Djawa Tengah diang-
kat scbagal wakil kepala dacrah Sujono Atmo, orang jang pernah ditjalon-
kan oleh PXI,

Gedjala diatas ini menarik perhatian djuga karcena beberapa hal,

Pertama, dalam rangka PP No, 6/1959 tidak ada disebutkan tentang
pengangkatan seorang wakil kepala daerah oleh Presiden ataupun oleh
Menteri Dalam Negeri., Bahwa kini diangkat djuga seorang wakil kepala
daerah dapatlah hal itu dianggap scbagnl kcbidjaksanaan pribadi Presi-
den/PM Scekarno,

Kedua, dencan tidak mempcrsoalkan dulu apakah dalam prakteknja
nantl kepala daerah harus berbagl -berd kekuasaan dengan wakil kepala
daerah, kombinasi militer dan FKI diputjuk pimpinan daerah itu adalah
interessant, ipakah ini boleh diartikan, bahwa Presiden mentjiptakan
kombinasi demikian dengan mengingat supaja ada "perimbangan jang hare
monis" ataukah supaja dalam segala hal PKI djansan sampai tidak diikut
sertakan? Apakeh ini suatu wudjud pula dori konsep Presiden tentang per-
satuan nasional revolusioner dalam praktek jakni adanja senantiasa sua-
tu situasi jang berimbangan alias "balance" antara tentara dan PKI, atau
dikatakan setjara lain, adanja "ko-cksistensi damai" diantara tentara
dengan PKI?

KetlgQ, eeceeos
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Ketiza, menurut ketentuan PP No, 6, kepala daerah jang diangkat
harus melepaskan keanggotaan partainja, Nistjaja ini berlakulah djuga
bagi wakil kepala daerah, Bahwa bagi PKI menerima kenjataan anggotanja
diangkat mendjadi kepala daerah (senerti Utomo Ramelan di Solo) harus-
lah diartikan tentunja, adapun PXI siap melepaskan crang2nja dari ke=-
anggotaan partai untuk mcmikul djabatan serta tanggung djawab pemerine-
tahan,

Suatu pernjataan tentang ini didepan publik belum diadakan olen
PKI. Akan tetapi baraimananun djura, PKI kini teranglah merupakan salah
satu unsur aktif dalam pemerintahan ekseckutif, Dan dencan begltu set ja-
ra politis, PKI harus bcrtangguns djawab pula atas pelaksanaan program
Pemerintah'pada tarafl kenjataan sckorang paling tidsk diatas niveau
pemerintahan daerah, Denran besitu pula tidak adalah lagi alasan bagi
PKI untuk mendjaianyan opposisi terhadap Pzmerintah Soekerno, seperti
jang diperlihatkannja kini dengan misalnja mengorganiseer deIOg8512
dan utusan? rakjat, jang mcnuntut penurunan harga barang sandang-pangan
~dsbnja itu, Demikianlah PKI tak depat mengelakkan dirinja dari tanggung
djawab atas keadaan sckarang ini, sehingrsa apabila ckonomiekeuangan
negara merosot, penghidupan ralzjat schari-hari bertambah sul-ar, maka
PKI tak dapat lagi berkata: "Itu bukan salah saja". Henk Ngantung, Mr,
Astrawinata, Utomo Ramelan, dll, itu adalah bukti senjata-njatanja,
bahwa PKI pun harus turut mcmpertancgung djawabkan baik buruknja kea-
daan, Dan kcadaan itu tampaknja makinlah memburuk,

Sekianlah tjstatan pendck kita, (Pedoman, 21/1-'60)
] .

SUDIRQ MENINGGALKAN KOTAPRADJA,

Dalam waktu janz singkat inl Sudiro scbagail Kepala Daerah Djakarta
Raya akan meletalkan djabatannja dan timbang terima dcngan penggantinja
Kol. Dr. Sumarno, Kepala Daerah baru menurut PP No, 6/1959, akan segocra
pula dilangsungkan. Dan pada saat Sudlro akan meninggalkan pekerdjaann]je
jdng sangat ditjintainja ini, kita beransmavan telah vada tompatnja
untuk mengemukan beberapra soal jang danat kita perhitungkan sebarai ha-
81l pekerdjaan Sudiro scbagai Wali Kota (Gubernur) dan kemudian sebagai
Kepala Daerah,

Sudiro adalah seorang pemimpin pemerintahan jang pgnuh dengan tji-
ta2 baik untuk perkembangan dacrah jang becrada didalam pertanggungan
djawabnja maupun bagi kepentingan rakjat, Dengan scgala daja jang ada
padanja ia selalu berusaha untuk dapat mentjiptukan sesuatu jang baik
bagi daersh dan rakjat, jang melimpahkan suatu kevertjajaan jang begitu
besar padanja, akan tctapil olch karena ia didalam tjita2 dan keglatannja
Jang baik itu tidaklah dapat melepaskan diri dari konstelasi kepartaian
Jang tergabung didalam DPRD dan DFD, dalam rangka kctentuanZ jang harus
diambil sctjara ber-sama2, maka iapun hanja dapat bergerak didalam ba-

tas2 jang telah ditentukan baginja,
Dalam 0008 00
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"om usaha untuk menambsh sumber?2 lkecuancan bag: Kotapradja Djskarta
.aya, djuga untuk perbaikan den pcmbangunan kota dipelbagai bidang, ia
sangat terikat kepada keputusan2 jang diambil oleh DT™RD dan DPD. Dengan
demikian kegiatannja itu kadaong2 terbentur kepada batas2 jang tidak
mungkin ia dapat lewnti, apabila ia hendak bertindak scbagal seorang
Kepala Daerah jang tidak incia mentjari kesulitan dengan DPRD dan DPDnja.

Didalam keadaan demik:anlar walikota dan Kepala Dacrah osudiro be=-
kerdja, jang dapat mentjerminkoen lkepada kita, bahwa peraturan lama ten-
tang penetapan Kepala Daerah, tclah scpatutnja untuk mcndapat pembaha-
ruan daﬁ jang lebih sosuvai dengan demokrasi torpimpin jang sedang di-
wud judkan sekarang ini, Dan Sudiro tidok bersedia untulr menincgollan
partainja dalam menghadapl PP MNo. 6/1959 dan dengon begitu in tidak ber=
sedia untuk ditjalonkan sebac2i Herala Daerah menurut veraturan baru
itu, Ketidak kesediaannja untuk ditjolon%an sesha-ai Keopala Daerah menue-
rut peraturon boru itu, kita depat mensansgap sebagei suatu hasil kepu-
tusan daripada suatu pertimoyangan jang telah masak2 dinertimoangkannja
dan betapapun pendiriannja kita patut hormati. i2l itu adalah mendjadi
haknja scpenuhnja, '

Make selama Sudiro mendjzdi Kepala Daerah (Walikot)), sepandjang
tjatatan janz ada pada kita, ia teleoh berh2sil menscrdja’an beberava
soal venting, Jjailtu:

"1, Pembentulran tipe Perwokilan Daerah untuk Xotapradja Djakarta Ra-
ya, jaitu Daerah Djakarta Utara, Djakarta Tcn-ah dan Djeakarta
Sclatan, adalah hasil tjipteen dari Walikota Sudiro,

2. Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Kammung diseluruh daerah

Kotapradja Djakarta Haya,. ,

3. Dengan tjara kerdjasama dengan Prof. kr. Dr, Soekanto, Walikota

berhasil mcnemulzan hari lanirnja Kotapradja Djakarta Raya,

4, Pembentulan organisasi hiburan rekjat dongan kerdjasama dengan

para seniman, '_

5. Kerdjasama dengon pers dan pgra wartawsn untuk kebaiken dan ke-

mad juan daerah dan rekjat Djakarta Rava,

Demikianlah rangkaian darinada beberena scel venting jang dapat di-
salenggarakannja selama ia mendjadl Kepala Daerah &i Ibukota Negara kita
ini didalam batas2 keckuatan jong ada padanja. Ia tidak pernah wenondjol-
nondjolkan djosa scbagal scoranz ahli pendidik den pomimpin rakjat, askan
tetapi kite beranggapan, bahwa hasil2 usaha jong baik itu tidak akan
masuk kedalam djurnng begitu sadja. Orang okan masih tetep terkenang
kepeda ap2 jang dibuvatnja sclama mendjadi Kenala Deerch,

Dari penpalamang jang dialeminia, dengan segala duka-suka jang di-
dJumpeinja selama ini, bogl Sudiro kiranja tjuku»n mend jadi bohan jang
sangat berharéa untuk dap2t mentjapai suatu sukses jang lebih menggeme
birelan baik bogi pribadinja sendiri, moupun bogi rakjat negarae, didalam
perdjoangannja sclandjutnja., Crang jang dinams seperti Sudiro akan te-
top dapat mengabdikan dirinja bagi kepcntingan negara don rakjat, walau-
oun lapengan pekerdjaannja tidek lagi dibidang kepamong-pradj2an,

' (Merdcka 23/1<'60),
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KURAGE TEFIS TERANG,

Dalem pidatonja didepan sidang pleno Dewan Perwaklilan Rakjat dua
hari jang 1lalu, Menteri Dalam Negeri dan Ctonomi Dacroh Ipik Gandamana
mend jelaskan tentang paloksannan PP No. 6/1959 a.l.: "Dalam pengengkatan
Kepala Daerah, Femerintch tidalk bermaksud acmb2ngkitkan scal non don co,

Sjarat bagi Kepalsa Daerah; seperti tertjontum delam Peroturan Pre-
giden No. £/1959, adalan mcrupalan "Pedomnn uram' dengan moksud bisa
mempertemukan ejarnt sccentable politis dan kel ciimapan tehris, Hal ini
adalah wad jar, karcna scorang Kepala Dasroh, cclairn harus semimpin pe-
merintahan, harus pula scrta mcleadjuttan revelusi, dan karenanja Kepa-
la Daerah harus patriotik.

Pemerintah memang horusehe untuls selalu memegang teguh pada pedo-
man umum itu., Tetapl karcna porlkembengon fong berweda diherbacai dacreh,
maka tidak bidjaksano djiko pedomsn urum itu dipertabealan setjara sem-
pit. Dan untuk itu prmerintoh selalu memperhatilren keadoan didocerah-
daerah dalem scal pcncangkatoen Kernala Daerabh",

Demikianlah a.l, pcndjelasan Menterl Dalam Negeri Jan Gtonomi Daee-
“rah mengenail pelakscroan PP No. 6/1959,

Terus terang, mcnurut veni:leian kita, didalam menchadapi persc2lan
Pemerintahan Daerah, lienterl Dalam Negerl dan Ctonomi Dacroh kurang ber-
slkap terus terang, untuk tidék menjatakan, bahw? tidnlr bersitap djudjuwm

Penilaian jong demikian inun, kite sandurkan kenada konjataan, beta-
pa tidak sclarasnja avna jong dinjatelan dalam pildotonja dibngian muka
dan selandjutnja, serta kenjatacn janp kxta hodopi,

Lihat sadja misalnja jang terang, lbenterl Dalam Negeri menjatakan
Pemerintah tidak bermaksud membangkitican scel non dan co, Terang apg
jang dinjatakan itu tidex tjotjock dengan kenjatacn jang tocrsebut dalanm
peraturan Presiden No. £, jeng djelas dalam salal* satu vasal ditegaskan,
sjarat untuk bisa diangket mcndjedi Kerala Decrah jalah tidol: pernah
memusuhli RXepublik, baik langsung atoupun tidek lengsung, Pasal jong dew
mikian ini, tidak biga diartikon lain ketjuali menatun kemungklnan se-
orany co mendjadi Kevala Daerah; sebab djika diteliti, scorans co lang-
sung atau tidak, tentu membantu Belande, artinja memusvhi Republik, Te-
tepli kenjataannja, ada djuga tjalon jang vernah mengabdi 3elanda, djuga
dianpkat, '

Disinileh terang sekali tidak selarasnja apa jang dinjatakan oleh
Mcnteri Dalam Negeri dengan apa jang tertulis, Itulah sebabnjs maka ki-
ta katakan tidak bersikap terus terang, untuk selall lagi tidak menga-
takan tidak bersikap djudjur,.

Seclandjutnja dinjatakan sjarat jang dimaksud, jalah untuklmemperte-
mukan sjarat acceptable politls dencan ketjakaoon tehnis, Inipun djelas
tida: selalu tjotjok denzon kenjatasn, Bukti jang djelas, jalah mengenai
diri Senusi Hardjadinata. Apa kekurangan Sanusi Hardjadinata sebagei se-
creng keoala Danrah. Yidak seorangpun jang memang setjara djudjur ingin
rert.icl duri Sanusi bisa memungkiri akan terpenuhnja sjarat jang diten-
tulal dalam pedoman urmum, Politis

e 006 00
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'olitis acceptable, tehnis terbukti tjaskap, patriotismenja sudah ter-
~ukti., Tetapi mengapa Sanusi tidak bisa ditetapkan sebagai kepala Dae=-
rah., Mengapa mengangkat tjalon lain, jang dalam pengalaman Pemerintahan,
masih perlu diekui kekurangannja, dengan tidak mcngurangl kehormatan dan
Xoseganfn kita terhadap tjalon2 jang lain, Terecht apa jang dinjatakan
oleh Gatot Mangkupradja kcmarin, bahwa penolakan Sanusi Hardjadinata
dirasakan sebagal satu tindekan jang menjinggung perasaan suu Sunda,
Kita tidak ingin sama selall membanrkitlan kesubuan, Dan kita tidak ja-
kin, bahwa Gatot Mangkupradja, scorang patriot tulen ini, ingih membang-
kitkan kesukuan, Tetapl apa janr dikatalan oleh Gatot, kiranja benar2
merupakan tjermin tjetusan pcrasacn jang tersinggung.

Kemudian dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, bahwa Peraturan Pre-
siden No. 4, sebenarnja merupalkan pedoman umum dan Pemerintah berusaha
untuk selalu mempergunalan, Dari pendjelasan ini, berarti tidak ada ke-
sungguhan untuk mendjalankan apa jang tertjantum dalam Peraturan Presie
den No. 4 sebagail Peraturan pelaksanaan PP No. 6. Sebab hanja berusaha,
Dus se=-waktu2 peraturan bisa dikesampingkan., Dan pelaksénaannja ini
narpak lebih djelas, bahwa didalam menghadapi pengaturan pemerintahan
Daerah sebenarnja Menteri Dalam Negeri tidak berkeinginan untul sctjara
djudjur dan sungguh? menetapl apa jang telah ditentukan dalam peraturan
pelaksanaan, Tetapl sebaliknja tidak ingin pula rnenjatakan dan bersikap
terus terang. Itulah scecbabnja maka djuga pidatonja mengandung segi?2
jang berliku-liku, serta menampakkan kontradiksi disana-sini,

| (Sulindo, 6/2-160),

KEPALA~KTPALA DAERAY SWT, II DJAWA BARAT.

- 13 Kepala Daerah baru untul swatantra II dan Fotapradja diwilajah
Djawa Barat telah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
dengan persetudjuan Presiden, Menurut ketentuan2 PP No. 6, mereka jang
diangkat itu harus melepaskan keancgotaan partainja, Namun interessant
djuga memperhatikan perintjian jang diberikan cleh wartawan "Antara"

di Bandung Jakni ke=13 Bupati dan vialikota tersebut terdiri dari 6 oransy
PNI 2 IPKI, 2 PSII, 2 PKI dan 1 orang tak berpartai,

Apa gerangan jang menjolok dalam hal ini? Tidak ada satupun dari
Masjumi, partal jang besar di Djawa Barat,

Djawa Barat mempunjai 16 daerah Swatantra II dan 4 Kotapradja, se-
hingga masih ada 10 daerah Swt. II lagi jong menunggu pengangkatan kepa-
la daerahnja, antara lain misalnja Sukabumi, Garut, Sumedang Purwakarta,
Indramaju, Krawang, Bogor dsbnja,

Apakah dan adakah mesih kansen bagi orang2 Masjumi untuk diangkat
sebagal kepala daerah disana? Wallahu'alam bisawab,

Hanjalah kita tjatat, bahwa sebelum pelaksansan PP No., 6, para ke-
pala daerah Swt. II dan Kotapradja di Djawa Barat terdiri atas 9 orang
Masjumi, 9 PNI, 3 NU, 1 IPKI, 1 orang tak berpartai,

Sehingea eeveees




Sehingga perbandingcan antara keadaan (sampai) sekarang inl dengan
keadnan dahulu menggoda orang buat menarik kesimpulan sementara, bahwa
dalam rangka PP No. 6 1ni althans di Djawa Barat, Masjumi telah tersing:
kirkan dan ba' kata orang dikirim kedalam "political wilderness".

Sebaliknja, PKI malah mendapat angin, dan bukan sadja misalnja ke-
pala daerah Swatantra II Tjirebon adalch orang PKI, mclainkan djuga Wa-
kil Kepala Daerah Djawa Barat begitu pula jakni Mr, Astrawinata,

Tidak kard%n sadja, peda ssat Mr, Astrawinata tgl, 6 Pebruari aka
disumpah, maka freksi Masjumi dalam DPRD Djawa Barat menjatakan tidak
d=2pat menerima pcngangkatan Mr., Astrawinata dari PKI sebacal Wakil Kepa’
Daerah dan peda waktu akan dianckat sumpah fraksi Masjumi akan meningga’
kan rapat2 (abstain), '

Memanglah, kita dopat mengerti s.okap Mésjumi itu den dapat merasa-
kan perasaan mereka,

STYL BARU DAN SEMANGAT BARU.

Pada tanggal 2 Pebruari 1960 Sdr. Ali Hasjmi telah dilantik mendje-
di Kepala Doserah Istimecwa Atjeh jartu berdasar¥an penetapan Pemerintah
jaﬁg disesuaikan densan Penetanan Presiden Ho, 6 tahun 1959

Pengangkatan ini merupakan suatu peristiwa’ jang bersedjarah jang ti
dak dapat dllewatkan begitu sadja dan jang memberikan kesan jang sedalar
dalamnja bahwa dengan ini Icemerintah sekall lagl telah meletakkan kevper-
tjajaan pada wdr, Ali Hasjmi.

Mengingat djiwa dari pada PP No., 6 1tu dan tudjuan2 jang tersirat
didalamn;a, maka tonggune djowab dan kepertjajnfon jang diletakkan kepun-
d=k. Sdr,., Gubernur Ali Hnsjimi adeclah berat selall, jeng setjara lebih
revolusioner dan patriotik harus bekerdja mendelatl-an rekjat didaerah
ini kepada tudjuan derinada Revolusi 17 Agfustus 1245,

PP No. 6 bukanlah sekedar pertukaran peraturan, tapi io merupakan
djura suatu djawaban terhadap scgala tentanrsan jang dihadapkan kepads Pe-
_mefintah, dan bahwa ia adalch mcruvakan suctu uscha untuk lebih mempo-
sitipkan fungsi seorang Kepala Daerah scbharal scorang jang setia kepada
Negara dan tjita2 besar Proklamasi 1945 jang diharuskaon dengan segala
daja jang ada membawa rekjat dan dacrah kedjurusen itu,

Dideerah ini kita masih mcnchadapl berbacrai kesulitan, terutama soal {
keamanan jang mendesak, jang monimbulkan kcsulitan dibidang pembangunan
lainnja. "

Hampir tiap hari kita mendengar pembherontak bekerdja merusak, meng-
hant jurkan dan mengantjam keselamatan dan ketentraman rakjat,

Dan setiap hari pula kita mendengar petugesZ negara berusaha untuk
mengatasi kesulitanZ jang ditimbulkan kaum pengatjau itu dengan menghan-
tam dan mengedjar pengstjaul itu sampai kechutan-hutan,

Di-kota2 kita menghadapi kenjataan2 lain jeng samaipahitnja, Jaltu
orang< tertcntu dan golonganfZ tertentu berusahe sadar atau tidok sadar

-
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mengat jaukan djalannja perekonomian sehingga setiap anggota masja=
rakat menghadapi harga pasar jang membubung tinggi,

Kenjataan ini adalah merupakan suatu udjian terhadap keuletan
Jan kesetiaan kita semua, terutama keuletan seorang Kepala Daerah,

Kesulitan2 itu baga;mana sekalipun harus diatasi,

PP No, 6 memberikan kepada seorang Kepala Daecrah suatu tjara
bekerdja dan seman~at jang baru untuk mengatasi kesulitanZ itu,

Dan dasar kepertjajaan Pemerintah kepadanja, kita dengan ini
meletakkan kepertjajaan kita pula bahwa Ali Hasjmy sebagai seorang
Kepala Daerah menurut styl PP No., 6 akan dapat mengatasi kesulitan2
i1tu setjara lebih revcolucioner dan pstrioctik,

Kevada beliou denran ini kita niatakan selamat bekerdja dan se=
‘lamat membawa Atj:h kearah jang mendjadi tudjuan dari Proklamasi 17

Agustus 1945,
(Bidjaksana, 7/2-160),

TOKOH MILITER DALAM 3IDANG CIPIL.

Pengangkatan seorang militcr sebagai Wakil Kepala Daerah, apa-
lagl disuatu daerah jang paling aman dl seluruh Indonesia, sebagal
jang telah diresmikan oleh lienteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
atas diri Kolonel Wijcno pada hari Saptu jang lalu, mau tidak mau
pastl menarik perhatian, bukan sadja dari kalanéan ahli pemerintahan,
tapl pun dari kalangan masjarakat sendiri,

Dan djika dikatakan bahwa hal itu menarik perhatian, maka 4 jus-
tru karena menariknja socal 3tu, lalu timbulnja pertanjaon2, jang
kesemuanja berkisar pada satu hal joang pokok: mengapa seorang militer?

3ahwa ada rabaan jang sedemikian itu agaknja tjukup djelas di-
bajangkan didalam pidato sambutan Kol, Wijono sendiri pada upatjara
pelantikan itu, dimana a.l, olsh beliau dikemukakan bahwa "diangkate
nja seorang anggota T,N,I., didalam suatu kepangkatan sipil, menim-
bulkan idce=fixe, jang membajanszan suatu ket jendurungan berfikir
kearah perwudjudan mencivilkan idngkatan Bersendjata atau sobaliknja
memiliterisir djawatan2 sipil jang setjara kasarnja menuduh kearah
plkiran chajal tentang adanja gedjala menudju kecarah militer diktapur?,

Alzan tetapl rabaan seperti itu njata tidak depat dibenarkan, ka-
rena baik dengan menclivilkan Angkatan 3ersendjata maupun dengan memie-
literisir djawatan sipil, pemcrintah pasti tidek akan dapat mentjarai
apa jang di idamRkan untuk rakjatnja, baik didalam rangka pelaksanaan
program kabinet didalam djangka nendeknja, maupun didalam angka pe=
laksanaan Monifesto Politik didalom djangka pandjangnja.

Dimana sebagail dikemukalen diatas T.NeIs merupawan unsur hidup
revolusioner didalam perdjoangan nasional kita, maka penjaluran tena-
g2 TeN.I, didalam bidang sinil jans menjiﬁpang daripada usaha guna.,.
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guna mentjaopal atau meloksanakan tudjuan revolusi kita pasti “id=ak
altan dirclakan oleh pihak atasannja, suatu hal jang sama sekali tle’
dak terc .mpul didalam sambutan Menteri Pertahanan/Keamanan Djendsral
A.l. Nasution jang djuza menjaksikan upatjara pelantikan wokil Kepala
Daerah tingkat I Djatim itu. '

Tcranglah bahira soalnja tidaklah harus ditjari didalam kedua
chajclan seperti disebutkan diatoes (mencipilkan Angketan Bersendjata
atau memiliterisir djawotanZ sipil) melainkan sebaliknja semata-mata
hanjalah untuk mentjipta'an pemerintahan nasional jong stabil dan
kuat,

Pengalaman dengan pelbascai "experimen", kalau boleh dikatakan
demikian didalam bidang pemerintohan dimasa jong lampou menund jukkan
dengen djclas‘bahwa sejala keruwetan dan kesukaran jang merintahgi
perdjoangan kita kearah perwudjuden tjitag kita, jaitu mentjiptakan
kemakmuran bazl selurun masjarokat kita see-mata2 disebabkan karena
tidak adanja kestabilan dicelam pemcrintehan,

Dﬁadi kalau setjoara kcbectulan unsur stebilisasl oleh pihak pe-
merintah tampak padn diri scorcong militer seperti Kol, lloh. Wijono
itu maka tidak seharusnjalah kesimnulen lalu dititik beratkan pada
unsur militernja, meclainkan zcbaliknja karena 4 justru pada Kol.Moh,
Wljono benarZ terdapaet unsurZ scperti joang dihorapkan itu,

Sangat boleh djadi pula dongan memberikan lapanran didalam bie-
dang sipil kepada scorong tokoh militer sepertl Kol. Moh., Wijono ini
Jang tersanglutan aken derat loblh mencembanskan dan menggunakan ke-
tjakapannja setjara jeng lebih efektiv, schingea berhubung dengan itu
tidallah ada sjak wasanglka, brik dipihak pemcrintah pusat maupun di-
pihak pimpinan Angk:atan Perang untuk menundjuk seorang militer guna
memenuhl panggilan jang agaknja lebilh berat itue

Berhubung dengan itu dengan penundjukan Kol, Moh, Wijono selo-
ku wakil Kepala Dosrah ini, komi disamping menjatakan utjapan selamat

djuga ikut mengharapkan secmo;za pengangkatan ini benar?2 bermanfant baik

bagi pemcrintah pusat maupun bagl masjarakat daerahe-
\
(Harian Umum, 15/2-160).

It}
Il
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LIFIRAY I

' UNDANG=UNDANG No. 1 TAHUN 1957
TENTANG POKOK=POKOX P:MERINTAHAN DAERAH,

PRESIDEN REPUBLIK IVDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan

maka Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah
jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, perlu
diperbaharui sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan;
b. bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu
Undang-undang jang berlaku untuk seluruh Indonesiaj

Mengingat : pasal-pasal 89, 151 jo. 132 Undang-undang Dasar Semen~
tara;
Dengan persetudjuan Dewan Perwallilan Rakjat;
MEMUTUSKAN: |
I. Mentjabut: a. Undang-undang Republik Indonesia lo. 22 tahun 1948;

II.

1.

2.

Se

b. Undang-undang Negara,lndonesia Timur No, 44 tahun
19560;

¢c. Peraturan=perundangan lalnnja mengenai Pemerintahan
Daerah jang berhak mengurus rumahe-tancganja sendiri,

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTAMG POKOK«~POKOK PFMERINTAHAN
DAERAH,
BAB I.

KETENTUAN UMUM.,

Pasal 1.
Jang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-undang ini ialah
daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, jang disebut
djuga "Daerah Swatantra" dan "Daerah Istimewa",

Djika dalam Undang-undang ini disebut "setingkat lebih atas",

maka jang dimaksudlan ialah: |

a. Daerah tingkat ke I (termasuk Daerah Istimewa tingkat I) bagi
Daerah tingkat ke II {termasuk Daerah Istimewa tingkat II), jang
terletak dalam wilajah Daerah tingkat ke I itu;

b, Daerah tingkat ke II (termasuk Daerah Istimewa tingkat II) bagi
Daerah tingkat III (termasuk Daerah Istimewa tingkat III) jang
terletak dalam wilajah Daerah tingkat ke II itu.

" Djika dalam Undang-undang ini dibelakang perkataan "Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah" atau "Dewan Pemerintah Daerah" disebut
suatu "tingkat", maka dengan "tingkat" itu dimaksudkan tingkat da-
ri Daerah jang disebut dalam hubungan itu.

4, Djika ...




4, Djika dalam Undang-undang ini dibelakang perkataan Dewan
Perwakilan Rakjat Daer-ah atau Dewan Pemerintah Daereh tidak di-
sebut sesuatu pendjelasan, maka jJang dimaksud ialah Dewan Porwa-
kilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swa-
tantra dan Daerah Istimewa,

Se Dalam Undang-undang ini dengan istilah keputusan dapat di-
artikan djuga peraturan,

BAB II.
PEMBAGIAN WILAJAH RFPUBLIK INDONESIA
DALAM DAERAH SWATANTRA,

Pasal 2,

1o Wilajah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan ke-
ket jil, jahg berhalt mengurus rumahetangranja sendiri, dan jang
merupakan sebanjak=banjaknja tiga tingkat jang deradjatnja dari
atas kebawah adalah sebagai beorikut:
ae Daerah tingkat ke I, termasuk Kotanradja Djnkarta-Raya;
b.‘Daerah tinglat ke II,, termasuk Kotapradja, dan
c¢e. Dasrah tingkat ke ITI,

24 Daerah Swapradja menurut pentingnja dan perkembangan masja-
rakat dewasa ini, ditetapkan sebagai Daerah Istimewa tingkat ke
I, II atau III atau Daerah Swatantre tingkat ke I, II atau III,
Jang berhak mengurus rumahetanggoenja sendiri,

Pembentukan Daerah Swatantra, dcecmikian pula Daerah Istimewa ter-
maksud dalam pasal 2 ajat 2, tecrmasuk perubahan wilajahnja kemudian,
diatur dengan Undang-undang,

' Posal 4.
1, Jang dapat dibentuk seboagal Kotapradja adalah daerah jang
merupakan kelompokan kediaman penduduk, dengan berpedomen kepada
sjarat penduduk sedjumlah sekurang-kurangnja 50,000 djiwa, '

2. Dalam Kotapradja, ketjuali Kotapradja Djskarta Raya, tidak
dibentuk daerah Swatantra tingkat lebih rendah,

B AB III. :
BENTUK DAN SUSUYAN PEMERINTAH DAERAH,.

BAGIAN I,
KETENTUAN UMUM,

Pasal 5,
Pemerintah Daerah terdiri dari padea Dewan Psrwakilan Rakjat Dae-
rah dan Dewan Pemerintah Daerah,

Pasal 6,
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Pasal 6.
Kepela Deerah karena djabatannja adalah Ketua serta anggota
Dewan Pemc¢rintah Dacrah,

Ketua dan wakil LKctua Dewan Perwakilan Ralkjat Daerah dipilih
oleh dan daori .anggota Dewan Perwakilan Ral-jat Daerah,

Wakil Ketua Dewan Pemorintah Dacrah dipilih oleh don dori
anggota Dewan Pemcrintah Daerah,

Sclama FKetua dan wakil Ketua Dcwan Perwakilan Relrjat Daorah
belum ada rapat Dowan Perwrkilan Eokjst Dacrah dipimpin oleh see
orang anggota Dewan Perwckilan Kakjat Dnerah jong tcrtua usianja,

BAGIAN I1.
DEWAN PERWAI 'L AN RAKJAT DAERAH,

Pasal 7,

Bagi tiapetiap Daerah djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannja, dengan da-
sar perhitungan djumlah penduduk jang harus mempunjai scorang wa=-
kil dalam Dewan, scrta sjarete-sjarat minimum dan maximum djumlah
anggota bagi masing-masing Daeroh sebaceil berikut:

a, bagil Daerah-dasrah tingkat I tiap-tiap 200,000 orang penduduk

mempunjai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 75;

be bagi Daerah-daerah tingkat II tiap-tiap 10,000 orang penduduk
mempunjali seorang wakil denzan minimum 15 dan maximum 35;

¢, bagi Dacrahedacrah tingkat III tiap-tiap 2,000 orang penduduk
mempunjal seorang wakil dongan minimum 10 dan maximum 20,

Perubahan djumlah anggota Dewan Perwakilan Reljat Daerah me-
nurut ketentuan-ketentuan tcrsehbut dalam ajat 1 sub 2, b dan ¢
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negcri,

Keanggotaan Dewnn Perwokilan Rakjat Daerah berlaku untuk masa
empat tahun,

Anggota Dewan Perwakilan Ral*jat Daerah, jang mengisi lowongan
keanggotaan antar waktu, duduk dolam Dewan Perwakilan Rakjat Dae-
rah itu hanja untuk sisa masa empat tahun tersebut,

Menjimpang dari pada kectentuan tersebut dalam ajat 3, anggota-
anggota Dewan Perwakilan Ralzjat Daerah jang pertama meletakken
koanggotaannja itu bersama=sama pada waktu jang ditentukan dalam
Undangeundang Fembentukan.

Pemilihan dan pcnggantian anggota Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah diatur dengan Undange-undangs,

Pasal 8.



Pasal 8.
ettty
Jang depat mendjoadi anggota Dewan Perwakilon Rnkjat Daerah ia-

lah warganegara Indoncsia jang:

Qe
b,

Ce
de

€.

f.

telah berumur dua puluh satu tahun;

bertempat tinggal pokok didalem wilajah jang bersangkutan sedi-
kitnja enam bulan jang terachir;

tjakap menulis dan membatje bahasa Infdoncsia dalam huruf Lating
tidak kehilangan hak menguasai ateau AEngurus harta-bendanja ko=
rena keputusan pengadilan jane tidak dapat dirobah logil;

tidak dipetjat darl hak memilih atnu hak dipilih dengan keputusan
pcnpadilan jang tidak danat dirobsh lagis

tidak terganggu inrcatannja,

Pasal 9,
Anggota Dewan Ferwakilan Ral:jat Daerah tidak boleh merangkap

mendjadi:

Q.
be
Ce
de

1,

2,

Se

Presiden dan VWakil Presiden;

Perdana llenteri dan tlenteri;

Ketua dan Ancgota Dewan Pengawas Keuangan;

Anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah jang tinskatnja lebih atas atau lebih rendah;

Kepala Dinas Daerah, Sckretaris Daerah dan pcgawal jang bertang-
gung djawab tentang keuangan kepada Daerah jang bersangkutan,

Pasal 10,
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak boleh:

a. mendjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam
mana Daerah 1tu tersangkut;

b. ikut serta dalam pemungutan suora mengecnal penetapan atau penge-
sahan daril perhituncan janz dibuat oleh suatu badan dalam mana
1a duduk sebaral anpgota pensurusnja, ketjuali apabila hal ini
mengenal perhitungan anggaran keuanran Dacrah jang bersangkutan;

¢. langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun mendjadl
renanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerdjaan umunm,
pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan (leverancier), guna
kepentingan Dacrahj

d. melakukan pekerdjaanepekordjaan lain jan,, mendatangkan keun=-
tungan baginja atau morugikan bagi Dacrah dalam hal=hal jang
berhubungan langsung dengan Dasrah jang bersangkutan,

Terhadap larangan-~larangan tersebut dalam ajat 1 Dewan Per-
wakilan Rakjat Daerah dapat mocmberikan pengetjualian, apabila ke-
prentingan Daerah memerlukannja,

Anggota jang melanggar larangan tersebut dalam ajat 1 setelah
diberi kescempatan untuk mempcrtahankan diri dengan lisan atau tue-
lisan, dapat diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rekjat Daerah dan
sebelum itu dapat diperhentilkan scmentara oleh Dewan Permerintah

Daerah jang bersanckutan, 4, Terhadap
® < o090
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Terhadap putusan pembernentian den pemberhentlian senentara
tersebut dalam ajat 3, anggota jang bersanglutan dalam waktu sa-
tu bulan sesudah menerima putusan itu, dopat minta ketentuan De=
wen Pemerintah Dacrash jang setingkat lebih atas, atau bagl angro-
ta Dewan Perwakilan Ralrjat Daerah tingkat ke I, dari Precsiden,

Pasal 11,

Anggota Dewan Perwakilen Rokjat Daerah berhenti karena anggo-
ta itu meninggal dunia, atau‘dapat diberhentikan, karena anggota
itu: ,

a, memadjukan parmintaan berhcnti sebagal anggota;

b. tidak mempunjol lasi sesuatu sjarat seperti terscbut dalam pa-
sal 8 dan 9;

c¢es melanggar suatu peraturan jang chusus ditetapzan bagi anggotae
anggota Dewan Perwakllan Rokjat Daerah, ketjuall jong termaksud
dalam pasal 10,

Keputusan mengenal pengguguran keanggotaan termaksud dalam
ajat 1 bagl anggota Dewan Perwokilan Rakjat Paeraoh tingkat ke I
diambil oleh Menteri Dalam Negcri atas usul Dewan Pemerintah Dae-
reh darl Daerah jang bersangkutan dan boegl enzgeta Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah dibawahnja c¢leh Dewan Pemerintah Daerah setingkat
lebih atas, atas usul Dewan Pemsrintah Daerah jang bersangkutan,

Atas keputusan Dewan Femerintah Dasrah termaksud dalam ajat
2, ketjuali mengenai hal Bersebut dalam ajat 1 sub a, anggcta
jang bersangkutan dalam waktu gatu bulan sesudah mensrima putusan
itu berhak meminta putusan d2lam bandingaen kepada Presiden menge-
nal keputusan Dewan Pemerintah Daerah tinglat ke I .dan kepada De=-
wan Pemofintah Daerah tinckat ke I mengenal keputusan Dewan Peme=
rintah Daerah tingkat ke II,

Pasal 12,
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menerima uang sideng,
uang djalap den uvang penginapan mcenurut peraturan jang ditetapkan
oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

Dengan tidak mengurengi ketcntusn dalam ajat 1 kepdda Ketua,
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat diberikan uang
kehormatan menurut peraturan jang ditetecplan oleh Dewan Perwakilan
Rakjat Daecrah,

Peraturan tersebut dalam ajat 1 dan 2 harus disahkan lcbih
dahulu oleh Menteri Dalam Negeri begi Daerah tingkat ke I, dan
oleh Dewan Pemerintah Daerah dari Dasrah jang setingkat lebih atas
bagl lainelain Daerah,

Dalam Peraturan Pcecmerintah dapat ditetapkan peraturan-umum
mengenali hal tersebut dalam ajat 1 den 2,
Pasal, 13,



1.

2.

3,

4.

1.

rasal 13.

Sebelum memangku djabatasnja ancgota Dewan Perwakilan Lak=-
jat Daerah mengangkat sumpah (djandji) didalam rapat pertama De-
wan TFerwalkilan Ralkjat Daérah, dihadapan Menterli Dalam Negéri atau
acorang jang ditundjuk olehnja jang memimpin rapat itu, menurut
tjara agamanja.

Fengangkatan sumpah (djandji) deri anggota Dewan Perwalilan
Rak jat Daerah, jang antar-waktu mengisi lowmngan keanggotaan De-
wan Perwakilan Falkjat Daerah sebsagai dimaksud dalam vpasal 7 ajat
4, dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Susunan kata-kata sumpah atau djandjl jJang dimaksud dalam
ajat 1 dan 2 adalah sebag2i berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja untuk dipilih mendja-
di Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, langsung atau tidak
langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau
merndjand jikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun
djuga,.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekall-kall akan
menerima, langsung ataupun tak langsung, dori siapapun djugn se=-
suatu djandji atau pemberian,

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa scja akan memenuhi kewa-
djiban saja sebagal anggota Dewan Perwakilan RakjJat Daerah cece.
ssseses dengan sebaikebaiknja dan sedjudjur=djudjurnja, bohwa saja
akan membantu memelihara segala pefaturan Jang berlaku bagl Re=
publik Indoncsia dan akan berusaha dengan sckuat tensga memadju-
kan kesedjahteraan Daerah seeseecscess Sala bersumpah (berdjandji)
bahwa saja akan setia kepada Negara Republik Indon2sia dan akan
senantiasa mendjundjung tingsi kehormatan Negara dan Daerah",

Pada waktu pengangkatan sumpah atau djandji semua orang jang
hadir pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus berdiri;
Menteri Dalam Negcrl atau grang jang ditundjuk olehnja dalam hal
termaksud dalam ajat 1 atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
dalam hal termaksud dalam ajat £ berusaha supaja segala sesuatu
dilakukan dalam suasana chidmat,

BAGIAN III.
SIDANG DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH.

Pasal 14,

Dewan Perwakilan Rakjat Daecrah bersidang atau berapat atas
panggilan Ketuanja; Atas permintcan sekurang-kurangnja seperlima
dari djumlah. anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau atas per-
mintaan Dewan Pemerintah Daerah, maka Ketua Dewan Perwakilan Rake
Jat Daerah wadjib memanggil Dewan itu untuk bersidang atau .....
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atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimunje.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang sekurange-kurangnja
sekall dalam tiga bulan.

'

Semua jang hadir pada rapat tertutup berkowadjiban meraho-
siakan scgala hal jang dibitjaralran dalam rapat itu,

Kewad jiban merahasiakan seperti tersebut dslam ajat 3 ber-
langsung terus, baik bapi anggota~-ancgota maupun pegawai-pegowal
pekerd ja-pekerdjo jang mengetahui hal-hal jong dibit jarakan itu
dengan djalan lain atau deri suratesurat jang mengenai hal itu,
sampal Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah membebaskan mercka dari ke-
wadjiban tersebut,

Pasal 15.

Rapat Dewan Perwakilan kakjat Daerah terbuka untuk umum, ke-
tjuali djika Ketua menimbang pzrlu ditutup ataupun sekurang=ku=-
rangnja lima anggota menuntut hal 1tu,

Sesudah pintu ditutup rapat mermtuskan apakah permusjawaratan
dilakukan dengan pintu tertutup. ‘

Tentang hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup, dapat die-
ambil keputusan dengan pintu tertutup, ketjuali tentang:

a. anggarane®olandja, perhitungan anggaran belandja dan perobahan
anggaran=belandja;

be penetapan, pcrobahan dan penghapusan padjak;

c. mengadakan pindjaman uang;

d, kedudukan harta-benda dan hake-hak Dacrah;

o. melaksanakan pekerdjaane-pekecrdjean, penjerahan-penjerahan baw
rang dan penganglutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran
umums;

f+ pcnghapusan tagihan~tagihan sebagian atau seluruhnja;

g. mengadakan pcrsetudjuan penjelesaian perkara perdata setjara
damai (dading);

he penerimaan anggota baru;

i. mengadakan usaha-usaha jang dapat merugiken atau mengurangi
kepentingan umum;

J« pendjualan barang-barang dan hakehak ataupun pembebanannja,
penjewaannja, pengepahannja atau pemindjamannja untuk dipakal,
baik untuk seluruhnja maupun untuk sebahagiannja.

Pasal 16,
Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah membuat peraturan tata-tertib,

jang tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Mcnteri Dalam Negeri
bagl Daerah Swatantra Tingkat I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah se-
tingkat lebih atas bagi lainelain Daerah,

Pasal 17,



Pasal 17.

1. Rapat baru sah dan dapat mengambhil sesuatu putusan, djikalau
djumlah anggota jang hadir lebih dari separoh djumlah anggota De-
wan Perwakilan Ra»jat Daerah seharai jang ditetapkan dalam pera-
turan pembentukannja.

Quorum itu dianggap selalu ada selama rapat itu, ketjuall
djika pada waktu diadakan pemunsutan suara ternjata sebaliknja,.

2e Sesuatu nutusan rapat adalah sah, djika diambil dengan suara
terbanjak oleh anggota jang hadir pada saat pemungutan suara itu.

Se Bila dalam pemungutan suara djumlah suara ternjata sama, maka
pemungutan suara jang kedua kalinja diadakan dalam rapat pertama
berikutnja. 3ila djumlah suara masih djuga sama maka usul jang
bersangkutan dinjatakan tidek diterima,

4, Pemungutan suara jang mengenal diri orang harus dilakukan
dengan tertulis diatas kertas dengan tidak dibubuhi tanda-tangan,
Bila djumlah suara ternjgta sama, maka diadakan pemungutan suara
jang kedua kalinja., Bila djumlah suara ternjata masih sama, maka
diadakan undian dan undian itulah jang memutuskan,

Pasal 18,

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Ralrjat Daerah
tidak dapat dituntut karena pembitjaraannja didolam ranat Dewan Pere
wakilan Rakjat Daerah atau karena tulisannja jang sampal kepada rapat
Dewan Perwakilen ralkjat Daerah, ket juall djikse mereka dengan itu
mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tep-
tutup dengan sjarat supaja dirchasiakan,

BAGI AN IV,
DEWAN PrMERINTAH DAERAH,

Pasal 19,
1, Anggota=anggota Dewan Pemcrintah Daerah dipilih oleh dan dari
anggota-anggota Dewan Perwakilan Ral’jat Daerah atas dasar perwa-
kilan berimbang,.

24 Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak
boleh mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah,

Se Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam
peraturan pembentukan,

4, Dalam Peraturan Pemcrinteh dapat ditetapkan peraturan-umum
mengcnal tjare menjelenggarakan dasar perwakilan berimbang termak-
sud dalam ajat 1,

Pasal 20,

1. Anggota Dewan Pemerintah Dacrah dipilih untuk suatu masa pe=-
milihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketjuali djika ia berhenti,
balk atas kemauan sendiri atau karena meninggal dunia, maupun

karenlesose
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Se

1.

2

karena sesuatu keputusan berdascrlan ketentuvan-ketentuan pasal
10 dan 11 ataunun karena sesuatu keputusan lain dari Dewcn Perwae
kilan Rakjat Daerah jang bersangkutan,

Djika berhubung dengan apa jang tersebut dalam ajat 1 timbul
lowongan keanggotaan Dewan Pemerintah Daerah, maka anggota baru
jang dipilih untuk mengisi lowongan itu duduk dalam Dewan Peme=
rintah Daerah hanja untuk sisa masa tersebut dalam ajat 1,

Barang s:apa berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah ia dengan sendirinja berhenti sebagai anggota Dewan Peme-
rintah Daerah,

Pasal Z21l.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membuat pedoman untuk Dewan
Pemerintah Daerah guna mengatur tjara mendjalankan kekuasaan dan
kewadjibannja; |

Pedoman tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum
disehkan oleh Menteri Dalam Negerl bhagl Daerah tingkat ke I dan
dleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah jang

- bersangkutan bagi lain-lain Daerah,

Se

1,

2.

Se

1,

e.

1,

Dewan Pemerintah Daerah menetaplran pecraturan tatae-tertibd un-
tuk rapate-rapatnja, Jang baharu dapet berlaku setelah disahkan
oleh Dewan Perwakilan Rekjat Daerah.

Pasal 22,
Anggota Dewan Pemerintah Daerah menerima uang kehormatan,
uang djalan dan vang penginapan menurut peraturan jang ditetapkan
oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Peraturan tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum
disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I dan
oleh Dewan Pemcrintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah
jang bersangkutan bagi lainelain Daerah,

Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetaepkan peraturan umum

mengenal hal tersebut dalam ajat 1,

BAGIAN V,
KEPALA  DAERAH. ‘

7/
Pasal 23, .
Kepala Daerah dipilih menurut aturan jang ditetapkan dengan
Undang=undang.

Tjara pencangkatan Adan pembe;hentian Kepala Dasrah ditetape-
kan denzan Undang-undang.,

Pasal 24, .

Sebelum Undang-undang terscbut dalam pasal 23 ajat 1 ada, un-
tuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ket jakapan dan

pengetahuan oo
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pengetehuan jang diperlukan bagli djabatan tersebut menurut ke=-
tentuan-ketentuan terscbut dalam ajat 2 sampal dengan 7,

Hasil pemilihan Kepala Daerch dimaksud dalam ajat 1 memer =
lukan pengesahan lebih dahulu dari:
2, Presiden apabila mengenal Iepala Daerah dari tingkat ke-I;
be Menterl Dalam Ncgeri atau pecnguasa jang ditundjuk olehnja apa-
bila mengcnai Kepala Daereh dari tingkat ke-II dan ke-IIT.

Kepala Dacrah dipilih untuk satu masa pemilihcn Dewan Pere
wakilan Rakjat Daarah‘atau bagl mercka jang dipilih antar-waktu
guna mengisi lowongan Kevrla Daerah, untuk sisa masa pemilihan
tersebut.

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan urmum menge-
nal sjarat-sjarat ketjakanan don pencetahusn seperti tersebut dae-
lam ajat 1 dan tjara pemilihan serta pengcsshan KErpala Deerah,

Kepala Dacrah berhenti deri djecbatannja, karena:
a.‘meninggal duniaj
b. masa pemilihan seperti dimaksud dalam ajat 3 berachir;
c. permintaan sendiri;
d. keputusan Dewan Perwakiloan Rakjat Dacrah jang memperhontikan-
nja sebag2i anggota Dewan Perwakilan Ralkjat Daerah,

Dengan tidak mcngurangi ketentuan-ketentuan seperti dimake
sud dolam ajat 5 diatas, Kepala Dacrah djuga berhenti dari 4dja-
batannja kareona keputusan Dewan Perwakilan Eol jat Daerah jang:
a., memperhentikannja sobarai iwwpala Dacrah;
be memperhentikan Dewan Perncrintah Daerah,

Pemberhcntian Kepala Dacrah termaksud dalam ajat 5 sub ¢ dan
d dan ajat 6 memerlukan pengosahan dari pengucsa jang berwadjib
geperti dimaksud dolam ajat 2,

Pasal 25,

Kepala Deerah Istimewa diangkat dari tjalon jang diadjukan
oleh Dewan Perwakilan Rsaljat Daorah darl keturunan keluarga jang
berkuasa didacreh itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan jang
masih menguasai daerahnja, dengan mcmperhatikan sjarat-sjarat ko=
t jakapan, kedjudjuran, kesetiaon serta adat-istiadot dalam doerah
1tu, dan diangkat dan diperhentikan oleh :

a, Presiden bagl Daerah Istimecwa tingkat I;
b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja bagi
Daerah Istimeowa tingkat II dan III,

Untuk Daerah Istimewa dopat diangkat dari tjalon jang diadju-
kan olch’ Dewan Perwalkilan Kokjat Dacrah secrang Wakil Kepala Dac-
rah Istimewa jang diangkat dan diperhentikan olech penguasa iang
menganckat/memperhentikan Xepala Daerah Istimewa, dengan memger=-

hatikan sjardtesjarat terscbut dalam ajat 1,
S, Fepal 4a4.




3.

1.

2,

Se

1,

2.

3e

4,

1.

49
* 9

Kepale dan Wakil Kepala Daerah istimewa karena

djabatannja

adalah berturuteturut mendjedi Xetua serta anggota den Wakll Ko-

tua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah,

Apabila Kopala Daerah berhalanpan atau boerhenti dari dja-
batannja, maka ia diwalkili olch Wakil Ketua Dowan Pemcrintaoh

Daerah,

Apabila dolam hel jang dimaksud dalem ajat 1 Wakil Ketua
Dewan Pemcrintah Dacrah djuca berhalangen atau berhenti dari
djebatannja, maka la diwa'zili oleh anggeota jang tertua usianja

dari Daewan Pemarintah Deacroh ita,

Apabila Dewan Pomorintah Daerah ftu berhenti karena suatu

keputusan Dewan Perwakilan kakjat Daerah seperti dimaksud dalam

pasal 20 cjat 1, moka untuk scmenteora wektu tuzns Dewan Pomoerine
tah Dacrah itu didjalankan oleh Ketua/Wnkil Ketua Dewan Perwae-

kilan Rakjat Dasrah,
Pasal 27,

Apabila Kepela Daerah Istimewa borhalangan atau berhenti
darl djabatennja meka ia diwakili oleh Vakil Kepala Dacrah Is-

timewa,

Apabila Wakil Kepala Dacrah Istimew2 termaksud dalam ajat 1
itu boerinalangan atau berhcnti deri djabatannja, maka 1a diwakili
oleh scorang anggota Dewan Pemorintah Daerah jang dipilih oleh

dan dari anggota Dewan Pemcrintah Daerah.

Apablla dalam Daerah Istimewa tidek dlangkat Wakil Kepala
Daerah Istimewa tarmaksud dnlam pasal 25 ajat 2, moka Kopala
Dacrah Istimewa, spebila 1a berhalangan satau borhenti dort dja-
batannja, diwokili olch 'nkil Fetuo Dewan Pemeorintoh Daerah jeng
dipilih olsh dan dori anczota-anggota Dewan Pemcrintah Daersh,

Apabila Dewan Femerintah Daerah itu berhenti, karena suatu
keputusan Dewan Pcrwak.len Rakjat Daoerah seperti dimaksud dalenm
pasal 20 cjat 1, maka untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerine

tch Dacrah didjalenkon oleh Fevala Daerah Istimewa,

Pasal 28,

Kepala Daerah menerima gadji, uang djalan dan uang penginap-
an serte segala penchasilan lainnja Jang sah bersangkutan dengan
djabatannja, menurut peraturen jang ditetapkan oleh Dewan Perwa-
kilan Rakjnt Daerah, Dalam peraturan tersebut dapat dlatur hal-
hal lain mengenal kedudukan hukum dari Xepala Daerah,

Peraturan tcrsebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum
disahlzan oleh Mentcri Dalan Ne;eri bagl Dacrah tingkat ke~I dan
oleh Dewan Pemcrintah Daeran sctingkat lehih atas deri Dacrah

Jong bersangkutan bagi lain-lain Dacrah, 3, Dolam ...




3, Dalam Persaturan Pemerintan dapat ditetavkan peraturan umim
mengenal hal-hal tersebut dalam ajat 1.

Pasal 29.

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa menerima gadji, uang
djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnja jang sah
jang bersangkutan dengan djabatannja, menurut peraturan jang dite-
tapkan oleh Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dapat diatur hal-
hal lain mengenai kedudukan=hukum dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Istimewa, .
Pasal 30, .

1. Sebelum memanglku djabatannja Kepala Daerah mengangkat sumpah
(djandji) dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Dserah dalam
suatu sidang menurut tjera agamanja dan disaksikan oloh Wakil Pe=-
merintah Pusat,

2. Kevnala dan ‘akil ¥Vepala Daerah Istimewa, sebelum memangku
djabatannja mengangkat sumpah (djandji) dalam suatu sidang Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah dihadapan pedjabat jang ditundjuk oleh
Pemerintah Pusat,

3e Susunan katg-kata sumpah atauv djandji jang dimaksud dalam
ajat 1 adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangltan), bahwa saje untuk dipilih men-
djadi Kepala Daerah, langsung atau tak langsung, dengon nama atau
dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan
memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali=kali akan
menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuge sesua-
tu djandji atau pemberian, '

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa soja akan memenuhl kewae
djiban saja sebacai Kepala Dacrah +.e..s.. dengan sebaike~baiknja
dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja ckan membantu memelihara se=
gala peraturan jang berlaku bagi Rerublik Indones:.a dan akan ber=
usaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesed jahteraan Daerah .eese

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja alkon setia kepada Ne-
gara Revublik Indonesia dan akan senantiasa mendjundjung tinggi
kehormatan Negara dan Daerah',

4, Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam
ajat 2 adalah sebagal berikut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewa-
djiban saja sebagal Kepala Daerch Istimewa seeceeeess dengan se-
baik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bohwa saja akan membantu
memelihara segala peraturan jang berloku bagl Republik Indonesia
dan akan berusacha dengon sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan

Daerah ¢ e0e0evsen
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Saja bersumpah (berdjondji) bahwa saja akan setia kepada Negara
Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjundjung tinggl kehormatan

Negara dan Daerah",- | .
B AB IV,
KEKUASAAN, TUGAS DAM KEWADJIBAN PEMIRINTAH
DABRAH,

BACTANM I,
DEWAN PERWAKILAN RA¥WJAT DAERAH,

1, KETENTUAN UMUM.

Pasal 31,
1. Dewan Perwakilan Rakjat Deerah mengotur dan mengurus segala
urusan rumche-tangga Daerahnja ketjuali urusan jang oleh undang=-un-
dang inl diserahkan kepada ponguasa lain,

2e ”Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam ajat 1 diatas,
dalam pcraturan pembentuken ditetapkan urusan-urusan tertentu jang
diatur dan diurus oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah scdjak soat
pembentukannja itu,

3e Dengan Poraturan Pemcrintah tiap-tiap waktu, dengan memperhati-
kan kesanggupan dan kemampuan dari masing-masing Dacrah, atas usul ..
dari Dewan Perwakilan Rakjat Decrah jang bersangkutan dan sepandjang
mengenal dacrah tingkat II dan III setelah minta pertimbangan dari
Dewan Pemcrintnh Daerah dori daerah setingkat dlatasnja, urusan-urus-
an tersebut dalam ajat 2 ditambah dengan urusan-urusan lain,

4, Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang
ini Dewan Perwakilen Rarjat Doerah dengan Peraturan Daerah dapat mee
njerahkan untuk diatur dan diurus uruéan-urusan runah-tangga Daerahe-
nja kepada Daerah tingkat bawahannja; psraturan itu untuk dapat ber-
laku harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagl Dae-
rah tingkat ke I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih
atas bagi Daerah~daerah lainnja, ’

Pasgal 32, .
Dalam peraturan psmbentukan atau berdasarkan atas atou dengan pera-
turan undang=undang lainnja kepada Pemerintah Daerah dapat ditugaskan

pembantuan dalam hal mendjalankan peraturan-peraturan perundangan terse-

but. :
.. Pasal 350

Dengan Peraturan Dacrah dapat ditugaskan kepada Pemcrintah Daerah
darl Daerah tingkat bawahan untuk mcmberi pembantu dalam hal mendjalan-

kan poraturan daerah.
Pasal 34.

Djika dalam peraturan perundangan tersebut dalam pesal 32 dan 35/
tidak dinjatakan, bahwa tugas pembantuan jang dimaksud itu diserah™an
kepada Dewan Perwakilan Ral jat Dacrah, maka tugas itu didjalankan oleh

Dewan Paemerintah Daerah, Pasal "25.



- 88 -

Pasal 35.
Dowan Perwakilan Rakjat Decrah dapat membela kepentingan Daerah

dan penduduknja kehadapan Pemorintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, Dowan
Perwakilan Rakjat Dacrah dapat mcmbela kepentingan Daerah dan ponduduke
nja kehadapan Dowan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilen Rakjat

Daerah atasnja,

1.

2.

1,

50

L ]

2. PERATURAN-DAFRAH,

Pasal 36,

Dewan Perwekilan Rakjat Daerah untuk kepentinzan Dasrah atau
untuk' kepentingsan pokerdjaan torsebut dalam Bab IV § I dapat membuat
peraturan=-peraturan, jang discbut "Peraturan Daerah" dengan ditambah
nama Daerah,

Peraturan Doerah harus ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwae-
kilan Rakjat Daerah.,

Dalam Peraturan Pecmerintah dapat diadakan ketentuaneketentuan
tentang bentuk Peraturan Daerah.

Pasal 37,
Pengundangan Peraturan Dacruh jang merupakan sjarat tunggal une
tuk kekuaten menglkat, dilakukan oleh Kepala Daerah dengan mcnempate-
kannja dalam ¢ ' '
&, Lembaran-Dacrah tingkat ke-I bagi Peraturan Daerah tingkat keI
tersebut dan Daerah~dacrah tingkat bawahsannja,
b. Lembaran Kotapradja Djakarta Raya bagi Peraturan Daerah Kotapradja
tersebut,
Djika tidak ada lembaranelembaran tersebut dalam sub a dan b
maka pengundangan Peraturan Daerah itu dilakukan menurut tjara lain
Jang ditentukan dalam Peraturan Pemcrintah,

Peraturan Daerah mulal berlaku pada hari jang ditentukan dalam
peraturan tersebut atau djika ketentuan ini tidak ada peraturan dae=
rah mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah hari pengundangannja tere
maksud dalam ajat 1.

Peraturan Daerah jang tidak boleh berlaku sebelum disahkan oleh
penguasa jang berkewadjiben, tidak diundongkan sebelum pengesahan
itu diberikan ataupun djangka waktu tersebut dalam pasal 63 berachir,

/ Pasal 38,
Peraturan Daerah tidak bolch bertentangan dengan peraturan-per-
undangan jang lebih tinggi tingkatnja atau dengan kopentingan umum,

Peraturan Daerah tidak boleh mengatur pokoke=pokok dan hal-hal
Jang telah diatur dalam per~turcne-perundangan jang lebih tinggi ting-
katnja,. ’

Sesuatu Peraturan Daerah dengan sendirinja tidak berlaku lagi
djika pokokepokok jang diaturnja kemudian diatur dalam peraturan-

perundangan jang lebih tinggi tingkatnja, .
. ) 4. Dii‘&.....
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. Djika dalam suatu peraturan-perundangan jang lebih tinggi ting-
katnja itu hanja diatur hale«hal jang telah diatur.dalam sesuatu FPe-
raturan Dasrah, maka Peraturan Daerah ini hanja tidak berlaku lagi
sekadar mengenai halehal itu,

Pasal 39. |

-e - Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat menetapkan hukuman kurungan
selama~-lamanja enam bulan atau denda sebanjak~banjaknja Rre 5.,000,-
(1ima ribu rupiah) terhadap pelanggaran peraturaneperaturannja, de=

ngan atau tidak dengan merampas barang-barang tertentu, ketjuali dji-

kalau dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditentukan lain,

Ze Dalam hal pelanggaran-ulangan {recidive) dari perbuatan pidana
dimaksud dalam ajat 1 dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sedjak
penghukuman pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi, maka dapat
diant jamkan hukuman-hukuman sampail dua kali maximum dari hukuman jang
termaksud dalam ajat 1,

Se Perbuatan pidana sebagai dimaksud dalanm ajat 1 adalah pelanggaran,

te Peraturan Daerah jang mermuat peraturan pidana tidak dapat berla-
ku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah
tingkat ke=I dan oleh Dewan Pemerintan Daerah setingkat lebih atas
bagi Peraturan Daerah lainnja.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditundjuk pegawai-pegawal Daerah jang
iiberi tugas untuk mengusut pelanggaran ketentuan~ketentuan dari Peratur=
an Daerah jang dimaksud dalam pasal 39,

Pasal 4l.
Dimana pelaksanaan Keputusan Daerah memerlulran bantuan alat kekuae
saan maka dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan, bahwa segala biaja
untuk bantuan itu dapat dibebankan kepada pelanggar,

3. KERDJA SAMA ANTARA PEMERINTAH-
PEMERINTAH DAERAY,

Pasal 42,
1. Pemerintah Daerah darl beberapa Daerah dapat bersama-sama menge

atur dan mengurus kepentingan bersama,

2, Keputusan bersama mengenal hal jang dimaksud dalam ajat 1, de=-
mikian d juga tentang perubahan dan pentjabutannja, harus disahkan lee-
bih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan
oleh Dewan Pemerinﬁah Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain
Daerah,

S Bila tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atas pentja-
butan peraturan tersebut dalam ajat 1, maka Menteri Dalan Negeri atau
Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam ajat 2 jang memutuskan.

4, PANITIA~PANITIA,
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4, PANITIA-PANITIA.

Pasal 43,
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membentuk Panitia-panitia
jang terdiri darl anggota-anggotanja, untuk mendjalankan pekerdjaan gu-
na melant jarkan tugasnja,

BAGIAN II,

DEWAY F:MERINTAH DAERAH,

Pasal 44,
) Dewan Pemerintah Dacrah mendjalankan keputusan-keputusan Dewan
Perwakilan Rakjat Dacrah, ' '

2. Pimpinan sehari-hari Pemerintahan Daerah didjelankan oleh Dewan
Pemerintah Daerah.
Pasal 45,

Daiam Peraturan Daerah Dowan Pemcrintah Daerah dapat diserahi tugas
untuk menetapkan peraturan-peraturan penjelenrgaraan dar: Peraturan Dae-
rah itu,

Pasal 46,

Keputusan Dewan Pemerintah Daerah ditanda-tangani oleh Ketua Dewan
Pemerintah Daerah,

Pasal 47,

Dewan Pemerintah Daerah menjrankan dengan sebaikebaiknja segala se-
suatu jang harus dipertimbangkan dan diputus cleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah, sepandjang rersiapan itu cleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tie
dak ditugaskan kepada badan lain.

Pasal 48,

Dalam mendjalankan tugasnja tcrtang hal-hal jang tersebut dalam pa-
sal 44 ataupun pasal 45, anggota-anggota Dowan Pemerintah Daerah bersama-
sama bertanggung-djawab kepada Dcwan Perwakilan Rakjat Dasrah dan wadjidb
memberi ketcrangan=keterangan jang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerahe

Pasgal 49,

Dewan Pemerintah Daerah mewakilil Daerahnja didalam dan diluar penga-
11lan, Dalam hal=hal jang dipandang perlu Dewan Pemerintah Daerah dapat
nenund juk seorang kuasa untuk menggantinja,

BAGTAN _ III.
MELALAIKAN ATAU TIDAK MZNDJALANKAN TUGAS
KEWADJI3AN.

asnl 50,

. Djika Dewan Perwakilan hafgzz-aaerah ternjata melalaikan mengurus
rumah-tangganja, sehingga merugikan Daerah itu atau merugikan Negera,
maka Pemerintah dehgan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaima-
na Daerah itu harus diurus menjimpang dari pasal 31,

2+ Djika ...

.-
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Djika Pemerintah Daerah ternjeta tidak mendjalankan hale-hal jang
termaksud dalam pasal 32, maka oleh Pemerintah dengan Peraturan Pe-
merintah ditundjuk alatealat Pemcrintah, jang harus mendjalankan hal-
hal itu atas biaja Daerah jang bersangkutan,

Djika hal seperti tersebut dalam ajat 2 terdjadi terhadap penje-
lenggaraan tugas termaksud dalam pasal 33, maka penundjukan dilakukan
dengan Peraturan Daerah olch Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang mem-
berikan tugas itu,

Djika hal seperti tersebut dalam ajat 1 terdjadi, maka sambil
menmunggu ditetapkannja Peraturan Pcmerintah termaksud dalam ajat 1
hak; tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah untuk sementara itu di-
djalankan oleh Kevala Daerah jang bersangkutan,

B AB Ve
SEKRETARTS DAM PEGAWAT
DAEZRAH.

BAGIAN I,
KETENTUAN UMUM.,

Pasal 51,
Semua pegawal Daerah, begitu pula pegawai Negara dan pegawal sesua-
Daerah lainnja jang dipcrbantukan kepadarDaerah, berada dibawah pime

pinan Dewan Pemerintah Daerah,

1.

2.

Se

1.

BACIAN I3,
SEKRETARIS DAERAH,

| Pasal 52.

Sckretaris Dasrah adalah pcgawai Dacrah jang diangkat dan di-
perhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas usul Dewan Pemee
rintah Daerah dengan mengingat sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 53
ajat 1,

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Dae-
rah dan Dewon Pemerintah Daerah,

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan atau berhenti dari dja-
batannja, Dewan Pemerintah Daerah menundjuk seorang pegawal lain dari
Daerah itu untuk mewakilinja,

BAGIAN III.
PEGAWAI DAKRAH, -

Pasal 53,

Pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sc-

mentara, gadji, pensiun, uang-tunggu dan hal-hal lain sebagainja menge
nal kedudukan hukum pegawail Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
sedapat-dapatnja disesuaikan dengan peraturan-pcraturan jang ditetap-

kan oleh Pomerintah terhadap pegawal Negarae. 2, Poraturan...
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Pcraturan Daerah tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebe-
lur disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Dacrah tingkat ke-I dan
oleh Dowan Pecmcrintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lain-
lainnja. a

. Pasal 54,

Tjara dan sjarat-sjarat menctapkan pekerdjaan pegawal Negara Jang
diperbantukan kepada Daerah diatur dalam Persturan Femerintah, sedang-
kan bagli pegawal Daerah jang diperbantukan kepada Daerah lainnja dalar
Peraturan Daerah dari Daerah jang momperbantukan pegawainja 1itu,

Pegawal Negara atau pegawal Dnerah jang diperbantukan kepada Dae-
rah digadji dari keuangan Dacrah jang mencrima pegawai itu, ketjuall
apabila dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ajat 1 ditetapkan
lain,

Juran pensiun pegawai serta djandanja dan iuran untuk tundjangan

anakeanaknja bagi pegawai Negara atau bagi pegawai Daerah jang dipere
bantukan, dipungut dari gadjinja dan dimasukkan dalam kas Negara atau

-

kas Daerah jang bersanghkutan,

Pasal 55,

Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, denpan keputusan
Mcnteri atau penguasa jang ditundjuk olehnja, dapat dipekerdjakan pe-
gawal dalam lingkungan Kemcnteriannja untuk melakukan urusan-urusan
tertentu bagi kepcntingan Dasrah jang bersangkutan,

Dalam hal terscbut dalam ajat 1, sjarat-sjarat dan hubungan ker-
dja antara pegawail jang bersangkutan dongan alat-alat pemerintahan
Daerah, sepandjang dipcrlukan diatur dalam keputusan termaksud dalam
ajat itu,

B AB VI,
KEUANGAN DAFRAH,

BAGTAN T.
KETENTUAN  UMUM,

Pasal 56. ’ I
Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah berhak mengadakan padjak Daerah
dan retribusi Daerah.

Dalam undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang padjak Dae-
reh dan rotribusi Daerah,

Peraturan Daerah jang mengadekan, merobzh dan meniadakan padjak
Daerah dan retribusi Daerah, tidak dopat berlaku sebelum disahkan oleh

penguasa dan menurut tjara Jang "ditetapkan dalam undang=-undang seperti
dimaksud dalam ajat 2.

Pasal 57.
Dengan undang=-undang kepada Daerah dapat diserahkan padjak Negara.,

Pasal 58,
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Pasal 584
Kepada Daerah dapat diberikan:

a., penerimaan~-penerimaan padjak Negara untuk sebahagian atau seluruh-
nja, dan '
bs. gandjaran, subsidi dan sumbangan,

Pemberian ponghasilan termaksud dalam ajat 1 diatas diatur dalam
undang-undang.
Pasal 59,

Dewan Perwakilan Rak jat Dacrah berhak mengadakan perusahaan
Daereh,

Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan umum tentang

mengadakan perusahaan Daerah,

BAGI AN II.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 60,
Dewan Perwakilan Rakjat Dserah memegang‘semua kekuasaan mengenal
pengelolaan umum keuangan Da2erah, jang tidak dengan peraturan undang-
undang diserahkan kcpada penguasa lain. '

Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan hal-hal mengenai:

a, mengadakan pindjaman uang atau mendjadi penanggung dalam pemindjam=-
an uang untuk kepentingan Daerah;

b, pendjualan barange=barang dan hak~hak ataupun pembebanannja, penjec~
waannja, pengepahannja atau pomindjamannja untuk dipakai, baik un-
tuk seluruhnja maupun untuk scbahagiannja; '

¢. melaksanakan pekerdjoan-peksrdjaan, penjerchan-penjerahan barang
dan pengangkutan-pengangkutan, tanpa mengadakan penawaran unmum;

d. penghapusan fagihan-tagihan sobahagian atau‘seluruhnja;

€e mengadakan persotudjusn pcnjclesaian verkara perdata set jara damai;

fe. dan lain-lain hal jang berhubungan dengan pengeluaran Keuangan Dae-
rah,

BAGIAN III.
ANGGARAN KEUANGAN DAERAH,.

Pasal 61,
Untuk pertama kallnja anggaran keuangan Daerah ditetapkan bagi
Daerah tingkat ke-I dan ke-II dengan undang-undang, bagi Dasrah tinge
kat ke-III dengan Peraturan Pemerintah,

Untuk selandjutnja anggaran keuangan Daerah ditetapkan oleh Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah,

Anggaran Keuangan Daerah jang dimaksud dalam ajat 2, tidak dapat
berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat
ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Dacrah setingkat lebih atas bagi Daerah
lainnja.

4, Tiap-tiap.,
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Tiap=-tiap perubanan dalam anggaran keuangan Daerah scperti di-
maksud dalam ajat 1 dan 2, ketjuall jang dikuasakan dalam anggaran
keuangan tersebut, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri
Dalam Negerl bagli Daerah tingkat keI dan oleh Dewan Pemerintah Dae~
rah setingkat leblh atss begi Daerah lainnja,

BAB VII,
PENGAWASAN TERHADAP DAERAH,

BDAGTAN I.
PENGAWASAN DAN DJANGKRA=-WAYTU! PENGESAHAN.

Pasal 62,
Dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan,

bahwa sesuatu keputusan Daerah mengenal pokokepokok tertentu tidak ber-
laku sebelum disahkan oleh:

2,
be

Ce

Menteri Dalam Negeri untuk keputusan Daerah tingkat ke-I;

Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I untuk keputusan Daerah tingkat
ke=I1;

Dewan Pemecrintah Daerah tingkat keeII untuk keputusan Daerah tingkat

’ ke-III.

l.

2.

Se

4,

Pasal 63,

Bila untuk mendjalankan sesuatu keputusan Dowan Perwakllan Rake-
Jat Daerah memarut undang=undang ini, harus ditunggu pengesshan lebih
dahulu dari Menteri Dalam Negeri bagl Daernh tingkat keI dan bagil
lain-lain Daerah dari Daerah Pemerintah Daerah setinglat lebih atas,
maka keputusan itu dapat didjalanlan apobila Menteri Dalam Negeri atau
Dewan Pemerintah Daerah tersebut, dalom tiga bulan terhitung mulai ha-
ri keputusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil
ketetapan,

Waktu tiga bulan itu dapat diperpandjang selama-lamanja tiga bu-
lan lagi oleh Menteri Dalam Negcri atau Dewan Pemerintah Dasrah tere-
sebut dan hal itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
jang bersangkutan,

Bila keputusan Dewan Perwakilan Rekjat Doerah tersebut dalam
ajat 1 tidak dapat disahkan, maka Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pe-
merintah Daerah tersebut memberitahukan hal itu dengan keterangan tju-
kup kepada Dewan Perwak.lan Rekjat Dacreh jang bersangkutan,

Terhadap hal tersebut dclam ajat 3 Dewan Perwaltilan Rakjat Daera!
jang bersangkutan dalam waktu satu bulan terhitung mulal saat pemberi
tahuan tentang penolakan pengesahan tersebut dapat memad jukan keberat
kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih etas dari Dewan Peme-
rintah Daerah jang menolak, Bila penolakan pengesahan itu terdjadi
oleh Dowan Pemerintah Daerah tingkat ke«I, maka kcberatan itu diadju-
kan kepada Menteri Dalam Negeri dan bila penolakan itu terdjadi oleh

Monteri,ees. oo
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Menteri Dalam Negeri, maka keberatan itu diadjukan kepada Presiden,

BAGIAN  II.
PEMBATASAN DAN PERTANGGUHAN.

I, UMUM.

Pasal 64.
Keputusan Dewan Perwakilan Ra»jat Daerah atou Dewan Perpintah Dae-

rah, djikelau bertentangan dentan kepentinsan umum, undang-undang, Po=
raturan Pemerintah atau Peraturan Deerch jang lcbih tingg. tingkatnjd;
dipertangguhkan atau dibatalkan baci Daerah Swatantra tingkat ke-I oleh
lenteri Dalam Negerl atau penguasa lain‘jang'ditundjuknja dan bagi laine
lain daerah oleh Dewan Pemerintah pacrah setingkat lebih atas,

1.

24
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Fasal 65,

Menteri Dalam Negeri atau penguasa lain jong ditundjuknja meme
pertangguhkan stau membatalkan keputusan<keputusan Dewan Perwakilan
Rakjat Drerah dan Dewan Pemcrintah Daerah dari Daerahedaerah Swatane
tra Tingkat ke-II dan ke~III jang bertentangan dengan peraturan-pera-
turan jang lebih tinggi tingkatnja atau dongan kepentin 2an umum, apae=
bila ternjata, Dewan Pemerintah Daerah jang berhak melelukan wewenang
itu memurut pasal 64, tidak melakukannja, '

Pembatalan seperti dimcksud dalem ajet 1 dilekukan setelah men-
dengar Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, jang berwewenang
melakukan pembatalen itu,

Pasal 66,
Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan pera2turan~perundengan

" Jang lebih tinggi tingkatnja, mcnghendaki pula dibatalkannja semula

akibat dari pada keputusan jang dibatalkan itu, sepandjang akibat itu
masih dapat dibatalkan, '

Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan kepentingon umum hanja
membawa pembatalan akibateckibat jang bertentangan dehgan kepentingean
itu,

Pasal 67,

Putusan pertangguhan atau pembatalan tcrmaksud dalam pasal 84
dan 85 dengan menjebutkan alasan-aiasannja, dalem tempo limabelas ha-
ri sesudah tanggal putusan itu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakjat Dacrah atau Dewan Pemerintah Daerah jang bersaengkutane .

Lamanja tempo pertangguhan disebutlzan dalam surat ketetapan dan
tidak bolech melcbihl enam bulare

Pada saat pertangguhan itu keputusen jang bersangkutan berhenti
berlakunja.

Apabila dalam tempo tersebut dalam ajat 2 berdasarkan pcrteng-
guhan itu tidak ada putusan pembatalan, maka keputusan Daerah jang bor

sangkutan berlaku,
Pasal 68,
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Pascl 63.

Untuk kepentingan pengawasan maka Dowan Perwakilan Rekjat Daerah
dan Dcwan Pemcrintah Daerah wadjib memberikan keteraongan jang diminta
oleh Pemerintah Daerah sctingkat diatasnja atau oleh Menteri Dalam Nege-
ri atau penguasa~penguasa lain jang ditundjuknja.

II. PRNGAWASAN OLEH PEMVRINT..H.

Pasal 69.
Pemerintah mengawasl djalannja pecmerintahan daerah, Tjara penga-
wasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

BAGIAN ITI.
PERSELISIHAN MENGENAI PRMERINTAHAN DAERAH.

. Pasal 70,
1, Perselisihan mengenal pemerintahan antara:

a, Daerah-daerah dari tingkat ke-I atau antara Daerah tingkat ke-I1
dengan Daerah tingkat lainnja, dan antara Daerah-daesrah jang ti-
dak terletak dalam satu wilzjah Daerah tingkat ke-~I, diputus oleh
Menteri Dalam Negeri.

b. Dasrah~-daerah dibawah Daerah tingkat ke-I jang sama tingkatnja
dan terletak dalam satu wilajah Daerah tiﬁgkat ke=I, diputus oleh
Dewan Pemerintah Daerah tinglat ke-I 1itu, apabila mengenal perse-
lisihan antara Daerah-dacrah tingkat ke-II, atau oleh Dewan Peme-
rintah-Daerah tingkat ke-IX¥ jong bersangkutan, avabila mengenai
perselisihan antara Daerahe-dacrah tinglkat ke-III.

¢. Daerah dengan Daerah jang lebih atas, jang terletak dalam satu wi-
lajah Daerah tingkat ke-I diputus oleh Dewan Pemerintsh Daerah tin
kat ke-I itu,

2. Putusan termaksud dalam ajat } diberitahukan kepada Daerah-daerz

jang bersangkutan,

BAGIAN IV,
PENJELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN CLEH
PEMERINTAH,

Pasal 71,

1, Bagl kepentingan umum Mcntzri Dalam Negeri atau pegawal Peme=
rintah Pusat jang atas namanja, berhak mengadakan penjelidikan dan
pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenal pckordjaan mengurus ru-
mah-tangga Daerah maupun mengchal tugas pembantuan oleh Dewan Perwa-
kilan Rakjat Daerah dan Dewan Pecmcrintah Daerah.

2 Ketentuan tersebut dalam ajat 1 berlaku djuga bagi Daerah ting-
kat lebih atas tcrhadap Daerah jang lebih rcndah dalam lingkungannja,

~

BAGIAN V,

P
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BAGI AN V,
PENGUMUMAN,

Pasal 72,

Tlep=-tiap keputusan mcngenci pembatalan ataupun perselisihan mengewm
nal pemerintahan Daerah seperti termaksud dalam Baglan 2 dan 3 Bab ini
diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia atau menurut tjara ter-
maksud dalam pasal 37 ajat 1. Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan
mengumumkan pula kcputusan tersebut dalam Daercahnja,

B AB VIII.
PERATURAN PZRALIHAN.

Pasal 73,

1. Propinsi, Daerah Istimewa setingkat Propinsi dan Kabupaten/
Daerah Istimewa setingkat Kabupaten jangz berhak mengurus rumaheta: -
ganja sendirl berdasarkan Undange-undang Republik Indomesia No, 22 -
hun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagal Daerah Swatantra menur -
ketentuan dalam pasal 3 "Undang-undang’ tentang Pokok Pemerintahan - -
Daerah 1956", akan tetapl Dacrah-dacrah tersebut, sedjak mulai beri. -
kunja undang-undang ini berturut-turut mendjadi Daerah tingkat ke-_,
Daerah Istimewa tingkat kee~I dan Daerah tingkat ke=II/Daerah Istimewa
tingkat ke«II termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.

2, Semua Kotae-Besar dan Kota-Ketjil jang berhak mengurus rumah-tang-
ganja sendiri berdesarkan Undang-undfng Republik Indonesia No, 22 ta-
hun 1948, tidak perlu dibentuk lagl sebagai Kotapradja'menurut keten-
tuan dalam pasal 2 "Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah
1956", akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sedjak mulai berlakunja
Undangsundang.ini mendjadi Kotapradja termaksud dalam pasal 2 undang-
undang ini,

Se Kotapradja Djakarta Raya jang berhak mengurus rumah-tangganja
sendiri bsrdasarkan Undang-undang No., 1 tahun 1956 tidak perlu diben-
tuk lagl sebagai Kotapradja menurut ketentuan dalam pasal 3 "Undang-
undang tentang Pokok Pemcrintahan Daerah 1956", akan tetapi Daerah
tersebut, sedjak mulal berlakunja undang-undang ini, mendjadi Kota=
pradja Djakarta Raya termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini,

4, Daerah-daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendirl ber-
dasarkan Undang=undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dan
lain=lain peraturan-pc¢rundangan berdjalan terus menurut ketentuan=
ketentuan dalam peraturan-perundangan tersebut hingga Deerah itu die-
bentuk, diubah atau d&hapuskan berdasarkan undang=-undang ini,

Pasal 74,

1, Selaﬁa Pemerintah Daerah dari Daerahe~daerah Swatantra termaksud
dalam pasal 73 ajat 1, 2 dan 3, jang pada saat mulai berlakunja une
dang=-undang ini, belum terbentuk dan tersusun menurut

ketentuan-kctentuan...

‘
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kotentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 6, pemerintahan Daerah dise-
langgarakan oleh Pemerintah Daerah Jang ada pada saat mulail berlakue-
nja undang-undang ini, termasuk djuga Kopala Daerahn ja,

. Dalam waktu selambat-lambatnja dua tahun terhitung mulai berla-
kunje undang-undang ini, pembentukan Dewan Perwskilan Rekjat Deerah
baru menurut ketentuan dimaksud dalam pasal 7 ajat 6 harus sudah se-
lesai, '

Dalar: waktu sclambat-lamhetnja tiga bulan sesudah pembentukan
Dewan Perwal:ilan Ralkjat Daerah baru termaksud dalam ajat 2,harus su-
dah diadekan pemilihan dari:

a. Kepala Daerah,

b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

6. Anggota=-anggota Dewan Pemerintah Daerah, sebagai dimaksud dalam
undang-undang ini,

Apabila bernubung dengan keadaan dalam masing-masing Daerah, pe-
milihan Kepala Daerah belum dapat dilaksanakan menurut tjaka termak-
sud dalam pasal 24 ajat 1, moka menjimpang darl ketentuan tersebut,
Kopala Daerah diangkat sebagal berikut:

a, dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah belum terbentuk dalam
waktu jang ditetapkan dalam pasal 74 ajat 2 oleh ¢
1. Presiden bagl Kcpala Daerah tingkat ke-l,
2+ Menteri Dolam Negrril atav pensuesa jang ditundjuk olehnja bagi

Kepala Daerah ting'iat ke-II dan III;

be dalam hal Dewan Perwalilan Rakjat Deacrah sudah terbontuk, akan te-
tapl pemilihan Kepala Daerah itu tidak dapat terlaksana dalam wak-
tu jang ditetapkan dalem pasel 74 ajat 3, oleh Presiden beagi Kepal
Daerah tingkat ke-I, dan oleh Menterl Dalam Nogeri atau penguasa
jang ditundjuk olehnja bagl Kepala Daerah tingkat ko-II dan III,
pengangkatan mana sedapat-dapatnja dlambil dari tjalon-tjalon se-
dikitedikitnja dua dan sebanjak~banjaknja emnat orang, jang dima-
djukan oleh Dewan Perwal:ilan Rakjat Daerah jang bersangkutan,

Akibat-akibat lainnjo dari peoralihan karena ketentuan dalam pa-
sal 73 sepandjang diperlukan akan diatur dalam Peraturan Pemerinteh,

Pasal 75.

Sedjak saat mulal berlckunjn undang-undang ini, mcka segala pera-
turan-perundangan jang mengatur hal-hal jang menurut undang=undang in:
harus diatur dalam suatu peraturane-perundangan terus berlaku, hingga
divbah ditambah atau ditjebut berdesarkan uncang-undang ini,

Selama Peraturan Pemerintah tentang pengelolcan kcuangran Dasrah
termaksud dalam pasal 60 ajat 2 welum ditetapkan, sezals sesuatu di-
djalankan menurut aturan-aturan dan petundjuk-petundjuk jang berlaku,

Dengan tidok mengurangi ketentuan dalam pasal 74 ajaﬁ 1, maka
selama kekuasaan pemerintahan di Daerah jang dibentulr berdasarkan
und ang=undang..seas
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undang=undang ini, belum diselenggarakan menurut ketecntuaneketentuan

dalam undang-undang ini, kekuasaan didjalankan oleh penguasa-penguasa
jang ditundjuk oleh Pemerintah,

B AB___IX.
PERATURAN _PENUTUP.

Pasal 76,
e Undang=undang ini dapat disebut:

"UNDANG=-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956",
Jo Undang=-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan,

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memcrintahkan pengune

langan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Repue
lik Indonesia.

Disahknan di Djakarta
pada tanggal 17 Djanuari 1957,
Presiden Republik Indonesis,
SOEKARNO,

Menteri Dalam Negeri,

SUNARJO,
Diundangkan

;ada tanggal 18 Djamuari 1957.
Menteri Kehakiman a.i.,
" SUNARJO,

--.‘:::St:::.--
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LAMPIKANs II
PENETAFPAN PRESIDEN

No, 6 TAFUN 1959
TLENTAVG
PEM-ZRINTA/I DAERAMH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ¢ 1. bahwa sebogai landjutan dari Dekrit Presiden/Panglima
Tertinsgl Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 ten-
tang kombali kopada Undangeundang Dasar 1945 perlu se-
gora ditetapkan bentuk dan susunan scrta kckuasaan,
tugas dan kewadjibon Pemcrintah Daerahs

2, bahwa keadaan kotatanoéaraan jang membahajakan persae
tuan dan keselamatan Necgara, Nusa dan Rangsa serta
merintangl pembangunan secmesta untuk mentjarzal masja-
rakat jang adil dan makmur pcrlu dinadepl baik dibie
dang pemerintahon pusat maupun dibideng peﬁ%intahan
daerah;

Mengincat ¢ Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Anglkatan Perang ter-
tanggal 5 Djuli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar
1945;

Mendengar ¢ Mus jawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 1 September 1959;

MEMUTUSEKAU:

Mcnetapkan: .
PENKETAPAN PRESIDEN TLNTANG PEM.RINTAH DARRAH,

B A B I.

BENTUK DAY SUSUJAN P MURINTAH DASRAH,

RAGIAN TI.
KETENTUAN UMUM,

Pasal 1,

Pemerintah Daerah terdiri dari Kevala Daerah dan Dewan Perwa-
kilan Rakjat Daerah,

Pasal 2,

Dalam mendjalankan turasnja Xepala Daerah dibantu oleh sebuah
Badan Pemerintah Harian,

Fasal 3,

Dengan Kepala Daerah dimaksud djuga Kenala Daerah Istimewa, ke-

tjuali apabila ditentukan lain. BAGTAN II




(1).

(2).

(3)

(4).

(5)e

(6)

(7).
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SAGTAJ Il.

KEPALA DAERAH.

Pasal 4,

Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh:

. Presiden bagi Daerah tinskat I dan
b, Menteri Dalam Negeri dan Ctonomi Daerah bagi Daerah tingkatIl
Seorang hepala Daerah diangkat dari antara tjalen-tjalon jang
diad jukan oleh Dewan Ferwakilan Fakjat Daerah jang bersangkutan.
Presiden dan Menteri Dalan Negeri dan Otonoml Daerah masing=-
masing boleh menetaplran pengangkotan Kepala Deerah tingkat I dan
lepala Daerah iinskat II dilunr pentjalonan termaksud pada ajat
(2) pasal ini, )
Pengangkatan Kepala Doerah teorsebut vada ajat (1) pasal ini di-
lakukan denran mengincat sjaratesjarat pendidikan, ket jakopan
dan pengalaman dalam pemerintahan jang ditetspkan dalam Pera-
turan Presiden,
Kepala Daerah adalah pegawol Negara, jang nama djabatan dan ge-
larnja, kedudukannja dan penghasilannja distur lebih landjut
dalam Poraturan Prosiden.
Kovala Daerah diangkat untuk suatu masa djabatan jang sama de=-
ncan masa duduk Dewan Perwakilan hakjat Daerah jang bersangkutan,
tetapi dapat bianﬁkat kemball setelah masa djabatannja berachir,
Kepala Dasrah tidak dapat diberhentilan karena sesuatu keputusan
Dewan Perwalrilan haolrjat Daerch,

vPasal Se

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daereh mengatur penentuan pe=-

djabat jang meowakill Kepalsa Dacrah apabila Kepala Daerah berhalangan,

(1).

Pagal 6,

Kepala Daeorah istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang
berkuassa mendjalenkan pemerintcohan didaerah itu dizaman sebelum
Republik Indonesia dan Jang masih berkuasa mendjalankan Pemerine
tahan didaerahnja, dengan memperhatilan sjorat-sjarat ket jakapan,
kedjudJuran, kesetiaan pada Pemecrintah Republik Indonesia serta
adat-istiadat dolasm daerah itu dan diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden,

(2)« Untuk Daerah Istimewa dapat diadekan seorang Wakll Kepala Daerah

Istimewa, jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
memperhatikan sjaratesjarat tsh, dalam ajat (1) pasal ini,

Pasal 7,
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Pasal 7.

Kepala dan Wakil Kepala Doerah Istimewa mencrima gndji, uang
' djdlun dan uang penginapan scrta segala penchasilan lainnja jang sah
jang berscngkutan denpan djabatannjo jang ditetapken dengan Peraturen
Presgiden.

Pasal 8.

(1), Sebelum memangku djabatannja, kepala Daerah, Kepala dan Wakil
Kepala Daerah Istimewa menrangl:at sumpah atau mengut japkan djan-
dji dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rel-jat Daerah dihedapan
Menteri Dalam Nercori dan Ctonomi Dacrah atau pendjabat jang di-
tundjuk olehﬁja. '

(2). Susunan kata-kota sumpah atau djandji jong dimaksud dolam o jat
(1) pasal ini ditetan!zan cleh Menteri Dalam Nogeri dan Otonomi
Daerah,

BAG LAY III.

DBADAN PRMERINTAN HARIAN,

Pasal 9,

Badan Pemérintah Harian terdiri dari sckurang-kurangnja 3 dan
sebanjak=-banjaknja § orang anggota, ket jnall dalam hal jang tersebut
. dalam pasal 19,
Pasal 10,

(1), Anggota-anggota Badaon Pemcrintah Harian diangkat dan diberhenti-
’ kan menurut peraturan jang ditetaplran oleh Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah.

(2)s Anggota-anggota Baduan Pemerinteh Harian termaksud pada ajat (1)
pasal inl sedapat-dapatnja diangkat daril tjalon=tjalon jang di-
adjukan oleh Dewan Perwakilan EKel"jat Dacrah jang bersanckutan
dari anggota atau diluar onggota Dewoan tersobut,

Paszal 11,

(). Sebelum memangku djabatannjc, cnrgota-anggota Badan Pemerintah
Harian men-angkat sumnoh 2tau mencutjapkan djendji dihadapan
Kepala Daerah,

(2). Susunan kata=kata sumpah'(djandji) ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerch, _

. Pasal 12,

Anggoto-anggota Badan Pem:srintah HErrian menerima uvang kehormatan
vang djalan, uang penginocpan dan penrhnsilan lainnja jang sah jang
bersangkutan dengan djabatannja menurut peraturan jang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Decerah.
: BAGIAN 1V,
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BAGIAN IV,
DEWAN FERWAKILAN RAKJAT DAERAH,

Pasal 13,

Untuk sementara waktu pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Doe-
rah dilaksanakan berdasarkan peraturanepecrundancan jang berlaku.

B A B II.

KEKUASAAN, TUGAS DAN KRWADJIZAN PEMFRINTAHAN DAERAH,

BAGTAN I.

Kiv ALA DANRAH,

Pasal 14,

(1), Kepala Daerah adalah:
a, 2lat pemerintah pusat;
b, alat pemcrintah daerah,
(2). Sebagai alat pemcrintah pusat Kepala Daerah:
a. mengurus keteftiban dan keoamanan unmum didaerah;
be. menjelenggarakan koordinasi antara djawatan-djawatan pemerin-
tah pusat didacrah dan entara djawatan-djawatan tersebut dee
ngan pemerintah daerah;
c. melekukan pengawasan atas djalannja pemerintahon dterah;
d. nmcndjalankan lainelain kewenangan umum jang terletak dalam
bidang urusan pemerintah pusat;
a sampai/dengan d menurut peraturan-pcrundangan jang berlaku,
jang hingga saat inl dilakukan oleh Gubernur untuk Daerah tinge-
kat I dan oleh Bupati/Walikota untuk Daerah tingkat II,

(3). Sebagai 2lat pemerintch drerah Kepala Dacrah bertindak sebagail
pemegang kekuasaan eksekutif, boik dibidang urusan rumah-tangga
daerah (otonomi) maupun dibidang tugas pembantuan dalam peme- '
rintahan,

Pasal 15,

(1)« Kepala Daereh tingkat I mempunjei Feckuasaan untuk mompertang-
guhkan keputusan Dewan Porwekilan rnakjat Daerah tingkat I dan
keputusan Pemcrintah Daereh tingkat II, epabile dipandangnja
bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturaneperundangan
jang lebih tinggi tingkatnja.

(2)« Kepala Daerah tingkat II mempunjai kckuasaan untuk mempertange-

) guhkan keputusan Dcwan Perwakilan Rakjat Dacrah tingkat II,
apabila dipandangnja bertentancan denpan kepentingan umum atau
peraturan~perundancan jang lebih tingrl tingkatnja,

(3), Dengan ...



(3)

(1),

(2).
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Dengan tidaok mengurangi kekuasasnnja untuk mempcrtengguhkan
dan/atau membatalkan kenutuscn Pemerintah Ducrah tiarkat I dan
Pemcrintah Dacrah tingkat II, jeng olehnjn sendiri ¢ipardang
bertentangan dengon kcpentingsan umum atau dengan perotairen=-
perundangan jang lebih tinrzi tinglatnja, Mentcri Dalam Negerl
dan Otonomi Dacrah mecngambil keputusan terhadap keputusaneke-
putusan jang ditangpuhkan menurut ajat (1) dan (2) pascl ini.

BAG LAN II.

BADAN PLiirRINTAH HARIAN,

Pasal 16 °

Anggota~-anggota Badan Pcmerinteh Harian adalah pembantue-pemban-

tu Kepalae Daerah dalam urusan=urusan dibidang fumah-tangga dae-

rah (otonomi) dan tugcs pembantuan dalam pemcrintahan,

Anggota-anggota Badan Pcmorintah Harian:

e, memberikan pertimbangon kopada Kopala Dscerch, baik diminta
maupun tidak;

be mendjalankan pekerdjean jong ditugaskan kepadanja oleh Ke-
pala Daerah.

 BAGIAN  III.

DEWAN PERWAKILAN i AXJAT DAERAI,

Pasal 17.

Dewan Perwakllan Rakjat Daczrah mendjalankan kekunsaan, tugas

dan kewadjiban pemerintahan daerah mecnurut peraturaneperundangan
jang berlaku, selamd tidak bertentangan densan kctentuan-ketentuan
dalam Penetapan Presiden ini,

(1).

(2).

B A B III.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 18,
*.——~—

Dewan Perwckilan Rakjat Doerah jang ada mendjadi Dewan Perwae
kilan Rakjat Dacrah menurut Pcnetapan Presiden ini dengan ke-
tentuan bahwa aurgota-anggota mengangkat sumpah atau mengutjap-
kan djandji dihndcpan Menteri Dalam Wegeri dan Otonomi Deerah
atau pendjabat jang ditundjuk olehnja,
Terhadap sumpah atau djandji termoksud d2lam ajat (1) pasal int
berlaku ketentuan terscbut dolam pasal 8 ajat (2),

Pasal 19,
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Poaal 19,

Dewan Pemcrintah Daso-ah jang ada dibubarkan dan bekas anggota
Dewan torscbut dapat diangkat mendjoadi enggota Badon Pemerintah Hae
rian, ketjuali mereka jang menjatakon tidak bersedia untuk‘diangkat
ncndjadi anggota Badan Pemerintoh Harian.

Pasel 20,

(1). Dalam wektu sclambat=lambabtnjn tigza bulan terhitung mulal bor-
lakunja Penetapnn Presiden ini, maka harus sudah dilaksanakan
berturut-turut: _

a. pengambilan sumpan atau pensutjepan djandji enggota-anggota
Dewan Perwalzilen Ralrjat Deorah dimaksud dalam pnéal 133

b. penganckatan Kepala Deerah mermurut ketentuan dalam pasal 43

¢. pcmbubarsn Dewan Pamcrintah Docrsh jang ada, pembentukan
Badan Pemerintah Harian serta penjumpshon atau pencutjovan
djandji anggotr-anggota 3adan Femerintah Harian jong ber-
sangkutan seperti dimcksud dalam pasal 19,

(2)e Kepala Daergh, Dewaon Perwakilan haljat Doerch don Dewan Pome-
rintah Dasrah, jeong a2da pada saat mula2i berlakunj2 Penetapan
Presiden ini berdjalan tcrus sampai terbentuk dan tersusun Pe-
merintah Dacrah menurut Pecnctapan Presiden ini,

3 A B IV,

FETENTUAN PENUTUP.

Paz2l 210

Punjelenggaraan pemcrintahan deerah dlbidang urusan rumohe-tangga
daerahv(ctonomi) dan tugas nembantuan dalsm pemerintohan totap dilae
kukan bcrdasarkan ketentunnekotontuan dalam Undangeundang Noe. 1 tahun
1957, kotjuali apabila bertentanzan dengean scsuatu kotontuan dalam
Penetapan Presiden ini.

Pasal 22,.

Kesulitan-kesulltan jang timbul sebapgai akibat pelaksanaan Pene-

tapran Presiden inl diselesalkan oleh Menterl Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah. Pasal 23.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diltetapkan,

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengun-
dangan Penctapan Presiden ini dencan penempatan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia,=-

Ditetapkan di : Tandjung Pinang
Diundangkan di: Djakarta, ’ rada tanggal ¢ 7 September 1959,

pada tanggal : 9 Septombor 1959. PRESTDEN RWPUBLIK INDONESIA,
v T e TRE T AT
MENTERI MUDA FEHAIITIIAN, SOZKARNO.

SAHARDJ Q.
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PEVTDJEL AS AN

AT.AS
PENETAT A PRvSIDEN MO, 6 TAHUN 1959
THTASG
PuiE T A DAwRAH,

UMUM.

Denran berlaskunja lagl Undange-undang Dasar 1945 berdasarkan
Dekrit Presiden tansral 5 Djiuli 1959, makn negara dan bangsa In-
donesia telah memasuki alam baru d2lam sed jarah ketata-negaraan-
nja. Kembali ke Undang-undang Dassr 1945 berarti meninggalkan
sistim denmckrasi-libcral, jang dianut clech Undong-undang Dasar
Sementara, jahg ternjata telah membawa revolusi bongsa Indonesia
jang belum selesai ke suatu arah jang membahajakan kesatuan ne-
gara dan persatuan bangsa Indonesia, revolusi Ketatanegaraan hae-
rus berdjalan tidalz sadja dibidang horizontal mengenal pemerin-
tahan pusat di Djakaerta, tetapi djura herus berlangsung vertikal
mengenai pcmerintahan dacrah, ‘

Selandjutnja kembali ke Undcng=undang Dasar 1945 berarti pula
éelaksanakan sistim demokrasl terpimning dalam sistim itu kebi=-
djaksanaan pemerintahan sedjak tanggal 5 Djull 1259 dalam kese=
luruhannja dipertanggung-djawabkan oleh Presidcn lepnda Madjelis
Permus jawaratan Kakjat,

Oloh karena itu badanebadan pomerintahan sebagai olat untuk
menjelamatkan revolusl harus disesualkan dengan ketcentuaneketen-
tuan dalam Undang-undang Daser 1045 dalom rangka pelalrsanaan demos
krasi terpimpin. Penjesuaicn ini bharus dilsaksanakan dengen Pene-
tapan Presiden sebagai pelakscnaen Delrit Presziden tanggnl 5 Diu-
1i 1959 dan sebagal satu-satunja djalon untuk meluaskan arus Re-
¥olusl ketatanegarann samn2i davat dinikmati oleh Rakjat diselu-
ruh wilajah Republik Indon.sia, '

Dalam pade itu herus dipcrhatikan dua masalah jang penting,
jaitu:
a, bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan te-
rus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial,
b. bohwa untuk kepcntinran Rakjat, untuk keutuhan pemerintah dae-
rah dan untuk kelantjaron administrasi, dualisme dalam pim-
pinan pemerintahan didaerah harus dihapuskan,

Meland jutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi ber--
artl melandjutkan pemberian hak kepada Dasrah untuk mengatur dan
mengurus rumahe-tangganja sendiri, dengon mencingat kemampuan dan
kesanggupan Daerah masing-masings.

Dencan eeee
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Denzan demikian urusan-urusan jang kini termasuk kewcnangan pe-
merintah pusat semakin lama akan semakin banjak beralih mendjadi
kewcnongan pemcrintah daernh, scsuail dencan ketentuzn dalem pasal
18 Undang=-undédang Dasar 1945, Untuk mendjundjung sifat Negore Re-
publik Indoncsia sebagai negara kesatuan, politik dekonsentresi
dan descntralisasl jang demikian itu harus disertai suatu keten-
tuan, jang mendjamin hubungan jang erat antara pcmerintch pusat
dan pemerintah decrah, scsvai dencan djiwa dan semangat negare
Kesatuan Renublik Indonesia dan Konstitusi Proklaomasi,

Pimpinan pemerintahan didaerah kini bersifat dualistis, da-
lam arti kata bahwa ada dua plmpinan jdng berdiri ternisah, me-
ngenal dua bidang pckerdjaan jang pada halckatnja sangat erat hu-
bungannja satu sama lain,

Dua bidang itu ialah:

a. bidang pemcrintahan umum pusat didacrah ditangan Pomong Pradja
dan

b, bidang otonomil dan.tugas pembantuan dalam pemerintahan (mede=
“bewind) ditangan pemcrintah daerah,

Pimpinan kc¢dua bldang ini perlu diletakkan dalam satu tangan,

Berdasarkan faktor-faktor terschut diotas, malka untul men-
tjopai daja-guna jang sebesar=besarnja, pemerintah dacrah diberi
bentuk dan susuncn serta kekuasaan, tugrs den kewadjiban jJang pa-~
da pokoknja adalah scbagai borikut:

e pimpinan dalom bidang pemerintahan umum pusat didacrah dan
plmpinan delam bldang pcmerintah daerah diletakken ditangan
seorang Lepala Daecrah,

b, kekunsaan eksekutif jang didjalankan oleh Kepala Daerah tidak
bersifat koleiial, akan tctapl sebaliknja djuma tidak mening- °
galkan dasar perrusjawaraton dalam sistim pemcrintahan,

c. anggota=anggota Badan Pemcrintah Harian merupakan pembantue
pembantu Kenala Dacrah dan harus bebas dari keanggotacn partal
politik, halmana diatur berdasar Peraturan Presiden No, 2 tae-
hun 1959, ) '

de Kepala Daerah adalah pegawai Negara, jang tidak dapat diber-
hentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rokjat Dae-
rah, '

©e Kepala Daerah mempunjal kckuasean untuk mempertangguhkan kepu-
tusen Dewan Perwakilan Rokjat Daerah jang bersangkutan dan ke -
putusan Pcmerintah Daerch bawzhannja, jong dianggapnja berten-
tangan dencan kepentingen umum ctau peraturan-perundangan jang
lcbih tinggi tingkatnja,

f. Dewan Perwtkilon Rakjat Dacrah berwewenang dalam bidang-bidang
legislatif, anggaran pendepatan dan belandja serta pembangunan

didacrah, 7e Soal=soal,,.
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7 Sonl=soal jang timbul dalam masa peralihan sotelah Penotavan
Presiden ini berlaku, sebaginn diatur dalam Penetapan Presiden
ini, misalnja mengonal Dewan Pomerintah Daerah dan Dewan Perwae-
kilan Rakjat Daerch jang sekarang ada, don sebagian lagi dlatur
atau diselesaikan oleh Mentori Dalom Negeri dan Otonomi Deerah
(pasal 22).

8e Dalam pada itu pecrlu dikcmukakan, bahwa Ponetapan Presiden
ini bertudjuan dalam waktu jang scsingkatesingkatnja menertibkan
pemerintahan dacrah sesuai doncan djiwa don semangat Undangeundang
Dasar 1945 dan demokrasl torpimpin,

Perobahan-pcrobhahan dimasa datang, misalnja sebagal akibat
pelaksanaan politik dckonsentrasi dan desentralisasi, akan diatur
dan diselesaikan dulam waktu jang singkat berdasarkan peraturane
perundangan jang ada, umpemanja pelaksanaan Undang-undang No.6
tahun 1959 atau jang akan diadukan,

II. PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1,

Denzan kata Daerah dimaksud Daerah-Daerash jang berhok mengatur
dan mengurus rumahetangganja sendiri berdasarkan Undang=-undang No, 1
tahun 1957,

Pasal 2,
Mengingat pontingnja tugas Kevala Daerah ia perlu dibantu oleh

orang? jang momiliki keahlian dalar bidang pemecrintahan daerah,

Pagal 3,
Tjukup djelas,

Pasal 4,

Berhubung dengan pentingnja kedudukan Kepala Daerah sebagal pe=
musatan pekerdjaan baik pads bidang pemcrintahan pusat maupun pada
bidang pemerintahan daerah, Kcpala Dacrah diangkat oleh Pemcrintah
Pusat dan diberi kedudukan sebagail pegawal Hcgara; pengangkatan itu
dllakukan dengan memperhatikan pertimbangan~-pertimbangan dari instan-
si-instansi sipil (mlsalnja Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara)
dan instansieinstansi militer (misalnja Pcnguesa Perang/Darurat dalam
masa keadaan bshaja (pereng/Derurat),

S8jaratesjarat pcndidikon, ketjakanan dan pengalaman dalam peme=
rintahan dipentingkan, karena seorang Kopala Daerah hanja dapat menu-
nalkan tugasnja denran baik, djika 1o memcnuhi sjaratesjorat tertentu,

Karenac Kepala Doerah tidal: bertanggunge-djawadb kepada Dewan Per-
wakilan Rakjat Daerah, ia tidak dapat diberhentikan karena sesuatu ke-

putusan Dewan Perwakilan Raljat Dacrah,
Pasal 5,




Pasal 5,

Karena pentingnja keduvdukan Kepoela Daerah, maka penentuan pen-
djabat jang mewakili Kepala Daerah, apabila ia berhalangan, perlu di-
~tur cleh Menteri Dalam Negcrl dan Otonomi Daerah, ’

Pasal 6,
Dalem ketentuan ini tidak dimasukkan lagi unsur pentjalonan, .

Pasal 7,
Tjukup djelas,

Pasal 8,

Pongangkatan sumpah atau pongutjopan djand ji dihadapan Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pcndjabaf jang ditundjuk olehnja
dilangsungkan den~an pcrsaksian onggotaeanggota Dewan Perwakilan Rake-
jat Daerah, karena hubungan kordja antara Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakjat Daersh merupa%en unsur penting untuk kelant joran
djalannja pemcrintahan daerah,

Pasal 9,
Djumlah ini ditetapkan denzan pertimbangan bahwa djJjumlah anggo-
ta Badan Pemecrintsh Harion sednpnte-dapatnja terbatas,

Pasal 10,

Dengan mengcadjukan tjalon-tjalon anggota 3adan Pemerintah Harian
maka Dewan Perwakilan Rekjat Daerah dapat turut serta menjumbangkan
pertimbangannja dalam pengangkatan anggota-anggota Badan tersebut,
sesual denran alam demokrasi terpimnin,

Pasal 11.
Tjukup djelas,

Pasal 12,
Tjukup djelas,

Pasal 13,

Selama belum ada ketentuan baru tentang pembentukan Dewan Pere
wakilan Rakjat Doserah, maka pembocntukan Dewan Perwakilan Rakjat Daec-
rah didjalankan berdasarkan pcraturan-perundanran jang berlaku,

Pasal 14,

Dengan meletakkan pimpinan dua bidang-pemerintahan dalam satu
tangan, maka hapuslah adanje dualisme dalam pimpinan pemerintahan di
daerah. '

Selandjutnja ditundjuk pada pendjelasan unmun,

Pasal 15,
Dalam pasal ini antara lain ditetapkan bahwa:
a, Kepala Daerah mempunjai kekuasaan mempertangguhkan keputusan Dewan
Perwakilan Rakjet Daerah jang bersangkutan.
b. Kekuasagn untuk membatalkan kcputusan Pemerintah Daerah, baik Dace-
reh tingkat I maupun Daerah tingkat II adalah ditangan Menteri Da-

lam Negeri dan Otonomi Daerah, Pasal 16
28sa. 20
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‘Pasal 15,

Karena turas anggota-anggota Badon Pemerintah Harian bersifat mem-
bantu Kepala Daergh, maka Kepncla Daerah bcrkewenansan mcnetapkan tjarae
bekerdja, beglitupun luasnja tugfs anggota-anggota tersebut.

Pasal 17,

Menzingat kekuasaen, tugas dan kewadjiban Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah maka anggota-anggota Dowan torscbut dapat mcmbatasl keglatannja
diluar sidang=-sidengnja (plecno, babazian, selisi), scperti miselnja
rnengadakan penindjauan sctempat, meaghivbungl langsung Kepala-kepala dan
pegawaifpegawai d jawatan daerah jang boersanclutan dan lain-lein sebegal
nja. Segala keplaten termaksud sejogijanjea disalurl-an lowat Ferala Dae-

rah, untuk mclantjarlan rcde memerintahon dan monphemet keuangan daerah

Pasal 18,

Apabila sesecorang anrgota Dewan Perwakilan Rel-jat Daerah tidak ata
tidek bersedie mcnrenpknt sumpeoh atau mengutjonkon djandji seperti di-
" maksud dalam pasal ini daolam waktu jong ditentukan pada pasal 20, maka
keanggotghnja dalam Dewan Perwakilan haltjat Daerah itu gugur,

Pasal 19,

Kepala Daerah, jang dalam rancka pelaksannan Penctapan Presiden
ini tidak diangkat seba;rai Kepala Dacrah,; diangkat pvrla sebarai ancgote
Badan Pemerintah Harian berdasarlan pasal ini, avnabila ig menjatakan
kesedfinnja.

Ketentuan ini didasarkan atau pertimban—-an bahya Kerala Daerah itu
semula karena djabatennja djuca mendjedi anggota Dewan Perierintah Daers

Pasal 20.

Penetapan djangka waktu pada ajat (1) dimeksudkan untuk segera me-
wud judkan ketentuan-ketentuan delam “ecnetapan Prasiden ini,

Ketentuan pada ajat (2) diadakan untuk menghindar':an kekosongan da
lam pemerintahan daerah,

Pasal 21,
T jukup djelas,

Pasal 22,

Bila dslam melaksanakan Penetapan Presiden ini timbul kesulitan-
kesulitan, maka Menteri Dalam Negeri dan Ctcnomi Dacrah berkewadjiban
untuk menjelesaikannja, Kesuvlitan-kesulitan danat timbul misalnja kalav
tjalon-tjalon Kepala Dacrah jang diadjukan olch Dewan Perwakilan Ralrjat
Daerah tidak memenuhli sjarest-sjarat tersebut dalam pesal 4 sjat (4).

Pasal gé;

—

Tidak memerlukan pendjelasan,-

L L1 St S ame

. e o cw— —
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LAMPIRAN TIIl.
PENETAPAN PRECIDE REPUDBLIK INDCNESIA
o, 6 TAIUN 1959
TENTANG
PEMERINT Al DAERAH
( DISEMIURNAL 4)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa sebagal landjutan dari Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 tentang kembali kepada
Undanglundang Dasar 1945 perlu segera ditetapkan bentuk dan su-
sunan serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah;

2. bahwe keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan ke-
selamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan
semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur perlu di-

hadapi baik dibidang pemerintahan pusat maupun dibidang pemerin-
tah daerah;

/

¢

Mengingat:
Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal
5 Djuli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar:
a. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 1 September 1959;

b, Musjawarah Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 20 Ok~
L
tober 1959, '

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PENETAPAN PRESTDEN TENTANG PEMFRINTAH DAFRAH (DISEM=-
PURNAKAN) .,

BAB I.
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I,
KETENTU AN UMUM.

E asal 1’

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwa-
kilan Rakjat Daerah, '

;
! Pasal 2,

Dalam mendjalankan tugasnja Xepala Daerah dibantu oleh sebuah
Badan Pemerintah Harian,

’

Pasal 3.
Dengan Képala Daerah dimaksud djuga Kepala Daerah Istimewa Jogjo-

karta, ketjuall apabila ditentulan lain.
BACTAN TI.




BAGIAN II.
KEPALA DAERAH,

Pasal 4.
(1), Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh ¢
a. Presiden bagi Daerah tingkat I dan
b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah deongan persetudjuan
Presiden bagl Dacrah Tingkat II,

(2). Kepala Daerah Tinglat I diangkat oleh Presiden dari antara
tjalon=-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
jang bersangkutan,

Apabila dari pentjalonen itu tidak ada tjalon jang memenuhi
sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan
Rakjat. Daerah jang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah atas nama Presiden untulk mengadjukan pentja-
lonan jang kedua, .

v Apabila djuga pada pentjalonan jang kedua ini tidak ada
tjalon jang memenuhil sjarat, mala Presiden mengcangkat seorang Kes-
pala Daerah diluar pentjalonan,

(3), Kepala Daerah tingkat II diahgkat oleh Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah dengan pecrsetudjuan Presiden dari antara tjalon=-
tjalon jang diadjukan cleh Dewan Pcrwakilan Rakjat Dacrah jang ber-
sangkutan, ,

Apabila dari pentjalonan itu tidak ada tjalon joang memenuhi
sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam
Negori dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan Presiden, maka Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkuten diminta oleh Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengadjukan pentjalonan jang
kedua. '

Apabila djugn pada pentjalonan jang kedua ini tidak ada tja-
lon jang memenuhil sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah oleh
Menteri Dalam Neogerl dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan Presie
den, maka Presiden mengangkat socorang Kepala Daerah diluar pentja-
lonan,

(4). Pengangkatan Kepala Daerah diluar tersebut pada ajat (2) dan
(3) pasal ini dilakukan dengan mengingat sjarat-sjarat pendidikan,
ket jakapan dan pengalaman dalam pemerintahan jang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden, |

(5). Kepala Daerah adalah pegawal Negara jang nama djabatan dan
gelarnja, kedudukannja dan penghasilannja diatur lebih landjut da=-
lam Peraturan Presiden,

(6). Kepala Daerah dianrkat untuk suatu masa djabatan jang sama
dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan,
tetapl dapat diangkat kemball setelah masa djabatannja berachir,

(7). Kevnala
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(7)s * EKepala Daerah tidak danat diberhentikan karena sesuctu kepu-
tusan Dewan Perwaliilan Raltjot Daerah,

' Pasal 5. .
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur penentuan pen-
diebat jang mewakili Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 6.

(1). Kepala Daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang
berkuasa mendjalankan pcmerintahan didaerah itu didjaman sebelum
Republik Indonesia dan jang masih berkuasa mendjalankan pemerintah-
an didaerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ket jakaepan, ke-
djudjuran, kesetiaan pada Pemerintah Kepublik Indoncsia serta adat
istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan oleh Pre=-
siden,

(2). Untuk Daerah Istimewa Jogjokarta dapat diacdakan seorang Wakil
Kepala Daerah Istimewa, jang diangkat dan diberhentikan oleh Presi-
den dengan memperhatikan sjarat-sjaret tersebut delam ajat (1) pasal
ini, ) '

Pasal 7,

Kepalé dan Wakil Kepala Daecrah lstimewa Jogjakarta menerima gadji,
uang djalan dan uang penginapan serto segala penghasilan lainnja jang
sah jang bersangkutan dencan djabatannja Jang ditetapkan dengan Pera-
turan Presiden,

Pasal 8,

(1), Sebelum memangku d jabatannja, Kepala Daerah, Kepala dan Wakil
Kepala Dacrah Istimewa Jogjakarta mencengkat sumpah atau mengut jap-
kan djandji dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah diha-
dapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang
ditundjuk olehnja,

(2). Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat
(1) pasal ini ditetapkan oleh Mentecri Dalam Negeri dan Otonomi Dae=-
rah,

BAGIAN _ III,
BADAN PEMERINTAH HARIAN.

Pasal 9,

Badan Pemerintah Harian terdiri dari sekurang-kurangnja 3 dan seba-
njak-banjaknja 5 orang anggota, ketjuali dalam hal jang tersebut da-
lam pasal 19,

(1). Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian diangkat'dan diber-
hentikan menurut pecraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Ne-
geri dan Otonomi Daerah,

(2). Anggota-anggota Badan Pomerintah Harian termaksud pada ajat
(1) pasal ini sedapat-dapatnja diangkat dari tjalonetjalcr jang
diadjukan ® 0 ¢.® € a
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diadjuken cleh Dewan Perwakilon Rakjot Dacrah jang bersanckutan
dari anggota atau diluar anggote Dewan tersecbut,

(1). Sebelum memangku djabatannja, anggota-anggota Badan Peme-
rintah Harian mengangkat sumpah atau mengut japkan djandji diha-
dapan Kepala Dacrah,

(2) Susunan kata-kata sumpah (djandji) ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerahs

Pasal 12,

Anggota-anggota Bodan Pemcrinteh Harien menerima uang kehormatan,
uang djalan, uang pcnoincpan dan penghasilon lainnja jang sah jang
bersangkutan dengon djabatonnja menurut peraturon jane ditetapkan o=
leh Menterl Dalam Negeri dan Ctonomi Daerah,

BAGTAN IV, .
DEWAN PERWANILAN RAVJAT DAERAH,

Untuk sementara waktu pembentukan Dewan Perwzkilan Rakjat Peerah
' dilaksanakan berdasarkan pceraturan-perundangan jang berlaku,

BAB II.
KEKUASAAN, TUGAS »DAN KEWADJIBAN PEMERINTAH DAFRAYH,
BAGI AN I.
KisPALA DAURAI,
. Pasal 14,
(1)s  Kepala Daerah 2adalah:
a. alat pemcrintah pusat;
be alat pemerintah dacrch,
(2). Sebagal alat pcmeorintah pusat Kepala Daerah:

as mencurus ketertiban dan keamanan urmum didaerah;

b, menjelenggarakan koordinasi antara djawatan-djawatan pemerintah
pusat didaerah dan antara djawaten-djawatan tersebut dengan pe-
merintah dacrah;

¢. melaokukan pengawasan atas djalannja pemerintahan daerah;

d, mendjalankan lain-lain kewenangan umum jang terletak dalom bie-
dang urusan pemerintah pusat;

a sampal dengan d menurut pcraturan perundangan jang berlaku,
jang hingga saat ini dilakukan oleh Gubernur untuk Dacrah tingkat

I dan oleh Bupati/Walikota untuk Daerah tingkat II,

(3). Sebagal alat pemcrintah deerah Kepala Daerah memberi pertang-
gungan djaweb kepada Dewan Porwakilan Rakjat Doerah, baik dibidang
urusan rumah tangza doerah (otonomi) maupun dibidang tugas pemban-
tuan dalam pemcrintahan, dalam arti bahwa Kepala Dacrah tidal: dapat

diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Dacrahe

Passl 13

e ——.  — = o = e . W =
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Pasal 15.

(1). Kepala Daerah Tinckat I mompunjai kckuasaon untuk mempcr=
tangguhkan keputusan Dcwan Perwekilan Ralrjat Daerah Tingkat I dan
keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II, apabila dipandangnja bere-
tontangan dengan gowisegaric besar dari pada haluan Negara, liepen=
tingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tincgi tingkate
njae

(2). Kepala Daecrah Tingkat II mempunjal kekuasaan untuk mempere
tangguhkan keputusen Dewan Perwakilan Rakjet Daecrah Tingkat II,
‘apabila dipandangnja bertentangan dengen garis-garis besar dari
pada haluan Negara, kepentingan umum atau peraturan perundangan
jang lebih tinggl tingkotnio,

(3). Dengan tidak mengurangi kekuasaannja untuk mempertangguhkan
dan/atau membatalkan keputusan Femer:intah Daerah tingkat I dan
Pecmerintah Daerah tinghlat II, jang olehnja sendiri dipandang ber-
tentangan dengan garis-garis besar dari pada haluan Nepgara, kepen=
tingan umum atau peraturan pcrundanzan jeng lebih tinggl tingkate
nja, Mentecri Dolam Negorl dan Otonomi Daerah mengambil koeputusan
torhadap keputusan-keputusan jang ditangguhkan menurut ajat (1)
dan (2) pasal ini,

BAGIAN ITI.
BADAN PEMZRINTAH HARTAN

Pasal 16.
(1), Anggota-anggota Badan Pcmerintah Harian adalah pcmbantue
pembantu Kepala Daerah dalam urusan-uyusan dibidang rumch-tangga
daerah {otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintehan,

(2). Anggota-anggota Badan Pemsrintah Harian:
a, membcrikan pcrtimbangan kevada Kepala Daerah, baik diminta mgu-
pun tidelk; |
b. mendjalankan bidang pckerdjoan jang tertentu jang ditugaslan
kehadanja oleh Kepela Daerah dan terhadap 1tu mereka bertang-
gung dJjawab pada Kepala Daerah,

(3). Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat menugaskan ke~
| pada seorang anggota Badon Pemarintah Harian untuk atas namanja
mcmberikan keterangan dihadapan Dewan Perwaliilan Rakjat Daerah
mengenal bidang pekecrdjeannjae

BAGIAN II1I.
DVVAW PERWAVILAN RAFKJAT DAFRAH,

Pasal 17.
Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah mendjalankan kekuesaan, tugas dan
kewad jiban pemerintah daerah menurut peraturan-perundangan jang ter-
laku, selama tidak bertentangan denzan ketcntuan-kotentuan dalam Pe-

netapan Presiden ini,.
BAB III.
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BAB III,
KETENTUAN PcRALIHAN,

(1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada mend jadi Dewan Per-
wakilan Rakjat Daerah menurut Penetapan Presiden ini dengan keten-
tuan, bahwa anggota-anggota mengangkat sumpah atau mengut japkan
djandjl dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomil Daerah atau
pendjabat jang ditundjuk olehnja,

(2). Terhadap sumpah atau djandji termaksud dalam ajat (1) pasal
ini berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 8 ajat (2),

Pasal 19,

Dewan Pemerintah Daerah jang ada dibubarkan dan bekas anggota
Dewan tersebut dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Hae
rian, ket juall mereka jang menjatalran tidok bersedia untuk diangkat
mend jadi anggota Badan Pemerintah Harilan,

Pasal Z20.

(1), Dalam waktu selambat-lambatnja tira bulan terhitung mulai
berlakunja Penetapan Presiden ini, maka harus sudah dilaksanakan
berturuteturut:

&, pengambilan sumpah atau pengutjapan djandji anggota-anggota
Dewan Perwakilan Raljat Daerah dimaksud dalam pasal 18;

b. pengangkatan Kepala Daerah menurut kectentuan dalam pasal 4;

¢+ pembubaran Dewan Pemerintah Daerah jang ada, pembentukan Badan
Pemerintah Harian serta penjumpahan atau pengutjapan djandji
anggota=anggota Badan Pemerintah Harian jeng bersangkutan seper
ti dimaksud dalam pasal 19,

(2). Kepala Daerah, Dewan Perwalilan Rekjat Daerah dan Dewan Pe=
merintah/Dewan Daerah jang a2da pada saat mulai berlakunja Pene=-
tapan Presiden ini berdjalan terus sampal terbentuk dan tersusun
Pemerintah Daerah menurut Penetapan Presiden ini.

BAB 1V,
KETENTUAN PENUTUP,

Pasal 21.

Penjelenggaraan pemcrintahan daerah dibhidang urusan rumeh tangéa
daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahen tetap dila-
kukan ketentuan-ketentuan dalam Undangeundang No., 1 tahun 1957, ke-

t juall apabila bertentangan dengzan sesuatu ketentuan delam Penetapan
Presiden ini,
Pasal 22,

Kesulitan-kesulitan jang timbul sebagal akibat pelaksanaan Penee

tapan Presiden ini diselesaikan oleh Mentori Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah,
Pasal 23,
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Paszal 23,
Penctapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan
nempunjai daja surut mulai tanggal 7 September 1959,
Agar supaja setiap orang mengetahuinja, mcmerintahkan pengune
dangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembara Negora
Republik Indonesia,

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Nopember 1959,
Presiden Republik Indonesia,

. SOEKARNO,
Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 16 Nopember 1959, '
Menteri Muda Kehalriman,

SAHARDJO,

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No.
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PEIDISLASAN
atas
PENETAPAN PRESIDEN REPUD.IK INDONESIA
No., 6 TAFUM 1959
tentang
PEMERINTAH DARRAY (DISEMPURNAVAN)

— e e e o cane

I. UMUM,

1, Dengan berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1948 berdasar-
lan Dekrit Presiden tanggel 5 Djuli 1959, maka negara dan bangsa
Indcnesia telah memasuki alam baru dalam sedjarah ketata-ncgaraan-
nja.

' Kembali ke Undangeundang Dasar 1945 berarti meninggalkan
sistim demokrasi-libecral, jang dianut oleh Undange-undang Dasar
Semcntara, jang ternjata tslah membawa revolusi bangsa Indonesia
Jang belum selesail ke suatu arah jang membaha jakan kesatuan ne-
gara dan persatuan bangsa Indonesia, .

Revolusl ketatancgaraan harus berdjalan tidak sadja dibi-
dang horlzontal mengcnai pcmerintahan pusat di Djsckarta, tetapi
djuga harus berlangsung vertikal mengenai pemcrintahan daerah,

Selandjutnja kewbali ke Undeng-undang Dasar 1945 berarti
pula melaksanakon sistim demokrasi terpimpin;
dalam sistim itu kebidjakscnoan pemecrintahan sedjak tanggal S
Djuli 1959 dalam keseluruvhancja dipertanggung-djawabken oleh Pre-
siden kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat,

2, Oleh karena itu hadan-hadan pemerintohan sebagail alat untuk
monjelamatkan revceclusi harus disesuaikan dengan ketentuan~ketene-
tuan dalam Undangeundang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan de-
mokrasi terpimpin.

Penjesuaian ini harus dilaksanakan dengan Pecnetapan Presiden se-
bagal pelaksenaan Dekrit Presiden tanggal 5 Djul 1959 dan sebagail
satu-satunja djalan untuk meluesken arus Revolusl ketatanegaraan
sampal dapat dinikmati oleh Rakjat diseluruh wilajah Republik
Indonecsia,

Se Dalam pada itu harus dipcrhatikan dua masalah jang penting,
jaitu:
a, bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus
dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial,
be. bahwa untuk kenentincan Rakjat, untuk keutuhan peménintah dae-
rah dan untuk kclant jaran administrasi, dualisme dalem pimpinan
pemerintahan didaerah harus dihapuskan,
4, Meland jutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi ber-
arti mclandjutkan pemberian hak kepada Daerah untuk mengatur dan
mengurus rumahe-tangganja sendiri, dengan mengingat kemampuan dan

kesanggupan Dacrah masing-masing. Dengan




- 313 -

Dengan demikian urusen-urusan jang ‘kini termasuk kcwenanaan

pemerintah pusat semakin 12mo akan senakin banjalr beralih mcn-

djadi kewenan;:an pemerintah daerah, sesuai den;ran ketentuan dalam
pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, Untuk mendjundjung sifat Ne-
gara Republik Indoncsia scbagal Negara Kesatuan, politik dckone

sentrasl dan desentralisasi jang demikian itu harus disertai sua-

tu ketentuan, jang mendjamin hubungan jang erat antara pemerintah

pusat dan pemcrintah daerah, sesuai dengan djiwa dan semangat Ne-

gara Kesatuan Republik Indoncsia dan Konstitusi Proklamasi,

Se

Pimpinan pemerintahan didacrah kini bersifat duallstis,

dalam arti kata bahwa ada dua pimpinan jang berdiri terpisah,

mengenal dua bidang pekerdjaan jang pada hakekatnja sangat erat

hubungann ja satu sama lain,

a,

b

6o

Dua bidang itu ialah:
bidang pemerintahan umun pusat didecersh ditangan Pamong Pra-
dja dan
bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintah (mede-
bewind) ditencan pcmerintah decrah,

Pimpinan kedua bidang ini perlu diletakkan dalam satu tangan,

Berdasarkan faktor-faktor tcrsebut diatas, maka untuk men-

tjapal daja-guna jang sebesar-besarnja, pemcrintah daerah diberi
bentuk dan susunan serta kcluascan, tugas dan kewadjibvan jang:

pada pokoknja adalah scbagai berikut:

Qg

b.

Ce

de

8.

f.

pimpinan dalam hidang pemerintahan umum pusat didaerah dan
pimpinon dalam bidang pcomerintah dacrah diletakkan ditangan se-
orang Kepala Daerah,

kekuasaan eksekutif jang didjalankan oleh Kepala Daerah tidak
bersifat kolegial, akan tetapl sebaliknja djuga tidak mening-
galkan dasar pcermusjawaratan dalam sistim pemerintahan,
anggota=-anggota Badan Pemcrintah Harian merupakan pembantue-
pembantu hepala Daerah dan harus bebas dari keanggotaan par-
tal politik, hal mana dictur berdasarl:an Peraturan Presiden
No. 2 tahun 1959,

Kepala Daerah adalah pegawai Negara, jang tidak dapat diber-
hentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat
Drerah,

Kepala Daerah mempunjai kekuasaon untuk mempertangguhkan kee
putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang boersangkutan dan
keputusan Pemecrintah Daerah,bgwahannja, jang dianggapnja ber-
tentangan docngan garis-roris %eéar dari pada haluan negara,
kepecntingan umunm atau peraturan-perundangzan dengan jang lebih
tinggli tingkatnja,.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berwenang dalam bidangebidang
legislatifl, anggaran pendapatan dan belandja serta pembangunan

didaerah, 7 o Soalesoal, .,
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7 Soal=soal jang fimbul dalam masa peralihan setelah Pene-
tapan Presiden inl berlaku, scboglan diatur dalam Penetapan Pre=-
siden ini, misalnja mengenal Dewan Pemerintah Deoerah dan Dewan
Perwakilan Rakjat Dearnh jang sekarang ada, dan sebegian lagl
dictur atau disclecaikan olch Menterl Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah (pasal 22),

8, Dalam pada itu pcrlu dikemubokoan, bahwa Penstapan Presiden
ini bertudjuan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja menertibe
kan pcmeriatanen dacreh sssucl derson djiwa dan scmargat Undange-
undang Dasar 1212 dan demokrasi terpiapln,

Perobahon-p;rubqﬁﬁn ¢imnea datoang, misalnja sobagal akibat
pelaksanaan pélitik dukonsentrasi dan desentralisasi, alan di-
atur dan diselectilina dolion wikitu jang singkat berdasarkan‘pera-
turan perundsncan jang o6, umpamanja pelaksanaan Undang-undang
No., 6 tahun 1959 atau jang ekan diadekan.

II. PASAL DEMI PASAL,

Dengan kata Daerah dimcl:sud Daerahedaerah jang berhak menge
atur dan mengurus rumche-tongganja sendiri berdasarkan Undang-
undang No. 1 takun 1257,

Mengingat pentingnja tuzras Ycpala Daerégh la perlu dibantu
oleh orange-orang jang memiliki kcahlian dalam bidoang pemerintahan
deerah,

Tjukup drelas,

Png~l 4,

Berhubung den~an pentingnia kcdudukon Kepala Daerah sebagail
perusatan pekerdjaan baik pada bidang pcmerintahan pusat maupun
pada bidang pemcrintehan dacrah, Kepala Daerah dlangkat oleh Pee
merintah Pusat don diberi kedudultan sehagal pegawal Negara; penge
angkatan itu dilekultan densan umemperhatikan pertimbangan-pertime
bangan dari instensi-instansi sipil (misclnja Badan Ponpawas  Koe
glatan iparcatar Ncegara) dan instansi-instansl militer (misalnja
Penguasa Perarg/).vurat dilam masa keadcan bahaja perang/darurat),

Sjaratesgjarat pendidikan, lictjakapan dan pengalaman dalam pee
merintebhan dipcentingkan, kavena scorang Koprla Dacrah hanja dapat
menunaikan tugasnja dengan balk, djika ia momenuhi sjarat-sjaraf
tertcntu,

Karona Kepala Dacrah tidak bertenggung~-djawab kenaoda Dewan
Perwakilaa Rekjat Dacreh, 12 tidak dapet diberhentikan karena see
suatu keputusan Dewan Perwakilen Rekjat Daerah,

Pagal 5,

.« e PR s
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Pasal 5,
Karone pentingnja kcedudukan Kepela Deerah, moka penentuan pene
ijobat jang mewakili Eepcala Daerah, opabil2 ia berholangen, perlu
dizatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Ctonomi Daerah,

Pasal 6,
Dalam ketentuan ini tidek dimasukkan lagi unsur pentjalontns

Pasal 7. -
Tjukup djelas,

rasal 8,

Pengangkatan sumpah atau ponzutjapan djandji dihadapan Menteri
Dalam Negeri d an Ctonomi Dacreh gton pendjabat jang ditundjuk oleh-
nja dilangsunzkan dengan persaksion anggota-anggota Dewan Porwakilan
Rakjat Dacrah, karcna hubungan kerdja antara K:pala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah merupalzan unsur penting untuk kelantjaran
djalannja perkrintahcn daerah,

Pasal 9,

Djunmlah ini ditetapkan dengan pcrtimbongan bohwa djumloh anggoe-

ta Badan Pemerintah Harian scd~patedapatnja torbatas,

Pagal 10.

Dengan mengadjuken tjalonetjolon anpgota Bodan Pemeorintah Harian
maka Dewan Perwakilan Rakjot Daerah dapat turut serta menjumbanckan
pertimbangannja daldm pengsangkatan angrota-anggota Badan tersedbut,
sesual denyan alam demokrasi terpimpin,

Pasal 11,
T jukup djelas,

Pasal 12,
Tjukup djelas,

Pasal 13,
el et~
Selama Belum ada ketentuen baru tentang pembentulzan Dewan Pere
wakilan Ral:jat Daerah, maka pembohtukan Dewan Perwakilan Ralkjat Daee
rah didjalankan berdasarkan poeraturan-perundangan jang berlaku,

Paseal l4,
Dengan meletakkan pimpinan dua bidangepcmerintahan dalam satu

tangan, maka hapuslah adanja dualisme dalam pimpinan pemerintahan
didaerah, ‘

Selsndjutnja ditundjulk padn pendjelasan umum,

[ Pagal 15,
Dalam pasal inil antara lain ditetapkan bvahwa:
a, Kepala Daerah mempunjai kekuasasn mempertangguhkan keputusan Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan,

b, kekuasaan...
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b. kekuasaan untuk membatalkan lzeputusan Pemerintah Daerah, baik
Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat I adalah ditancan Mente:r:
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

Pasal 16.

Anggota-anggota Badan Pemerint:h Harian adalah pembantu~pembantu
Kepala Daerah sebacaimana halnja dengan Menteri-menteri Negara adalah
pembantu-pembantu Presiden sesual dcngan semangat Undang-undang Dasar
. 1945,

Karena tugas anggota-anggota Badan Pemerintah Harian bersifat
membantu Kepala Daerah, moka Kepala Daerah berkewenangan ﬁénetapkan
tjara bekerdja, begitupun luasnja tugas angrota-anggota tersebut,

Hubungan antara anggota Badan Pemcrintah Harian dengan Kepala
Daerah ini adclah sesual denran hubuncan antara Menteri-menteri.Negae-
ra dengan Presiden,

Pasal 17,

Mengingat kekuasaan, tugas dan kewadjiban Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah maka anggota-anggota Dewa2n terscbut depat membatasi kegiatane
nja diluar sidang~-sidangnja (pleno, bahagian, scksi), seperti misale
nja mengadakan penindjauan setempat, menghubungl langsung Kenala=
- kepala dan pegawai-pegawoil djawatan daerah jang bersonglutan dan laine-
lain sebagainja. Segala kegiatan termaksud sejoglanja disalurkan li-
wat Kepala Daerah, untuk melantjarkan roda pemerintahan dan monghemat
keuangan daerch,

' Pasal 18.

Apabila seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Dasrah tidak
atau tidak bersedia mengangkat sumpah atau mengut japkan djandji seper-
tl dimaksud dalam pasal ini dalam waktu jang ditentukan pada pasal 20,
maka keanggotaannja dalam Dewan Perwckilan Rakjat”Daerah itu gugur.

Pasal 19. .

Kepala Daerah, jang dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden
ini tidak dianggap sebapgai Kepala Daerah, diangkat pula sebagal Ang=-
gotan Badan Pemcrintah Harion berdasarkan pnsal ini, apabila la menja-
takan kescdicannja,

Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kepala Daerah
ltu semula karena djabatannja djuga mendjadi anggota Dewan Pemerintah
Daerah, o '

Pasal 20,

Penetapan djangka waktu pada ajat (1) dimaksudkan untuk segera
mewud judkan ketentuan~ketentuan dalam Penetapan Presiden ini,

Ketentuan pada ajat (2) diadakan untuk menghindarkan kekosongan
dalam pemcrintahan daercah,

Pasal 21,
Tjulup djelas, .
Pasal 22,



Pasal 22,

Bila dslam melaksanakon Penetapan Presiden ini- timbul kesulitcon-
Xc¢sulitan, maka Menterl Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berkewadjihan
untuk menjelesaikannja, ‘

Kesulitan-kesulitan dapat timbul misalnja kalau tjalone-tjalon
Kepala Daerah jang diadjulan cleh Dewan Perwakilan Ralkjat Daerah ti-
dak memenuhil sjarat-sjarat terscbut dalam pasal 4 ajat (4).

Pasal 2§c
Tidak memerlukan pendjelasan,

TAMBAYAY LEMBARAN NEGARA No,
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IAVPTLAN: IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDCUESIA
No., 3 TATUI 159
TENTANG
PYRUBAHAN PERATURAYN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 2 TAHUN 1¢59,

==s==

PRESIDEN REPUELIK INDOKUSIA

Menimbang:
a, bahwa berhubune dengan pentingnja djabatan Kepala Dae-

rak dan keanggotaan ladan Pomerintah Harian dimaksud
dalam Penetapan Presiden No, 6 tahun 1952, perlu dle
tetapkan larangan keanggotaan partai politik bagli pen=-
djabat-=pendjabat terscbut, agar supaja mereka dapat
bertindak leluasa bebas darl segala ikatan kepartaian;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut sub a dlatas pere
lu diadakan perubahan dalam ketentuan pasal 1 ajat (1)
Peraturan Presiden No, £ tahun 1959;

Mengingat: 1, Pasal 4 ajat (1) Undangeundang Dasar;
2. Pasal 4 Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATUN AN PRESIDEN TiNTANG PZRUBAEAN PERATURAN PRESIDEN
No, 2 TAHUN 1959,

Pasal 1,
Pasal 1 ajat (1) Peraturan Preasiden No. 2 tahun 1959 ditambah
dengan ketentuan sub 4 jang berbunji sebagzai berikut:
"d, Kenala Dacrah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogja-
karta dan ahggota-anggota Badan Femerintah Harian dimaksud dalam
Penctapan Presiden No, 6 tahun 1959 tentang Pcmerintah Daerah",

, Pasal 2. ‘
Peraturan Presidon ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,

Agar supaja sotliap orang dapat mengetaiuinja, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden inl dcngan pcnempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesla,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggnl 26 September 1959,
Diundanglkan Presiden Republik Indonesia,
pada tanggal 28 September 1959, SOEKARNO.

Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO,

---::St"—-—----



JIAMPIRAN: V

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDCNESIA
No, 4 TAHUN 1959
TENTANG
SJARAT«-SJARAT PENDIDIKAN, KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM
PEMERINTAZAN BAGI KEPALA DAERAH,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa ﬁerlu ditetapkan sjaratesjarat pendidikan, ketja-
kapan dan pcngalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Dae-
rah;

Mengingat: a, pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
b. pasal 4 ajat (4) Penetapan Presiden No, 6 tahun 1959
(Lembaran Negara tahun 1959 No, 94);

Méndengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG SJARAT-SJARAT PENDIDIKAN,
KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DAI.AM PEMERINTAHAN BAGI
KFPALA DAERAH,

Pasal 1,

Jang dapat diangkat mendjadi Kecpala Daerah ialah warganegara
Indonesia jang selalrn memonuhi peraturan-peraturan kepegawaian tene
tang sjarate=sjarat untuk dapat diangkat mendjadi pegawal Negeri:

1, berdjiwa proklamasi 17 Apustus 1945 dan tidak pernah memusuhi
perdjuangan kemerdekaan Republik Indonesia; :
2, sanggup dan mampu membina Pemerintahan Daerah didalam pelaksanaan
program Pemerintahj;
3. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja kare-
na keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
4. tldak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusen
pengadilan jang tidak dapat diubah lagi;
5. tidak perneh dihukum karona kedjahatan;
6+ a)s bagi Daerah tingkat I:
sekurang=-kurangnja berpendidikan sesuatu Sekolah Landjutan
- tingkat Atas, serta memiliki ket jokapan dan pengalaman dalam
pemerintahan dan sekurang-kurangnja berumur 30 tahunj;
b). bagi Daerah tingkat II:
sekurang=-kurangnja berpendidikan sesuatu Sekolah Landjutan
tingkat Pertama, serta memiliki ketjckapan dan pengalaman da-
lam pemerintahan dan sekurangekurangnja berumur 30 tahun,

Pasal 2,



Pagal 2.
Peraturan Presiden ini mulni berlaku pada hari ditetapkan,

Agar supaja setiap orang mcngetahuinja, memerintahkan pengun-
drrran Feraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Nee
gara Reprublik Indonesia.

. Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Soptember 1959,
Presiden Republik Indonesia,
Diundangkan SOEKARNO.
pada tanggal 28 September 1959. ’
Menteri Muda Keﬁakiman,

SAHARDJO.
.--::st::- -e
PENDJELASAN
atas

PERATURAN PRLSIDEN REVUBLIK INDONESIA
No., 4 TAHUN 1959,
tontang
STARAT=-SJARAT PENDIDIKAN, KETJAKAPAN DAN PIENGATAMAN DALAM
PEMERINTAHAN BAGI KuPALA DAZRAH,

-

Sebagai konsekwonsi dari pasal 4 ajat (4) Penetapan Presiden
No., 68 tahun 1959 tentang Pemsrintah Daecrah diharuskan adanja Perature
an Presiden jang menetapkan sjaratesjerat pendidikan, ket jakapan dan
pengalaman dalam pemerintehan bagil Kenonla Daerah,

Perumusan tentang sjaratesjarat pendidikan, ket jakapan dan.
pengalaman dalam pemerintahan (Pemerintahan Umum, Pemerintah Daerah
atau dalam djawatan-djawatan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah -
Daerah), Jjong terdapat dalam peraturan ini, disamping berupa himpunan
sjarat-sjarat negatif jang dapat dimiliki oleh jang ditjalonkan,
mengandung pula sjaroat-sjarat positif tentang pondidikan, pengalaman
dan umur, Dcngan perumusan jang dimaksudkan ini aiusahakan adanja
pertemuan antara akseptabilitet p€litis dan ket jakapan tehnis bagi
seorang Kepala Daerah,

Guna mendjaga djangan sampal terdjadi penerobosan-pencrobosan
terhadap sjarat-sjarat jang ditjantumkan didolam peraturan ini, tjd-
lon jang diadjukan oleh daerah itu harus memiliki buktiebukti jang
gah tentang kebcnaran keterangan-kcterangan jang mereka berikan itu,
memrut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pengangkatan pegawail
Negeri,

' PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1,



Sub 10

Sub 2,

Sub 50
Sub S,

Sudb 6,
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Pasal 1,
Jang termasuk didalam kategori ini 1alah orang-orang jang ti-
dak pcrnah setjara langsung atau tidak langsune ikut atau meme
bantu misuh-rmusuh Negara Republik Tndcnesia; ketentuan ini
dianggap psnting karena ditanren Kenala Daerah diletakkan Pim-
pinan Pemerintahan,

Ketentuan ini dimoksudkan sebagair pegangan jang kuat bagi Pe-
merintah agar sunaja program Pemerintcoh dapat dilaksanakan de-
ngan sebaik-baiknja.

dan 4 tjukup djelas,

Jang dimaksudkan dengan kedjchatan disini ialah kedjahatan me=
nurut Bab II Kitab Undangeundang Hukum Pidana dengan tjatatan
bahwa huﬁuman-hukuman karena kedjahatan jang didjatuhkan kepa-
da seseorang oleh keluasacn asing atau kekuasaon lain jang di-
perlindungi oleh keckuasaan asing karcna perbuatan untuk meme
perdjuangkan/membela/mcnegakkan kemerdekaan Republik Indonesis,
tidak termasuk didalamnja; disamping itu tcrmasuk pula sebagai
kedjahatan ialah gegala tindak jang monurut keputusan Hakim
merupakan kedjahatan,

Jang dimaksud ialah orang-orang janr berpendidikan Sekolahe
sekolah Landjutan tingkat Atas/Pertama atau jang sederadjat
dengan Sekolah-sekolah tcrsebut, baik Sekolah Negeri maupun
partikelir,
Pasal 2.
T jukup djelas,

ewe==StoSmee
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LAMPIRAN: VI
PERATURAN PRESIDEN REPURLIK INDONESIA

No, 5 TAHUN 1959

TENTANC
NAMA DJABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA
DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH IS-
TIMEWA JOGJAKARTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu segera mengatur nama d jabatan, gelar, kedu-
dukan dan penghasilan Kepala Daerah tingkat I dan tingkat
II serta Kepala dan VWakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakar-
ta;

Mengingat: a, pasal 4 ajat (1) Undange-undang Dasar;
b, pasal 4 ajat (5) dan pasal 7 Penetapan Presiden No, 6
tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No, 94);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TINTANG NAMA DJABATAN, GELAR, KEDU-
DUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN
WAKIL KEPALA DALRAI ISTIMEWA JOGJAKARTA,

BAB I.
NAMA DJABATAN, GELAR DAN KEDUDUXAN
KEPALA DAERAH,

Pasal 1. \
(1). Jang dimaksud dengan Kepala Daerah dalam Peraturan ini ia=-
lah Kepala Daerah jang diangkat atas dasar Penetapan Presiden No.
6 tahun 1959 tentang Pemerintah Dacrah.

(2)., a, Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat I adalah

"Kepala Daerah tingkat I",
Kepala Daerah tingkat I memakai gelar "Gubernur", ketjuali
jang dimaksud dalam sub d,

be Nama d jabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II adalah
"Kepala Daerah tingkat II", !
Kepala Daerah tingkat II memakal gelar "Bupati",

¢, Nama djabatan dan panskat Kepala Daerah tingkat II Kotapradja
adalah "Kepala Daerah Kotapradja',
Kepala Daerah Kotapradja memaka. gelar "Walikota",

d. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daorah Istimewa Jogjakarta
adalah "Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta",
Kepala Daerah lstimewa Jogjakarta dapat memakai gelar "Gubere
nur ".

(3), Kepala Daerah dimaksud dalam ajat (1) adalah pegawsl Negara,
L4). Bagi...o
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(4). Bagi Kepala Daerah berlalku ketentuan=ketentuan mengenal pc-
gawal Negerl, sepandjang ketentuan-ketentuan itu tidak berten=
tangan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Penetapan Presiden
No. 6 tahun 1959,

(5). Pegawai Negeri jang diangkat sebagal Kepala Daerah, pada
waktu diberhentikan sebagai Kepala Daerah dikembalikan kcpada
pangkatnja semula, kctjuall apabila ditentukan lain oleh Pemerin-
tah,

BAB Il
PENCHASILAN KXPALA DAEEAH.

BAGIAN I.
GADJI, TUNDJANGAN ANAYV, TUUDJANGAN KEMAHALAN DAFRAH,
SUMBAYIGAN NEGARA PADJAX FEEAWAI DAN TUNDJANGAN
FEMAUJALAN UMUM,

Pasal 2,
(1). Kepada Kepala Daerah tingkat I, dan Kepala Daerah Istimewa
Jogjakarta diberikan gadji pokok Sebesar R, 2,572,

(2). Kepada Wakil Kenala Daerah Istimewa Jogjakarta diberikan
gadji pokok sebesar Rr. 2.448,-

(3). Kepada Kepala Daerah tingkat II sesuatu Kotapradja, jang
mendjadi ibukota Daerah tingkat I diberikan gadji pokok sebesar
RPe 2,324,=

(4). 'Kepada Kepala Daerah tingkat II, ketjuali jang dimaksud da-
lam ajat (3) diberikan gadji pokok sebesar Rs 2.250,«

Pasal 3, ‘
Disamping gadji tersebut dalam pasal 2 diberikan tundjangan

‘anak, tundjangan kemahalan daerah, sumbangan Negara padjak pegawai

dan tundjangan kemahalan umum mcnurut peraturaneperaturan jang ber-
laku bagi pegawal Negeri,

BAGTIAN II.
RUMAH KEDIAMAN DAN MCBIL ATAU KENDARAAN DINAS LAINNJA.
'Pasal 4.
(). Untuk Kepala Daerah, ketjuali untuvk Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, disediakan rumah djabatan,

(2). Biaja pemeliharaan rumah dan pekarangan, pemakalan air dan
penerangan, ditanggung oleh Pemerintah,

Pasal 5,
(1), Untuk Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Istimewa Jogjakarta disediakan secbuah mobil dinas atau
kendaraan dinas lainnja dengan pengemudinja,

(2). Biaja pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnja dan pe-
« mellharaannja ditanggung oleh Pemerintah,
BAGIAN III.
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BAGIAN III,
BIAJA PERDJALANAN DAN BIAJA PENGINAPAN,

Pasal 6,

Biaja perdjalanan dan penginapan Kepala Daerah serta Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diberi penggane
tian memurut peraturan perdjalanan dinas dalam Negerl bagi pegawal
Negeri golongan I.

BAGIAN IV,
TUNDJANGAN DJABATAN,

Pasal 7.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan
Menterl Keuangan menetapkan tundjangon djabatan, jang diberikan tiap-
tiap bulan kepada Lcpala Daerah, untuk:

a. Daerah tingkat I don Wakil Kcpala Daerah Istimewa )
Jogjakarta sedjumlah sekurang=kurangnja ..eeveceeecesse FPe 500,=
b. Daerah tingkat II sedjumlah sckurangekurangnja .cceees RPe 350,

BAGIAN V,
TANDA PENCHARGAAN,

Pasal 8.

Kepada Kepala Daerah pada tiap=-tiap achir masa djabatannja atau
pada waktu 1a berhentl dengan hormat dari djabatannja, diberl peng-
hargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku djabatane-
nja sedjumlah dua kall pokok gadjl jang mendjadi haknja pada saat
ia berhentl, dengan sebanjak=banjaknja enam kall pokok gadji,

Masa memangku d jabatannja jang kurang darl satu tahun, dibulate-
kan keatas mendjadi satu tahun penuh,

B AB III.
KETENTUAN PENUTUP,

Pasal 9,
Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur doan diselenggarekan
oleh Mentcri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

Pasal 10,
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,

Agar supaja sotlap orang mcngetahuinja, memerintahkan pengune
dangan Peraturan Presiden ini dongan penempatan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1969,
Presidon Republik Indonesia,
Diundangkan SOEKARNO,
pada tanggal 28 September 1959,
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJ O,

LY St===-.-
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PENDJELASAN
atas
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Noe 5
TAHUN 1959
_ tentang
NAMA DJABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KSPALA DAERAH
' SERTA XEPALA DAN WAKIL K®PALA DAERAH ISTIMEWA
JOGJAKARTA,

Fendjelasan Umum,

Penjesuaian badan-badan pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi
terpimpin jang tidak sadja didjalankan dalam sistim pemerintahan Pu-
sat tetapi djuga dalam sistim pemerintahan daerah, membawa perubahan-

perubahan jang sangat besar artinja dalam bentuk, susunan serta tugas
dan kewadjiban pemerintah dasrah,

Kepala Dasrah menurut sistim Undange~undang No, 1 tahun 1957 bu-
kan merupakan alat perlengkapan daripada Pemerintah Daerah seperti
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Dacrah dan dalam
mendjalankan pekerdjaannja seharieharl tidak mempunjai fungsi jang
penting. Den;:an berlakunja Penetapan Presiden No., 6 tahun 195¢, Ke=-
pala Daerah mendjadi suatu djabatan jang sangat penting di Daerah,
karena seluruh pemerintahan sipil dikendalikan oleh pendjabat terse=-
but., _ .

Kepala Daerah, bukan sadja sebag2l alat Pemerintah Daerah me-
lainkan djuga sebagail 2lat Pemcrintah Pusat mempunjai pekerdjaan-
pekerdjaan dan tanggung-djawab joang luas dan berat sekall; berhubung
dengan itu maka kedudukan dan penghasilan Kevala Dasrah harus ditine
djau dari peranan penting jang didjalankan oleh Xepala Daerch,

Karena pangkat Kepala Daerah tidak mempunjai pangkat kelandjutan
dan terikat pada masa djabatan, sedang gadjinja adalah tetap, maka
bagli Kepala Daerah tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam peraturan
gadji pegawal negeri, jang mengcnal kenoikan pangkat atau kenaikan
gadji berkala, Selain dari itu terhadapnja berlaku semua peraturan
jang berlaku bagi pegawai Negeris |

Karena Kepala Dasrah itu adalah pegawai Negara, maka apabila
gseorang pegawal Negeri diangkat mendjadi Kepala Daecrah, kemudian ber-
hubung dengan berbagal hal tidak memangku légi djabatan Kepala Daerah
itu, ia diangkat kembali mendjadi pegawai Departemen/Djawatan dimana
ia semula bekerdja, sedang pangkatnja ditetapkan sesual dengan ke~
- tentuan~ketentuan dalam peraturan kepegawaian jang berlaku, Demikian
pula harus diatur kedudukan beckas Kepala Daerah jang semula'mendjadi
pegawai Daecrah, |

Mongenal Kepala Daerah jang semulanja partikelir, apabila ia
berhcnti sebagai Kepala Daerah, maka pemberhentlannja bersifat scma
dengan pemberhentian dari djabatan Nogeri dencan hak atas pemberian

unng 0‘-70!.
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uzng tanda penghargaan seperti tormaksud dalem pasal 7 peraturan ini,

Hingga kini kepada Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jo=-
gjakarta tidak diberikan sesuatu penghasilan disamping penerimaan
berdasarkan "Pembiajaan perumehetanggaan Keraton" (Civiele 1ijst",

Oleh karena, ket juall mengepalal den memimpin perumah-tanggaan
Keraton, pendjabat tersebut djusa melakukan pekerdjaan pemerintahan,
maka sudah sewadjarnja apabila kepada mereka diberikan pula pcngha-
silan jang pada umumnja diterima oleh seorang Kepala Daerah,

Kepada Wakil Kepala Dasrah Istimewa, sesuai denrén kédudukannja,
diberikan pcnghasilan jang kurang daripada Kepala Dacrah Istimewa,

Pendjelasan pasal demi pasal,

Pasal 1,

Dengan "Pegawai Negcri" termaksud dalam ajat (5) termasuk pula
Pegawal Dacrah,

Pasal 2 s/d 10.
Tidak mcémerlukan pendjelasan,

maat3Stomees



TAMPIRAN: VII

| PERATURAN MEIN7.RI DALAN NEGxRI DaN OTONOII
| DAERAH No, 7 TAHUN 1959
' TENTANG
SUSUMAN K.TA-KATA SUMPAH ATAU DJANDJI KEPALA. DAERAH,. KEPALA DAN
WAKIL EEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA, ANGGOTA BADAN
PEMERINTAH HARIAY DiN ANGGOTA DEWAN PURWATILAN
RAVTAT DAERAH,

MERTHRI D.LAM NEG:RI DLW OTONOMI DAERJAH,

Menimbang: bahwa porlu menetapkan susunan kata-kata sumpah atau djane
dji Kepala Daecrah, ¥zvala dan Wakil Xenala Doerah Istime-
wa Jor jokarte, anggota Badan Pemorintah Harian dan anggota
Dewan Perwokilan Rakjat Dacrah;

Mengingat: posal 8 ajat (2), 11 ajat (2) dan 18 ajat (Z2) Penectapan
Presiden No, 6 tohun 1659 (Icmbaran Negara tahun 1959
No., 94); ’
MEMUTUSZKAN

Menetapkan: PERATUKLN TENTANG SUSUNGN KaTA=KATA SUMPAH ATAU DJANDJI
KEPaLa DAERAH, KbEPALA DaN WaKIL EPALA D.RAH ISTIMEWA
JOGJHK.ARTA, aNGGOT4 BADALN PEMIRINIAH HARIAN DAN ANGGOTA
DEVIAN PERWAKILAN RaKJ4T DAERAH,

Pasn2l 1. ,

Susunan kata-knta sumpah atau djandji Fepala Daerah jang dimaksud
dalam pasal 8, ajat (2) Penctavan Presiden No, 6 tahun 1959 menurut
agamanja 2dalah scbagai berikut: '

"Saja borsumpoh (berdjandii), bahwa saja untuk dipilih dan di-

angkat mond jadi Kepala Daerah, l2ngsung atau tidak langsung de-

ngan nama atau delih apapun, tidak memburikan atau mercjandjikdn
atau akan memberikan sesusatu kepada siapapun djuga.

S8aja bersumpah (bordjandji), bahwa saja untuk mclakukan atau ti-

dak melakukan sesuatu deolem djabatan ini, tidak sekaliekali akan

menerima langsung ataupun tak langsung dort siaspapun djugo so=-
suatu djandji atau pemberian, '

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban

saja sebapal Kepala Daerah dengan sebaikebalknja dan sedjudjur-

djudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Un-
dang-undang Dasar 1945 dan sogala peraturan perundangan jang bore
laku bagi Republik Indonesic,

Scja bersumpah (kerdjandji), bahwa saja altan memegang rahasia

sesuatu jang menurut sifatnja atau memirut perintah horus gaja

rahasiakan, l

Saja bersumpah (bordjondji), bohwa saja dalam mend jalankan djo-

batan ateu pekerdjoan saja, scnantiasa askan lebih mementinglkan

kepentinsan Nezara dan Daerah daripada kepentingan saja sendiri

S€eS800rens ...
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sescorang atau golongan, dan allan mendjundjung tinggli kehormat-

an Negara, Dacrah, Pemerintah dan Pegawai Negara.

Saja bersumpah (berdjandji), bohwa saja akan borusaha sekuat

tenaga membantu memadjulzan kescdjahteraan Rakjat Indonesia pada

urmmnja dan momadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah pada
chususnja dan akan setin kepada Negara, Bangsa dan Republik In-
donecsia®, ‘

Pasal 2.

Susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Istimewa jang dimaksud dalam pasal 8 ajat (2) Pene-
tapan Presiden No, 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagal ber-
ilut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kee

.wadjiban saja sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogja=
karta dencan sebaik-baiknja dan sedjudjurnja, bahwa saja senan=
tiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala
peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia,

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan inl, tidak sekalie
kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun
djuga sesuatu djandji atau pcmberian,

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusasha se-
kuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia
pada wmumnja dan memadjukan kesedjahterasn Rakjat di Daerah Is-
timewa Jogjokarta pada chususnja dan akan setia kepada Nusa,
Bangsa dan Republik Indonesia",

.Pasal 3.

Susunan kata-kata sumpah atau djandjl anggota Badan Pemerintah
Harian jang dimaksud dalam pasal 11 ajat (2) Penetapan Presiden No.6
tahun 1959 menurut acgamanja adalah sebagai berikut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk diangkat
mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian langsung atau tidak
langsung,dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau
mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun
djugae.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja, untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tidak seka-

li-kali akan menerima, langsung ataupun tidak langsung dari
stapapun d juga sesuatu djand ji atau pemberian,

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi ke=
wad jiban saja sebagail JAnggota Badan Pemerintah Harian Daerah ,..
esess dengan sebaik-baiknja dan sedjudjuredjudjurnja, bahwa saje
senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan
segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesi:

Saja ceee.
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Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha denran scsluat
=i .52 membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja
lan memadjukag kesedjahteraan Rakjat di Daerah s.e.s.. pada chususnja,

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memegang rahasia se- .
suatu jang menurut sifatnjé atau menmurut perintah harus saja rahasiakan,

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan membantu Kepala Daerah/
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dalam pekerdjaannja dan mendjalankan
pekerdjaan jang ditugaskannja kepada saja dengan penuh keichlasan dan
kedjudjuran dan akan setia kepade Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia",

Pasz2l 4,
Susunan kata-kata sumpah atau djandji anggota Dewan Perwckilan Rake
jat Daerah jang dimaksud dalam pesal 18 ajat (2) Penetavan Presiden No,
6 tahun 1959 menurut agamanja odnodnh sebagai berikut:

"Saja bersumpah (berdjandji), bchwa saja, untuk melakukan atau ti-
dakt melakukan sesuatu sebagal enggotn Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Ise
timewa ,eee000, tldek sekali~-kali akan menerima langsung ataupun tidak
langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pembecrian,

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja ckan memenuhi kewadjiban
saja sebagal Anrgota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah .eeeee¢ dengan see-
baikebaiknja dan sedjudjure-djudjurnja, bahwa saja senantiasa ckan meme
bantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan perundangan
jang berlaku bagi Republik Indonesia,

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha dengan sekuat
tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rokjat Indonesia pada umumnja
dan memadjukan kesedjahteraan Lakjat Doerah sesscess pada chususnja dan
akan setia kepada/Nusa, Bongsa dam Republik Indonesia,

~ Poasal 5.
Peraturan ini mulai berlaku psda hari ditetapkan,
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
IPIK GANDAMANA,

-—St-.
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TAMPIRAN ; VIIT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGZRI DAN OTONOMI
DAERAH No, 8 TAHUN 1959
TETANG

PENGANGKATAN DAN PEMBARHEINTIAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PEMIRINTAH HARIAN,

MENTERI DALAM N.:GLRI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang: bahwa perlu diatur tjara pengangkatan dan pemberhentian ang-
gota-anggota Badan Pemerintah Harian doerahedacrah tingkat I
dan tingkat II;

Mengingat: pasal 10 dan 19 Penetapan Presiden No, 6 tahun 1959 (Lembaren
Negara tahun 1959 No, 94);

MEMUTUSK AN:

Menetapkan: PERATURAN TENTANG PENGANGKAT AN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA-
ANGGOTA B.DAN PEMERINTAH HARIAN,

- TENTANG DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMSRINTAH HARIAN,

Pasal 1.
Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian ditetapkan bagil:
a, Daecrah Tingkat I 5 orang,
be Daerah Tingkat II 4 orang.

Pasal 20
(1). Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian tersebut dalam pasal 1
harus tetap terisi.
(2). Setiap kali timbul lowongan keanggotaan Badan Pemerintah Harian

lowongan itu harus segera diisi,

TENT ANG SJARAT=SJARAT KEANGGOTAAN BADAN PEME-
RINTAN HARIAN,

Pasal 3,
Jang dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian ialah
warganegara Indonesia jang:

a, telah berumur dua puluh lima tahun;

b. bertempat tinggal pokok dalam wilajah dacrah jang bersangkutan dan
sedikitnja enam bulan jang terachir telah bertempat tinggal pokok
dalam wilajah daerah itu, dan bagl anggota Badan Pemcrintah Harian De
rah Tingkat II bukan Kotapradja, dapat djuga bertempat tinggal pokok
sedikitnja enam bulan jang terachir dalam Kotapradja jang dilingkari
oleh Daerah Tingkat II tersebut;

¢. berpendidikan:

1, bagi Dacrah Tingkat I sedapatedapatnja Sekolah Landjutan tingkat
Atas serta memiliki ket jakapan dan pengalaman dalam pemerintahan.
2. bagl .....
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2 bogli Daerah Tingkat II sedapat-dapaénja Sel-olah Landjuten tingko.t
Pertama serta memiliki ket jakapan dan pengalaman dalam pemerintan-
an.

1, tidak kehilangan hak menguasal atau mengurus harta-hendanja karena
keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;

e, tidak dipet jat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan
pengadilan jang tidak dapat dirobch lagi;

f, tidak pernah dihukum karena sesuatu kedjahatan;

g. tidak tergancgu ingatannja;

he sanggup dan mampu membantu Kepala Daerah jang bersangkutan;

i, tidak mempunjai hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah sampal
dengan deradjat ketiga baik mepurut goris lurus maupun garis kesam-
ping termasuk menantu dan ipar,

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT: AN ANGGOTA=
ANGGOTA BADAN PEMTRINTAH H.JARTIAN,

Paosal 4,
Anggota Badan Pemerintah Harian dianglat oleh Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah bagl daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah tingkat
I bagi daerah tingkat II jang wilajahnja meliputi dasrah tingkat II ter=-
sebut, sedapatedapatnja dari tjalonetjalon jang diadjuken oleh Dewan Per-
wekilan Rakjat Dasrah dari anggota atau diluar anggota Dewan tersebut,

Pasal 5,
Anggota Badan Pemerintah Harian berhenti karena meninggal dunia
atau diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karcna:
a, permintaannja sondiri;
be berachirnja masaduduk Dewan Perwalkilan Ral:jat Daerah jang bersangkutar
¢, tidak lagl memenuhi sjaratesjarat dimaksud dalam pasal 3. |

Pasal 6.

Anggota Badan Pemerintah Harian diberhentikan oleh Penguasa jang
berhak mongangkat karena mendjalankan sesuatu ranglapan djabatan jang
dimaksud dalam pasal 9,

Pasal 7.

Anggota Badan Pemerintah Harian dapat diberhentikan oleh Penguasa
Jang berhak mengangkat karena alasan-alasan jang tidak memberikan dja-
minan lagi akan kelantjaran pelaksanaag tugas membantu,

Pasal 8.
Salinan surat-surat keputusan Kecpala Daerah dimaksud dalam pasal 4,
5, 6 dan 7 mengenal anggota Baden Pemerintah Harian deerah tingkat II,
selambet=-lambatnja dalam waktu satu minggu sesudah tanggal penetapannja
harus dikirimkan kepada Ment:ri Dalam Negeri dan Ctonomi Daerah,

TENTANG ...
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TENTANG LARANGAN PiRANGKAPAN DJABATAN DAN LARANGAN
LAIN BAGI ANGGOTA BADAN PLMERINTAH HARIAN,

Pasal 9.
Anggota Badan Pemerintah Harian tidak boleh:

a, merangkap mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau anggota

. Badan Pemerintah Harian lainnja;

b. merangkap mend jadli sekretaris daerah dan pegawai jang bertanggung dja-
wab tentang keuancan kepada Daerah jang bersangkutan;

c. merangkap mendjadi adpokat, pokrol, atau kuasa dalam perkara hukum,
dalam mana Daerah ltu tersangkut;

de ikut memberikan pertimhangan mengenal penetapan ateu pangesahan per=-.
hitungan sesuatu badan jang 2da sangkut pautnja denpgan keuangan dae-
rah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus;

5. langsung maupun tidak langsung ikut serta dslam nah (vacht) dibawab

tangan mengenai sesuatu milik daerah ataupun ikut serta dalam pembe-

lian suatu tuntutan jang membebani daerah jong sedang dalam sengketa;

{e merangkap mendjadi arsitek atau melakukan pekerdjaan-pekerdjaan lain
jang berhubungan langsung dengan daerah jang bersangkutan mendatange

- kan keuntungan baginja;

ze merangkap djabatane~djabatan lain jang akan ditentukan oleh Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

KETENTUAN PERALIHAN,

Pasal 10,

(1), Anggota Dewan Pcmerintah Daerah jang ada pada sast mulal berlae
kunja peraturan ini dan bersedia mendjadi angrota Badan Pemerintah
Harian, dilangkat oleh Penguasa dimcksud dalam pasal 4 mendjadi anggota
Badan Pemsrintah Harian,

(2) Segala ketentuan dalam peraturan ini ketjuali jang dimaksud da-
lam pasal 1 dan 4, berlaku bagl penganglatan anggota serta pembsntukan
Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ajat (1),

(3)e Lowongan keanggotaan Badan Pemerintah Farjian baru timbul dalam
hal djumlah anggotanja kurang daripada djumlch janeg ditetapkan dalam
pasal 1 peraturan ini,

(4). Ketentuan dalam pasal 8 berlaku untuk pengangkatan dan pember-
hentian anggota Badan Pemcrintah Harian dimaksud dalam ajat (1),

*

KETENTUAN PENUTUP,

Pasal 11,
Hal-=hal jang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan olsh Men-
teri Dalam Negerl dan Otonomi Daerah, _
Pasal 12,
Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 September 1959
Menteri Dalam Negerl dan Otonomi Daerah,

IPIK GANDAMANA,

P T S P
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PENDJELASAN
PERATURAN MENT'RI DALAM NECFERT DAN OTONOMI DAETRIAH No,8
TAHUN 19586.
tentang

PENCANGV.AT AN DAV PEMBERHENTIAN ANCGOTA-ANGGOTA BADAN
PELERINTAH HARIAN,

UlUMo

Dalem mendjalanken tugas kewadjibonnja Kepala Daerah berdasarkan

pasal 16 Penctapan Presiden o, 6 tahun 1959 dibantu olch ansgota-anggota
3adan Pemerintah arian,
Supaja bantuan itu dapat benar-benar diudjudkan sehingga dirasakan scba-
gal manfaat jang njata bagi Kenala Taerah dalam mendjalenlon tugas kewae
djibannja, dalam Peraturan ini dilctokkan beberapa ketentusn jang diha-
rapkan untuk dapat lebih mendjamin terlaksananja maksuc¢ itu, Ketentuan=-
ketentuan itu ialah:

1, Djumlah anggota Badan Femerintah Harien jang sudah setjara pasti di-
tetapkan dengan m:ngingat luas dan sifat tugas Kepala Dacrah tingkat
I dan tingkat II.

2¢ Sjarat=sjarat minimal jang harus dipznuhi anggota Badan Pemerintah
Harian,

3+ Kewenangan instansi atasan untuk menrangkat anggota Badan Pemcrintah
Harian dengan memperhatikan saran-saran darl Kevala Daerah jang ber-
sangkutan serta memperhentikannja bila ternjata tidak dapat melaksanae-
kan tugasnja dengan sebaik-baiknja,

Pasal 1 dan 2.

Djumlah pasti anggota Badan Pcmcrintah Harian telah ditetapkan dae-
lam poraturan ini, Selain itu ditctapkan pule supaja djumlah tersebut tc-
tap terisl sehinrga Kepala Dacrah senontiasa mempunjal pcembantuepembantu-
nja jang lengkope

Pasal 3,

Pada umunmnja diikuti sjarate-sjarat jang berlaku bagi anggota Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah, Selain itu berhubung kedudukannja sebagai pem=
bantu Kepala Daerah, s jarat-sjarat pendidikan dan pengalaman bekerdja da=-
lam pemerintahan sehagaimana ditentukan dalam sub ¢ adalah wadjar. Faktor
faltor kepribadian mendapatkan perhatian chusus dalam sub f untuk mentje-
gah masuknja orangeorang jang tidak mempunjal nama baik dalam masjarakat.
Selandjutnja untuk me jakinkan sifat tugasnja jang bersangkutan harus me-
njatakan kecsansgupannja untuk membantu Kepala Daerah, Untuk menghindarka
hubungan keluarga jang terlalu dekat antara Fepala Daerah dan anggota-
anggota Badan Temerintah Harian jang mungkin membawa keadaan jang kurang
wadjer perlu ditjantumkan sjarat dimaksud dalam sub 1,

Pasal~pasal 4, ...

~e
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-Pasal~pasal 4, 5, 6, 7 dan 8,

Sebagaimana diterangkan dalam pend Jelasan umum, dalam peraturan ini
diusahakan untuk mendudukkan orang-orang jo2ng benar-benar diharapken da-
pat memberikan baﬁtunt.sebésar-besarnja bagi Kepala Daerah dan bila ter.
njata tidak dapat memen ths haravan itu, diberhentikan oleh instansi jang
berwenang, .

Dalam pada 1tu, sebagal kebidjaksanaan dapat diperhatikan keinginan-
keinginan Dewan Perwakilan Eakjat Daerah jang bersanglutan Jaltu dengan
memperhatikan tjaloh-tjalon dari anggota atau dari luar anepgota Dewan
Perwakilan Rakjat Deerah jang diodjukan oleh Dewan tersebut, Perlu di-
tegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidok dapat memnerhentikan
anggotae~aonggota Badan Pemerintah Harian, boik setjara perseorangan mau-
pun setjara keseluruhon, Instansi atosan memperhatikan pelaksanaan prin-
sip~-prinsip peraturan ini, dan bila dipandang perlu dapat memberikan sa-
ran-saran penjelesaian terhadap kcsulitan-kesulitan jang timbul,

Pasal 9.
Tjukup djelas,

Pasal 10,
Ketentuan=ketentuan peralihan ini diangrap perlu ditetapkan dalam
peraturan ini, berhuhung dengan adanja ketentuan peralihan dalam pasal
19 Penetapan Presiden No, 6 tahun 1959, '

AN

Pasal 11 dan 12,
Tjukup djelas,

mww=s==St==—ewe




— o e e e o o .Illclnl’;.ll,lbtlll.t||||||!I-lil.'ll.l'.‘-lcl!l:l‘.l“l.l!".llul"t(llll""l'I!I'Ill||
T T o ST v"ll"lllll.“ll.l:l||i|l|.|'||||||‘||.lu|||.i|..|‘l’lllll!‘llvvl“ll'

141 -

D AF T AR

Nama-nama Guberaur/Kepola Deergh S.i.T.

manurut Pernturan P.P. No. 6. Tahun 1959.

I

T T L T L A L S I T T e s s, -

—— s o =8 s e e e S
—mm e

e —— —— o — i — o D > S ST = S W T e T
ot e S

" . ' : J Djumlah Drer-h2 ¢ Nama2 Guberaur/Kapsla
No. Daarah? Swatantr. tingkat Te U.U. Pembeatukan. Swatantra «owmmw»n 11 Ibu Kota Doeroh S.W.T. 1 menurut
Kotooradja ' Wilajah P.P.N0.6/195%
1.' I.PUTLAU DJAYAL. . - .
Djawa Tinur. ' U.Us N0.2/1950 joe UsU ! 8 v 9 * Surabaja Suwondo Ranuwidjo jo.
N0. 18/150. jo. D3e T3 wakil : Kol. Wijono.
U.U. No. 1/1957.
2. Djcwa Tensahe ' U.U. No. 10/1950. jo ° 6 v 23 * Somaransg Zoosﬁ..n.u
p3. 73 UeUe N0.1/1957. wakil: Sujono Atmo.
30 Dj wa Brrat. ' U.U. N6.11/1950 jb.ps 4 v 19 * Bandung ' ¥ol. Mashudi.
73 UsUw N0.1/19576 Wakils Mr. Astrawinata.
4.1 Drernh Istimewa Djoxja-— ' c.ccvﬂo.u\wwmqr joe U.Ue? 1 ' 4 ' Djoxjakarta- Sri Sultan Hamengku Bu-—
karto. ' N0.19/1950. jo.UsUsNow sono IXy
' 9/1955.j0.03.73 UeUe  * wakil: °ri Palu Alanm.
' zw.w\wom..q o ' ' '
5l Kotapradja Dj-knrta Raya. ' U.U. D.No.”0/1950. jo. ! - ' - * Djakarta Kol.Dr Sumarno. ‘
) ' UoU. N0.1/1956, jo. »3 ' Wakil: Heak Ngantung.
73 U.Us N041/195T. .
. IT.PULAU SUHATERA. S S ,
6! Sumatera Sclatan. ' U.U. N0s257/1959.(L.Ne ( 4 LI V% * Palembang. Achnad Bastari.
i . N0.70/1959. . .
o Su~- tera Baret * P.P.P. U.U.N0.4/1950. °* 6 ' 8 t Bukit *inggi. Nawm&:@mwa Galar- Datuk
T ' jo. U.Ue Dar.No.19/1957 ' ' Rangkajo Basa,
' U.U. ne. 61/19%58.
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18,1 B a 1 i .
19.t Husa 4denzo-ra Borat.
20! Nusa fenrgoara Timurs
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